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PEMERINTAH KOTA BATAM
DINAS PERIKANAN

JLN. RAJA HAJr NO. 5 TELP. (0?75)321760 FAX. (0778) 321 760
e-mail d inasperika nan batarnrl,r,ahoo. corn

SEKUPANG - BATAM
Kode Pos : 29.128

KEPUTUSAN
KEPALA DIT{AS PERII(ANAN KOTA BATAM

NOMOR : KF,TS. 028/DP-BTM /O3/202r

TENTANG

REVIST STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOp)
DI LINGKUNGAI{ DINAS PERIKANAI{ KOTA BATAM

Menimbang

Mengingat

a.

b.

KEPALA DIT{AB PERII(AITAN
KOTA BATAM

bahwa untuk mewujudkan kepastian tentang hak,

tanggung jawab, kewajiban dan kewenangan seluruh pihak

terkait dalam penyelenggaraan pelayanan publik

khususnya layanan bidang perikanan pada Dinas

Perikanan Kota Batam, dan dalam rangka mewujudkan

sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik,

terpenuhinya hak-hak masyarakat dalam memperoleh

pelayanan publik bidang perikanan secara maksimal serta

mewujudkan partisipasi dan ketaatan masyarakat dalam

meningkatkan kua-litas pelayanan publik, maka perlu

ditetapkan standarisasi layanan sesuai ketentuan yang

berlaku;

bahwa upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan

publik sebagaimana dimaksud huruf (a) maka perlu

ditetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) lingkup

Dinas Perikanan Kota Batam melalui Keputusan Kepala

Dinas Perikanan Kota Batam.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999

tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten

Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak,

Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten

Kuantan Singingi dan Kota Batam sebaqaimana telah

diubah beberapa kali teral<hir dengan Undang-Undang

Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2008 tentang

1.



Perubahal Ketiga Atas Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 53 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten
Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir,
Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna,
Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor lOT,

Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor

a880);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara;

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tenteng Sistem

perencanaan Pembangunan Nasional;

4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor

45 Tahun 2009;

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan

Daerah;

6. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem

Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan;

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan

Publik;

8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2Ol4

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran

Negara Nomor 5587); sebagaimana telah diubah terakhir

kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2O15, tentang

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun

2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembar Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambah

l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2Ol2 tentang Pangan;

10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2Ol4 tentang

Pelaksanaan Jaminan Produk Halal;

11. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2OL6 tentang

Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya

Ikan dan Petambak Garam;



12. Peraturan Pemerintah Nomor g Tahun 19g9 tentang
Pemberhentian dan Pemberian pensiun pegawai Negeri Sipil
Serta Pemberian Pensiun Janda/Dudanya;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1991 tentng
Keanggotaan Askes;

14. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang
Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

15. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2OOg

tentang Kearsipan;

16. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang

Perubahan Ketujuh Belas Atas Peraturan Pemerintah

Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai

Negeri Sipil;

17. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2015 tentang

Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pembudidaya Ikan Kecil;

18. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019 tentang

Implementasi Jaminan Produk Halal;

19. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang

Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2017

tentang Manajemen PNS;

20. Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang

Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan

Bakar Minyak;

21. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2Ol2 tentang

Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur

Administrasi Pemerintahan;

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010

tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun

2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah;



24. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor ZO Ta]nun 2014
tentang Perusahaan Rumah Tangga, Alat Kesehatan dan
Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga;

25. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 20lg tentang
Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi pemerintah;

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019

tentang Klasifikasi, Kodelikasi, dan Nomenklatur

Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;

27. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor:

Per.l2lMen/2009 tentang Perubahan Atas Peraturan

Menteri Kelautan dal Perikanan Nomor Per.05/Men/2O08

tentang Usaha Perikanan Tangkap;

28. Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral

Republik Indonesia Nomor : 06 Tahun 2014 tentang

Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi Dan Sumber

Daya Miniral Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Harga Jual

Eceran Jenis bahan Bakar Minyak Tertentu Untuk

Konsumen Pengguna Tertentu;

29. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor

49/ Permen-KP I 2Ol4 tentang Usaha Pembudidaya Ikan;

30. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor :

1 8 / PERMEN-KP I 20 I 6 tentang Jaminan Perlindungan Atas

Resiko Kepada Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak

Garam;

31. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 67

Tahun 2018 tentang Usaha pengolahan Ikan;

32. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 32

Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional

Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan;

33. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17

Tahun 2019 tentang Persyaratan dan tata Cara Penerbitan

Sertifikat Kelayakan Pengolahan;

34. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor

42lPermen-KP l2ol9 tentang Kartu Pelaku Utama Sektor

Kelautan dan Perikanan;



35. Peraturan Menteri Kelautan dan perikanan Nomor 6l
Tahun 2020 tentang Satu Data Kelautan dan perikanan;

36. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Nasional Nomor 24
Tahun 2017 tentang Tata Cara pemberian Cuti pegawai

Negeri Sipil;

37. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22

Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Sertifikat
Produksi Pangan Industri Rumah Tangga;

38. Peraturan Badan Pengatur HilA Minyak dan Gas Bumi

Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 tentang

Penerbitan Surat Rekomendasi Perangkat Daerah Untuk
Pembelian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu;

39. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 14

Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penumbuhan dan

Pengembangan Kelompok Usaha Bersama;

40. Keputusan Meteri Kelautan dan Perikanan Nomor

524/Kepmen-KP /2013 tentang Persyaratan Jaminan Mutu

dan Keamanan Hasil Perikanan Pada Proses Produksi,

Pengolahan dan Distribusi;

41. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 Tahun 2016

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

(Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2016 Nomor 1O,

Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 108);

42. Peraturan Walikota Batam Nomor 31 Tahun 2012 tentang

Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)

Penyelenggaraan Pemerintah di Lingkungan Pemerintah

Kota Batam;

43. Peraturan Walikota Batam Nomor 8 Tahun 2015 tentang

Cuti Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota

Batam;

44. Peraturan Walikota Batam Nomor 28 Tahun 2016 tentang

Susunan Organisasi dan Tata Keqja Dinas Daerah (Berita

Daerah Kota Batam Tahun 2016 Nomor 473);

45. Peraturan Walikota Batam Nomor 49 Tahun 2016 tentang

T\rgas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Perikanan

Kota Batam;



46. Peraturan Walikota Batam Nomor 9 Tahun 2019 tentang
Perubahan atas Peraturan Walikota Batam Nomor
Tahun 2018 tentang Tata Cara pemberian

Pertanggunglawaban Hibah dan Bantuan Sosial.

40

dan

Menetapkan :

PERTAMA :

KEDUA

MEMUTUSI{AN

Standar Operasional Prosedur (SOP) Dinas Perikanan Kota

Batam, sebegaimana disebut dalam Lampiran merupakan

bagian tak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.

Standar Operasional Prosedur (SOP) Dinas Perikanan Kota

Batam sebagaimana diktum PERTAMA meliputi :

I. Sekretariat Dinas terdiri dari:
1. SOP Penyusunan Rencana Strategis Dinas Perikanan;
2. SOP Penyusunan Rencana Ke4'a Dinas Perikanan;
3. SOP Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Dinas

Perikanan;
4. SOP Penyusunan Laporan Kineq'a Instansi Pemerintah

(LKjlP) Dinas Perikanan;
5. SOP Monitoring dan Evaluasi Kegiatan;
6. SOP Mekanisme Pengumpulan Data Kinerja;
7. SOP Penilaian Kine{a Individu;
8. SOP Monitoring dan Evaluasi Penilaian Kine{a

Individu;
9. SOP Monitoring dan Evaluasi Dokumen Perencanaan;
10. SOP Penerbitan SPM-UP/GU/TU;
11. SOP Penerbitan SPP-UP/GU/TU;
12. SOP Penerbitan SPP-LS Gaji/Tunjangan;
13. SOP Pengajuan Izin dan Cuti;
14. SOP Pembuatan Taspen, Karpeg, Karis / Karsu;
15. SOP Administrasi Surat Masuk;
16. SOP Administrasi Surat Keluar;
17. SOP Teguran Pegawai;
18. SOP Kenaikan Gaji Berkala;
19. SOP Surat Perintah Tugas (SP!;
20. SOP Penanganan Pengaduan Masyarakat;
21. SOP Penerimaan Tamu;
22. SOP Pengusulan Pensiun PNS.

II. Bidang Perikanan Tangkap
1. SOP Pelayanan Penerbitan Surat Keterangan Pengajuan

Klaim Asuransi Nelayan;
2. SOP Penyusunan Statistik Tangkap;
3. SOP Penerbitan KUSUKA.
4. SOP Usulan Calon Penerima Bantuan Sapras Perikanan

Tangkap;
5. SOP Pendistribusian Bantuan Penerima Sapras

Perikanan Tangkap;



III. Bidang Perikanan Budidaya
1. SOP Bantuan Sarana prasarana Budidaya;
2. SOP Pemantauan Hama dan penyakit Ikan;
3. SOP Pencatatan Data produksi plrikanan Budidaya;4. SOP Pembinaan pembudidaya yang Aktif Berbudidaya;
5. SOP Fasilitasi pendaftaran Kartu pelaku Usaha

Kelautan dan Perikanan (KUSUKA) Budidaya;
6. SOP Penginputan Data Budidaya;
7. SOP Pengolahan Data Budidaya.

IV. Bidang Penguatan Daya Saing produk perikanan
1. SOP Monitoring dan Pembinaan Mutu pasar Ikan;
2. SOP Monitoring dan Pembinaan Mutu Usaha

Pengolahan Ikan;
3. SOP Sertifikasi Halal Produk Olahan perikanan;
4. SOP Sertifikasi P-IRT (Pangan Industri Rumah Tangga);
5. SOP Pengajuan Sarana dan Prasarana Usaha produk

Perikanan;
6. SOP Penerbitan Rekomendasi SKP;
7. SOP Penerbitan TDU-PHP;
8. SOP Penerbitan Kartu E-Kusuka;
9. SOP Pengumpulan Data dan Informasi Produk

Perikanan;
10. SOP Pengolahan dan Analisa Data dan Informasi

Produk Hasil Perikanan;
11. SOP Fasilitasi Sertifikasi PIRT;
12. SOP Fasiiitasi Sertifikasi Halal;
13. SOP Pelaksanaan Pengawasan dan Monitoring Evaluasi

Bantuan Sarana Prasarana Produk Perikanan;
14. SOP Pembinaan Pemasar Produk Perikanan;
15. SOP Monitoring dan Pembinaan Mutu Pasar Ikan dan

Sentra Penyedia Produk Perikanan.

V. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Penyuluh:
1. SOP Pendamping Perikanan Lapangan;
2. SOP Pendaftaran dan Penumbuhan Kelompok Usaha

Bersama (KUB);
3. SOP Pendaftaran dan Penumbuhan Kelompok

Pembudidaya Ikan (POKDAKAN) ;

4. SOP Pendaftaran dan Penumbuhan Kelompok Pengolah
dan Pemasar Ikan (POKLAHSAR);

5. SOP Pengumpulan Data Informasi Pelaku Utama dan
Usaha Perikanan;

6. SOP PPL melakukan Fasilitasi Proses Pengajuan
Proposal Kegiatan Bantuan Pemerintah;

7. Monitoring terhadap Kegiatan Pembinaan Sumberdaya
Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Pengolah Hasil
Perikanan;

8. SOP Kelompok Penerima Bantuan Terva-lidasi Tepat
Sasaran;

9. SOP Penyusunan Programa Pendamping Perikanan
Lapangan;

10. SOP Penilaian Kelompok;
11. SOP Pembinaan Kelompok;
12. SOP Proses Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan

Pendampingan Lapangan



KETIGA

KEEMPAT

VI. UPl. Pelayanan Bidang perikanan

1. SOP Pelayanan Surat Rekomendasi pembelian BBM
Bersubsidi;

2. SOP Pelayanan perpanjangan Surat Rekomendasi
Pembelian BBM Bersubsidi;

3. SOP Monitoring dan Evaluasi pemanfaat Surat
Rekomendasi Pembelian BBM Bersubsidi;

4. SOP Pengaduan Pelayanan pada UpT. pelayanan Bidang
Perikanan.

Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan sebagaimana

dimaksud dalam diktum KEDUA digunakan sebagai acuan
yang harus dilaksanakan oleh petugas/pegawai Dinas

Perikanan Kota Batam.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila

dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan

ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di :

pada tanggal :

Batam
26 Maret 2O2l

PARAI ;iiER,IRKHIS
SEKRT:I

Kepala Dinas Perikanan
ta Batam

Ir HUSNAIN]
Pembina tama Muda/lVc

NrP. 19620819 199203 2 005

i,

KASUL,iA.; LrP Plt,

^-).^^- /



LAMPIRAN: KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERIKANAN KOTA BATAM
Nomor : KPTS.028/D P -BT M I 03 / 2O2t
Tanggal : 26 Maret 2021

NO NAMA SOP NOMOR SOP
TAHUN

PEMBUATAN
TAHUN REVISI PEMBUAT/PELAKSATVA SOP

7 SOP Penyusunan Rencana Strategis Dinas Perikanan aoy soP / sEr / D P-BTM/201s 27 Agustus 2018 September 2019 Sekretariat Dinas
2 SOP Penyusunan Rencana Kerja Dinas Perikanan oo7 / saP / sET I D P- BTM/20 1e 27 Agustus 2018 September 20L9 Sekretariat Dinas
3 SOP Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Dinas Perikanan 003/soP/s ET I DP -BT M / 2019 27 Agustus 2018 September 2019 Sekretariat Dinas
4 SOP Penyusunan Laporan Kinerja lnstansi Pemerintah (LKjlP) Dinas Perikanan 004 / so? I sfi / D P- BTM/20 19 27 Agustus 2018 September 2019 Sekretariat Dinas

Sekretariat Dinas
Sekretariat Dinas

5 SOP Monitoring dan Evaluasi OO5/SOP/SET/D P-BTM/2019 Januari 2019

6 SOP Penerbitan SPM - UP/GU/rU
SOP Penerbitan SPP -UPIGUITU

oo6/soP/sET/D P-BTM/201e Januari 2019

7 oo7 lsoP /sEr lD P-BTM/201e Januari 2019 Sekretariat Dinas
8 SOP Penerbitan SPP - LS Gajifl'unjangan 008/soP/sET/D P-BTM/2019 Januari 2019 Sekretariat Dinas
9 SOP Pengajuan Cuti ooe/soP/sEr/D P-BTM/201e Januari 2019 10 Maret 2021 Sekretariat Dinas
10 SOP Pembuatan Taspen, Karpeg, Karis/Karsu 010/so P/s ET/D P- BTM/20 19 Januari 2019 10 Maret 2021 Sekretariat Dinas
IL SOP Administrasi Surat Masurk )LLl SOP / SET I D P-BTM/2019 Januari 2019 10 Maret 2021 Sekretariat Dinas
72 SOP Administrasi Surat Keluar o12 / SOP / Sfi / D P- BTM/20 19 Januari 2019 L0 Maret 2021 Sekretariat Dinas
13 SOP Teguran Pegawai 013/SOP/S Er/D P-BTM/201e Januari 2019 10 Maret 2021 Sekretariat Dinas
t4 SOP Kenaikan Gaji Berkala o74 I SOP / Sfi / D P-BTM/201e lanuari 2019 L0 Maret 2021

10 Maret 2021
Sekretariat Dinas

15 SOP Surat Perintah Tugas o1s/soP/sET/D P-BTM/201e Januari 2019 Sekretariat Dinas
1.6 SOP Mekanisme Pengumpulan Data Kinerja 016/5oP/SET/D P-BTM/201e Januari 2019 Sekretariat Dinas
77 SOP Penilaian Kinerja lndividu or7 /soP /sET lD P-BTM/201e Januari 2019 Sekretariat Dinas
18 SOP Monitoring dan Evaluasi Kinerja lndividu __,98/19 jlsEr/qP_-Brw2o1s 

_ _
o1elsoP/sET/D P-BTM/201e

Januari 2019 Sekretariat Dinas
Sekretariat Dinas19 SOP Monitoring dan Evaluasi Dokumen Perencanaan Januari 2019

19 Maret 202020 SOP Penanganan Pengaduan Masyarakat 04 / soP I sEl I D P-BTM/2020 10 Maret 2021 Sekretariat Dinas
2L SOP Penerimaan Tamu o4e / soP I DP -BT M / SET / 03 / 2O2t 10 Maret 2021 Sekretariat Dinas
22 SOP Pengusulan Pensiun PNS oso/so P/D P- BT M / SET / 03 I 2021. 10 Maret 2021 Sekretariat Dinas
23 SOP Pelayanan Penerbitan Surat Keterangan Pengajuan Klaim Asuransi Nelayan ooL/ soP / PT I D P-BTM/201s Januari 2019 Perikanan Ta
24 SOP Penyusunan Statistik Tangkap 0o2 I soP I PT / D P- BTM/20 1s Januari 2019 Bi Perikanan Ta
25 SOP Penerbitan KUSUKA offi / saP / PT / D P-BTM/2019 Januari 2019

26 SOP Usulan Penerima Bantuan Sapras Perikanan Tangkap oo4 / soP / PT / D P-BTM/201e Januari 2019 Bida Perikanan
27 SOP Pendistribusian Bantuan Sapras Perikanan Tangkap }os I saP I PT / D P-BTM/201e Januari 2019 Bida Perikanan
28 SOP Bantuan Sarana dan Prasarana Budidaya 001/soP-PB/D P-BTM/2019 Januari 2019 15 Maret 2021 Bida Perikanan Bud
29 SOP Pemantauan Hama dan Penyakit lkan oo2/ soP -PB I D P-BTM/2019 Januari 2019 15 Maret 2021 Bida Perikanan B

30 SOP Pencatatan dan Pengumpulan Data Perikanan Budidaya 003/soP-PB/D P-BTM/2019 Januari 2019 15 Maret 2021 Bida Perikanan Budida
31 SOP Pembinaan Pembudidaya Yang Aktif Berbudidaya oos/soP-PB/D P-BTM/2019 Januari 2019 15 Maret 2021 Bida Perikanan
32 SOP Fasilitasi Pendaftaran Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan (KUSUKA) Budidaya os 1/soP-P B/DP -BT M / 3 I 2O2L L7 Maret 2020 Maret 2021 B Perikanan
33 SOP Penginputan Data Budidaya

SOP Pengolahan Data Budidaya
oszl soP -PB I DP -BT M I 3 / 2027 L7 Maret 2021 Perikanan Bud

34 os 3/so P- P B/DP -BT M I 3 / 2021. t7 Maret2O2l Perikanan BBida
35 SOP Pembinaan Mutu Produk Perikanan (Kelompok Pengolah dan Pemasaran) 001/so P-PDS PP I DP -BT M I 2OLe Januari 2O19 L7 Maret 202L Bida PDSPP

35 SOP Pembinaan Mutu Produk Perikanan (UPl) Usaha Pengolahan lkan oozlso P-PDs P P / OP -BT M / 2079 Januari 2019 17 Maret 2021 Bida PDSPP

_t4ang Perikanan Tangka p



37 SOP Sertifikasi Halal 003/so P-PDS PP I DP -BTM / 2O7s Januari 2019 17 Maret 2021 PDSPP
38 SOP Sertifikasi P-lRT (Pangan lndustri Rumah Tangga) 004/so P-PDS P P I DP -BT M / z}ts Januari 2019 17 Maret 2021 Bida PDSPP
39 SOP Pengajuan Sarana dan Prasarana Usaha Produk Perikanan 00s/so P-PDs P P I DP -BT M / zOLe ianuari 2019 77 Mareta02t Bida PDSPP
40 SOP Rekomendasi SKP 005/soP/PDs ?P I DP -ST M / 201s 21 Januari 2019 04 )anuari212L PDSPP
4t SOP Penerbitan TDU-PHP 007/soP/PDSPP I DP -BT M / 2079 21. )anuari 2079 04 Januari 2021 PDSPP
42 SOP Penerbitan E-KUSUKA 008/soP/PDs PP / DP -BTM I 2079 21 Januari 2019 04 Januari 2027 Bida PDSPP
43 SOP Pengumpulan Data dan lnformasi Produk Hasil Perikanan

SOP Pengolahan dan Analisa Data dan lnformasi Produk Hasil Perikanan
00s/so P/PDS P P I DP -BT M / 2O1s 21 Januari 2019 04 Januari2O2L Bida PDSPP

44 010/soP/PDSPP/D P-BTM/201s 21 Januari 2019 04 Januari 2O2L B PDSPP
45 SOP Fasilitasi Sertifikasi P-IRT (Produksi lndustri Rumah Tangga)

SOP Fasilitasi Sertifikasi Halal

SOP Pelaksanaan Pengawasan dan Monitoring Evaluasi Bantuan Sarana Prasarana Produk Perikanan

SOP Pembinaan Pemasar Produk Perikanan
SOP Monitoring dan Pembinaan Mutu Pasar lkan dan Sentra Penyedia Produk Perikanan

SOP Pendamping Perikanan Lapangan

011/SOP/PDSPP/DP-BTM/2019 21 Januari 2019
21 Januari 2019

17 Maret2021
17 Maret 2021

PDSPP
46 otz I soP / PD'P P I DP -BTM / 2019 Bida PDSPP
47 013/SOP/PDS PP / DP -Br M / 2021 31 Januari 2019 Bida PDSPP
48 ot4 / soP / sEr I D P-BTM/202 L Januari 2021 B PDSPP
49 oL6 / SOP / SET I D P-BTM/202 1 Januari 2021 PDSPP
50 00usoP/PM PPlD P-BTM/2019 21 Januari 2019 10 Maret 2021 PMPP

Bida PMPP

Bida PMPP

51 SOP Pendaftaran dan Penumbuhan Kelompok Usaha Bersama (KUB) 002/soP/PM P P / DP -BTM I 201e 21 Januari 2019 10 Maret 2021
52 SOP Pendaftaran dan Penumbuhan Kelompok Pembudidaya lkan (Pokdakan) 003/soP/PM P P/D P-BTM/2019 2L Januari 2019 10 Maret 2021
53 SOP Pendaftaran dan Penumbuhan Kelompok Pengolah dan Pemasar HasilPerikanan

SOP Pengumpulan Data lnformasi Pelaku Utama dan Usaha Perikanan
004/so P/PM PP / DP -BrM / 2OL9 21 Januari 2019 10 Maret 2021 PMPP

54 oos/so P/P M P P I DP -BT M I 2O7s 21 Januari 2019 Maret 2021 PMPP
55 SOP PPL Melakukan Fasilitasi Proses Pengajuan Proposal Kegiatan Bantuan Pemerintah

Monitoring terhadap Kegiatan Pembinaan Sumberdaya Nelayan, Pembudidaya lkan dan

Pengolah Hasil Perikanan
SOP Kelompok Penerima Bantuan Tervalidasi Tepat Sasaran

SOP Penyusunan Programa Pendamping Perikanan Lapangan
SOP Penilaian Kelompok
SOP Pembinaan Kelompok
SOP Proses Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Pendampingan Lapangan

005/soP/P M P P I DP -BTM / 2O2L 10 Maret 2021 PMPP
56 007/soP/PM P P / DP -BT M I 2O2t 10 Maret 2021 Bida PMPP

57 008/so P/P M P P / DP -BT M / 2O2t 5 Maret 2021 PMPP
58 009/so P/P M P P / DP -BT M / 2027 15 Maret 2021

Juni 2021
PMPP

59 010/soP/PM P P IDP -BTM / 03 I 2027 Bida PMPP
60 o 1 uso P/ P M P P/D P- BTM/03 / 202L Juni 2021 Bida PMPP
57 oL2 / SOP I P MPPlD P-BTM/ 03 / 2027 15 Maret 2021 PMPP
52 SOP Pelayanan Surat Rekomendasi Pembelian BBM Bersubsidi 001/soP/u PT. PPlD P-BTM/201e September 2019 04 Januari 2021 UPT. n Bida Perikanan
53 SOP Pelayanan Perpanjangan Surat Rekomendasi Pembelian BBM Bersubsidi 0s4 / soP / u?T. PPlDP-BTM / 03 I 2O2L Maret 2021 UPT. Pe nan Bida Perikanan
64 SOP Monitoring dan Evaluasi Pemanfaat Surat Rekomendasi Pembelian BBM Bersubsidi

SOP Pengaduan Pelayanan pada UPT. Pelayanan Bidang Perikanan
0ss/so P/u PT .P P I DP -BTM I 03 / 2027 Maret 2021 UPT. Pelayanan B Perikanan

65 os6/so P/u PT. P P/D P-BTM/03 / 2021 Maret 2021 UPT n Perikanan

PARAF r ti Ki-ilS

-TEKRE

' Lrr ' Plt

Batam, Maret 2021
nas PerikananKepa

Pembina Muda (lVlc)I

NIP 199203 2 005



PEMERINTAH KOTA BATAM

DINAS PERIKANAN

Nomor SOP OO1 /SOP/SET/DP.BTM/201 9

Tanggal Pembuatan 27 Agustus 201 8

Tanggal Revisi 15 Maret 2021

Tanggal Efektif 01 Aptll 2021

Disahkan oleh KEPALA OINAS PERIKANAN

KOTA BATAM

Ir. HUSNAINI

NIP. 1 I 199203 2 005

Judul SOP
Prosedur PenyJsun an Rencana Strategis Dinas Perikanan
Kota Batam

Dasar Hukum

1 . Permenpan RB No.35 tahun 20 1 2 tenlang Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan

2. Permenpan RB No.19 tahun 2018 tentang Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis lnstansi Pemerintah

3. Permendagri No.90 tahun 2019 tentang Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri)
tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan
Daerah

4 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

5 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem perencanaan Pembangunan Nasional

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat
dan Daerah

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah
Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
pelaksanaan Rencana pembangunan Daerah

Kualifikasi Pelaksana

1. Memiliki kewenangan dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra)

2. Memiliki kemampuan dalam menyusun pragram dan kegiatan SKPD

Ksterkaitan

1. SOP Surat Masuk

2 soP Surat Keluar

3 SOP Pencarian Data dan lnformasi

4. SOP Pengadaan Barang dan Jasa

5. SOP Pelaksanaan Rapat

6. SOP Pengarsipan

Peralatan/Perlengkapan

.,. Renstra Dinas Perikanan Kota Batam

2. Format Penyusunan Rencana Kerja

3. Perangkat Komputer

Peringatan

1 Jika tidak dilaksanakan sesuai SOP. maka proses penyusunan Renja SKPD initidak'' 
akan berjalan lancar

Pencatatan dan Pendataan

1. Rumusan rencana program dan kegiatan Dinas Perikanan Kota Batam untuk periode
lima tahun

r



Prosedur penyusunan Rencana Strategis dinas Perkanan Kota Batam

No Kegiatan
Pelaksana Mutu Baku

Ket
Sekdis Kasubag Program Staff Kadis Kelenqkapan Waktu Output

1

Memerintahkan penyusunan
Rencana Strategis (Renstra) Dinas
Perikanan Kota Batam

Disposisi surat 15 Menit Disposisi surat
SOP alur
surat masuk
dan keluar

2.
Membuat format pengumpulan data dan
informasi rencana kerja tahunan dari
masing-masing bidang dan sekretariat

*1 Disposisi surat 2 Jam
Format
penyusunan
Dokumen Renstra

Menyampaikan format pengumpulan
data dan informasi rencana kerja
tahunan kepada masing-masing bidang
dan sekretariat

Format
penyusunan
Dokumen
Renstra

15 Menit
Draft Renstra Dinas
Perika na n Kota
Batam

4

Mengundang Kadis dan pejabat Esselon
lll dan lV di lingkungan Dinas Perika nan
Kota Batam untuk rapat pemba hasan
Rencana Strategis (Renstra )

Draft Renstra
Dinas Perikanan
Kota Batam

5 Menit Undangan Rapat

5.
Melaksanakan rapat pembahasan
Rencana Strategis (Renstra )

t-

Undangan Rapat 2 Jam

Draft Renstra
Dinas Perikanan
Kota Batam
Notulen Rapat

SOP
pelaksanaa n

rapat

6.

Menghimpun format Data dan lnformasi
Rencana Kerja Tahunan dari masing-
masing bidang dan sekretariat t

-1

Draft Renstra
Dinas Perikanan
Kota Batam
Notulen Rapat

1 Jam
Draft Renstra
Dinas Perikanan
Kota Batam

SOP penca
ria n data dan
informasi

7
Menganalisis Data dan lnformasi
Renstra yang telah terkumpul

T

;

Draft Renstra
Dinas Perikanan
Kota Batam

2 Jam
Draft Renstra
Dinas Perikanan
Kota Batam

SOP
penetapa n

kinerja

8.
Membuat konsep Rencana Strategis
(Renstra) Dinas Perikanan Kota Batam

Draft Renstra
Dinas Perikanan
Kota Batam

5 Jam Draft Renstra
SOP
penetapan
kinerja

3.



I Mengoreksi konsep Rencana Strategis
(Renstra) Dinas Perikanan Kota Batam

Draft Renstra 30 Menit
Dokumen Renstra
Dinas Perikanan
Kota Batam

10

Menyampaikan Dokumen Rencana
Kerja (Renja)Tahunan kepada Kadis
untuk memintakan persetujuan

Dokumen
Renstra
Dinas Perikanan
Kota Batam

30 Menit

Dokumen Renja
Dinas Perikanan
Kota Batamr

I

11

Penandatangaan dokumen Rencana
Strategis (Renska) Dinas Perikanan
Kota batam oleh Kadis kemudian
diteruskan ke Kasubag Program

L Dokumen Renja
Dinas Perikanan
Kota Batam

5 Menit

Disposisi
persetujuan
dokumen Renstra
Dinas Perikanan
Kota Batam

12.

Membuat surat pengantar pengiriman

sekaligus penomoran surat, kemudian
diserahkan ke staf untuk dikirimkan ke

alamat yang dituju

Disposisi
persetujuan
dokumen
Renstra
Dinas Perikanan
Kota Batam

15 Menit Surat Pengantar
SOP alur
surat masuk
dan ke lua r

13.

Mengantar surat, menggandakan dan

mengarsipkan Dokumen Rencana
Strategis (Renstra) Dinas perikanan
Kota Batam

A Su rat Pengantar 1 Jam

Dokumen Renstra
Dinas Perikanan
Kota Batam

SOP
pengadaan
barang dan

iasa 50P
pengarsipan



Nomor SOP OO2lSOP/SET/DP.BTM/201 9

Pembuatan Agustus 201 8

Revisi 15 Marcl2021

1 April2021

oleh

9 '199203 2 005

lr. HUSNAINt

NIP

KEPALA DINAS PERIKANAN

KOTA BATAM

PEMERINTAH KOTA BATAM

DINAS PERIKANAN

SOP Rencana Kerja Dinas Perikanan KolaProsedur
Batam

1. Permenpan RB No.35 tahun 2012 tentang Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Pedoman Penyusunan Slandar Operasional
Prosedur Administrasi Pemerintahan

2. Permenpan RB No.19 tahun 20'18 tentang Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Penyusunan Peta ProSeS Bisnis lnstansi
Pemerintah

3. Permendagri No.90 tahun 2019 tentang Peraturan Kementerian Dalam Negeri
(Permendagri) tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan Dan Keuangan Daerah

4 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

5 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem perencanaan Pembangunan
Nasional

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusal dan Daerah

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor. 54 Tahun 20 10 tentang pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 8 lahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana pembangunan
Daerah

Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana

i. Memiliki kewenangan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja)

2. Memiliki kemampuan dalam menyusun pragram dan kegiatan SKpD

1. SOP Surat Masuk

2. SOP Surat Keluar

3. SOP Pencarian Data dan lnformasi

4. SOP Pengadaan Barang dan Jasa

5. SOP Pelaksanaan Rapat

6. SOP Pengarsipan

1. Renstra Dinas Perikanan Kota Batam

2. Format Penyusunan Rencana Kerja

3. Perangkat Komputer

Jika tidak dilaksanakan sesuai SOP, maka proses penyusunan Renja SKPD ini tidak
akan ber,alan lancar

Rumusan rencana program dan kegiatan Dinas perikanan Kota Batam untuk periode
satu tahun

1.

Pencatatan dan Pendataan

Tanggal Efektif

Keterkaitan

Peringatan



Prosedur Penyusunan Rencana Kerja Dinas Perikanan Kota Batam

No Kegiatan
Pelaksana Mutu Baku

KetSekdis Kasubag Program Staff Kadis Kelengkapan Waktu Output

I
Memerintahkan penyusunan
Rencana Kerla (Renja) Dinas
Perikanan Kota Batam

Disposisi surat 15 Menit Disposisi surat
SOP alur
surat masuk
dan keluar

2.

Membuat format pengumpulan
data dan informasi rencana kerja
tahunan dari masing-masing
bidang dan sekretariat

Disposisi surat
Format
penyusunan
Dokumen Renja

3.

Menyampaikan format
pengumpulan data dan informasi
rencana kerja tahunan kepada
masing-masing bidang dan
sekretariat $ Format

penyusunan
Dokumen Renja

15 Menit
Draft Renja Dinas
Perikanan Kota
Batam

4.

Mengundang Kadis dan pejabat
Esselon lll dan lV di lingkungan
Dinas Perikanan Kota Batam
untuk rapat pembahasan rencana
kerja

Draft Renja Dinas
Perikanan Kota
Batam

5 Menit
Draft Renja Dinas
Perikanan Kota
Batam

5.

Melaksanakan rapat pembahasan
Rencana Kerja tahunan

Draft Renja Dinas
Perikanan Kota
Batam

2 Jam

Draft Renja Dinas
Perikanan Kota
Batam Notulen
Rapat

SOP pelaksa
naan rapat

6.

Menghimpun format Data dan
lnformasi Rencana Kerja Tahunan
dari masing-masing bidang dan
sekretariat

Draft Renja Dinas
Perikanan Kota
Batam Notulen
Rapat

1 Jam
Draft Renja Dinas
Perikanan Kota
Batam

SOP
pencarian
data dan
informasi

7
Menganalisis Data dan lnformasi
Renja yang telah terkumpul

Draft Renja Dinas
Perikanan Kota
Batam

Draft Renja Dinas
Perikanan Kota
Batam

SOP
penetapa n

kinerja

8.

Membuat konsep Rencana kerja
(Renja) Tahunan Dinas perikanan
Kota Batam

J
Draft Renja Dinas
Perikanan Kota
Batam

5 Jam Draft Renja
SOP
penetapan
kinerja

2 Jam

2 Jam



9.

Mengoreksi konsep Rencana Kerja
(Renja)Tahunan Dinas perikanan Kota
Batam

Draft Renja 30 Menit
Dokumen Renja
Dinas Perikanan
Kota Batam

10

Menyampaikan Dokumen
Rencana Kerja (Renja) Tahunan
kepada Kadis untuk memintakan
persetujuan

t-
Dokumen Renja
Dinas Perikanan
Kota Batam

30 Menit
Dokumen Renja
Dinas Perika nan
Kota Batamr

11

Penandatangaan dokumen rencan
kerja tahunan Dinas perikanan
Kota batam oleh Kadis kemudian
diteruskan ke Kasubag program

I -_ r Dokumen Renja
Dinas Perika nan
Kota Batam

5 [\/enit

Disposisi
persetujuan
dokumen Ren.ja
Dinas Perikanan
Kota Batam

12.

Membuat surat pengantar
pengiriman sekaligus penomoran
surat, kemudian diserahkan ke
staf untuk dikirimkan ke alamat
yang dituju

Disposisi
persetujuan
dokumen Ren.ja
Dinas Perikanan
Kota Batam

15 Menit Surat Pengantar

SOP alur
surat masuk
dan
keluar

13.

Mengantar surat, menggandakan
dan mengarsipkan Dokumen
Renca na Kerja (Renja)tahunan
Dinas perikanan Kota Batam ! Surat Pengantar 1 Jam

Dokumen Renja
Dinas Perikanan
Kota Batam

SOP
pengadaan
barang dan
jasa SOP
pengarsipan



PEMERINTAH KOTA BATAM

DINAS PERIKANAN

Nomor SOP OO3iSOP/SET/DP-BTM/20 1 9

Tanggal Pembuatan 27 Agustus 20'18

Tanggal Revisi 1 5 Maret 2021

Tanggal Efektif 01 Aptil2021

Disahkan oleh KEPALA DINAS PERIKANAN

7BATAM

c{ Nre. r 19 199203 2 005

Judul SOP
Prosedur Penydsunan Rencana Kerja dan Anggaran Dinas
Perikanan Kota Batam

lDasar Hukum :
I

1 Permenpan RB No.35 tahun 2012 tentang Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional ProsedurAdministrasi
Pemerintahan

2 Permenpan RB No.19 tahun 2018 tentang Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis lnstansi Pemerintah

3 Permendagri No.90 tahun 2019 tentang Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) tentang
Klasifakasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah

4 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

5 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem perencanaan Pembangunan Nasional

6 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat
dan Daerah

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 3 Tahun 2006 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor. 54 Tahun 20 1 0 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah
Nomor I lahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana pembangunan Daerah

Kualifikasi Pelaksana

1 . Memiliki kewenangan dalam penyusunan Format Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)

2. Memiliki kemampuan dalam menyusun pragram dan kegiatan SKPD

Keterkaitan

1. SOP Surat Masuk

2. SOP Surat Keluar

3. SOP Pencarian Data dan lnformasi

4. SOP Pengadaan Barang dan Jasa

5. SOP Pelaksanaan Rapat

6. SOP Pengarsipan

Peralatan/Perlengkapan

'1. Renstra Dinas Perikanan Kota Batam

2. Format Penyusunan Rencana Kerja

4. Renja Dinas Perikanan Kota Batam

3. Perangkat Komputer

Peri ngatan

Jika tidak dilaksanakan sesuai SOP, maka proses penyusunan Renja SKPD ini tidak
akan berialan lancar

Pencatatan dan Pendataan

Rumusan rencana program dan kegiatan Dinas Perikanan Kota Batam untuk peraode

satu tahun



Prosedur Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Dinas
Perikanan Kota Batam

No Kegiatan
Pelaksana Mutu Baku

Ket
Sekdis Kasubag Program Staff Kadis Kelenqkapan Waktu Output

1

Memerintahkan penyusunan
Rencana Kerja dan Anggaran
(RKA) Dinas Perikanan Kota Batam

Disposisi surat 15 Menit Disposisi surat
SOP alur surat
masuk dan
keluar

2

Membuat format penyusunan
Rencana Kerja dan Anggaran
(RKA) tahunan dari masing-masing
bidang dan sekretariat **1

Disposisi surat 2 Jam
Format
penyusunan
Dokumen RKA

.1

Menyampaikan format
penyusunan Rencana Kerja dan
Anggaran (RKA) kepada masing masing
bidang dan sekretariat

dl Format
penyusunan
Dokumen RKA

15 Menit

Draft RKA Dinas
Perikanan Kota
Batam

4

Mengundang Kadis dan pejabat
Esselon lll dan lV di lingkungan
Dinas Perikanan Kota Batam
untuk rapat pembahasan Rencana
Kerja dan Anggaran (RKA)

*J
Draft RKA Dinas
Perikanan Kota
Batam

5 lVenit Undangan Rapat

tr
Mela ksanakan rapat pembahasan
Rencana Kerja dan Anggaran
(RKA)

l* f Undangan Rapat 2 Jam

Draft RKA Dinas
Perikanan Kota
Batam Notulen
Rapat

SOP
pelaksanaan
rapat

o

Menghimpun format Rencana
Kerja dan Anggaran (RKA)
tahunan dari masing,masing
bidang dan sekretariat t Draft RKA Dinas

Perikanan Kota
Batam Notulen
Rapat

1 Jam
Draft RKA Dinas
Perika nan Kota
Batam

7

Menganalisis Rencana Kerja dan
Anggaran (RKA) yang telah
terkumpul *

Draft RKA Dinas
Perika nan Kota
Batam

2 Jam
Draft RKA Dinas
Perikanan Kota
Batam

I
Membuat konsep Rencana Kerja
dan Anggaran (RKA) Dinas
Perikanan Kota Batam

Draft RKA Dinas
Perikanan Kota
Batam

5 Jam Draft RKA
SOP penetapan
kinerja



I
Mengoreksi konsep Rencana Kerja
dan Anggaran (RKA) Dinas
Perikanan Kota Batam

Draft RKA 30 Menit
Dokumen RKA
Dinas Perikanan
Kota Batam

10

Menyampaikan Dokumen
Rencana Kerja dan Anggaran
(RKA) Tahunan kepada Kadis
untuk memintakan persetujuan

]}- *l Dokumen RKA
Dinas Perikanan
Kota Batam

30 Menit
Dokumen RKA
Dinas Perikanan
Kota Batam

r
-x

11

Penandatangaan dokumen
Rencana Kerja dan Anggaran
(RKA) Dinas Perikanan Kota batam
oleh Kadis kemudian diteruskan
ke Kasubag Program

I

L Dokumen RKA
Dinas Perikanan
Kota Batam

5 Menit

Disposisi
persetujuan
dokumen RKA
Dinas Perikanan
Kota Batam

12.

Membuat surat pengantar
pengiriman sekaligus penomoran
surat, kemudian diserahkan ke
staf untuk dikirimkan ke alamat
yang ditulu

Disposisi
persetujuan
dokumen RKA
Dinas Perikanan
Kota Batam

15 Menit Surat Pengantar
SOP alur surat
masuk dan
keluar

13.

Mengantar surat, menggandakan
dan mengarsipkan Dokumen
Rencana Kerja dan Anggaran
(RKA) Dinas perikanan Kota Batam ! Surat Pengantar 'l Jam

Dokumen RKA
Dinas Perikanan
Kota Batam

SOP
pengadaan
barang dan
jasa SOP
pengarsipa n



PEMERINTAH KOTA BATAM

OINAS PERIKANAN

Nomor SOP OO4/SOP/SET/DP-BTM/20 1 9

Tanggal Pembuatan 27 Agustus 201 8

Tanggal Revisi 15 Maret 202'1

Tanggal Efektif 01 Ap(il ?021

Disahkan oleh KEPALA DINAS PERIKANAN

KOTA BATAM r
lr. HUSNAINI

)i Nre I 199203 2 005

Judul SOP
Prosedur Penyu"suna n Laporan Kinerja I nstansi Pemerintah
(LKjlP) Dinas Perikanan Kota Batam

Pelaksana

1. Permenpan RB No.35 tahun 2012 tentang Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan

2. Permenpan RB No.19 tahun 2018 tentang Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis lnstansi Pemerintah

1. Memiliki kewenangan dalam penyusunan Laporan Kinerja lnstansi Pemerintah (LKjlP)

2. Memiliki kemampuan dalam menyusun pragram dan kegiatan SKPD

3. Permendagri No.90 tahun 2019 tentang Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) tentang
Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah

4

6.

7.

o

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem perencanaan Pembangunan Nasional

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat
dan Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor. 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah
Nomor 8 lahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana pembangunan Daerah

Kelerlaitan

'L SOP Surat Masuk

2. SOP Surat Keluar

3. SOP Pencarian Data dan lnformasi

4. SOP Pengadaan Barang dan Jasa

5. SOP Pelaksanaan Rapat

6. SOP Pengarsipan

ryralitarylgdenglglan
1. Laporan Kegiatan masing-masing Bidang

2. Buku Statistik Dinas Perikanan Kota Balam

4. Renja Dinas Perikanan Kota Batam

3. Perangkat Komputer

Peringatan

Jika tidak dalaksanakan sesuai SOP, maka proses penyusunan Renia SKPD ini tidak
akan berjalan lancar

Pencatatan dan Pendataan

Laporan program dan kegiatan Dinas Perikanan Kota Batam untuk periode
satu tahun

lDasar 
Hukum :



Prosedur Penyusunan Laporan Kinerja lnstasi Pemerintahan (LKjlP) Dinas Perikanan Kota Batam

No Kegiatan
Pelaksana Mutu Baku

Ket
Sekdis Kasubag Program Staff Kadis Kelengkapan Waktu Output

1.

Memerinta h kan penyusunan

Laporan Kinerja lnstansi

Pemerintah (LKjlP) Dinas

Perikanan Kota Batam

*l Disposisi surat 15 Menit Disposisi surat

SOP alur surat

masuk dan

keluar

2

Membuat format pengumpulan

laporan tahunan dari masing masing bidang

dan sekretariat * *1 Disposisi surat 2 Jam

Format
penyusunan

Dokumen LKiIP

3

Menyampaikan format laporan

tahunan kepada masing-masing

bidang dan sekretariat

Format

penyusunan

Dokumen LKjIP

15 Menit
Draft LKjIP Dinas

Perikanan Kota

Batam

4.

Mengundang Kadis dan Pejabat

Esselon lll dan lV di lingkungan

Dinas Perikanan Kota Batam

untuk rapat pem bahasan Laporan

Kinerja lnstansi Pemerintah (LKjtp)

_t

-t

Draft LKjIP Dinas

Perikanan Kota

Batam

5 Menit Undangan Rapat

SOP

pelaksanaan

rapat

5
Melaksanakan rapat pembahasan

LKjIP tahunan f Undangan Rapat 2 Jam

Draft LKjIP Dinas

Perikanan Kota

Batam Notulen

Rapat

SOP pengum

pulan laporan

6.

Menghimpun format Laporan

Tahunan dari masing-masing

bidang dan sekretariat t Draft LKjIP Dinas

Perikanan Kota

Batam Notulen

Rapat

1 Jam
Draft LKjIP Dinas

Perika na n Kota

Batam

Dokumen

Renja

7
Menganalisis Laporan yang telah

terkumpul

*

Draft LKjIP Dinas

Perika na n Kota

Batam

2 Jam
Draft Lakip Dinas

Perikanan Kota

Batam

SOP penetapan

kinerja

8.

Membuat konsep Laporan Kinerja

lnstansi Pemerinta h (LKjlP) Dinas

Perikanan Kota Batam

J Draft Lakip Dinas

Perikanan Kota

Batam

5 Jam Draft LKjIP



9.

Mengoreksi konsep Laporan

Kinerja tnstansi pemerintah (LKjlp)

Tahunan Dinas perikanan Kota

Batam

Draft LKjIP 30 Menit
Dokumen(LKjlP)

Dinas Perikanan

Kota Batam

10.

Menyampaikan Dokumen

Laporan Kinerja lnstansi

Pemerintah (LKjlp) Tahunan

kepada Kadis untuk memintakan
persetujuan

L*

I&
Dokumen(LKjlP)

Dinas Perikanan

Kota Batam

30 Menit
Dokumen LKjIP

Dinas Perikanan

Kota Batam

11.

Menandatangaan dokumen

Laporan Kinerja lnstansi

Pemerintah (LKjlp) tahunan Dinas

Perikanan Kota batam oleh Kadis

kemudian diteruskan ke Kasubag

Program

L Dokumen LKjIP

Dinas Perikanan

Kota Batam

5 Menit

Disposisi

persetujuan

dokumen LKjIP Dinas

Perikanan Kota

Batam

t2

Membuat surat pengantar

pengiriman sekaligus penomoran

surat, kemudian diserahkan ke

staf untuk dikirimkan ke alamat

yang ditulu

Disposisi

persetujuan

dokumen LKjIP

Dinas Perikanan

Kota Batam

15 Menit Surat Pengantar

SOP alur surat
masuk dan

keluar

13

Mengantar surat, menggandakan

dan mengarsipkan Dokumen

Laporan Kinerja lnstasi Pemerintah (LKjlP)

Dinas perikanan Kota Batam

& Surat Pengantar 1 Jam
Dokumen LKjIP

Dinas Perikanan

Kota Batam
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Judul SOP Monitoring dahl Evaluasi Kegiatan

Hukum Kualifikasi Pelaksana

1. Permenpan RB No.35 tahun 2012 tentang Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan

2. Permenpan RB N0.19 tahun 2018 tentang Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis lnstansi Pemerintah

3. Permendagri No.90 tahun 201 I tentang Peraturan Kementenan Dalam Negeri (Permendagri) tentang
Klasifikasi, Kodefikasi, Oan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah

4 Peraturan Mentera Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerinlah
Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana pembangunan Daerah

5 Peraturan Walikota Batam Kota Batam Nomor 28 Tahun 201 0 tentang Susunan Organisasi dan Tata
Kerja perangkat Daerah

6. Peraturan Walikota Batam Kota Batam Nomor 49 Tahun 201 5 tentang Tugas pokok, Fungsi dan
Uraian Dinas Perikanan

Keterkaitan

1. SOP Surat Masuk

2. SOP Surat Keluar

3. SOP Pencarian Data dan lnformasi

4. SOP Pengadaan Barang dan Jasa

5. SOP Pelaksanaan Rapat

6. SOP Pengarsipan

Peralatan/Perlengkapan

1. Perangkat Komputer

2. Buku Catatan pelaksanaan tugas

3. Alat Dokumentasi

Peringatan

Jika tidak dilaksanakan sesuai SOP, akan mengakibatkan tidak terarah Monitoring
dan Evaluasi yang dilaksanakan

Pencatatan dan Pendataan

1. Disimpan sebagai dokumen Laporan;

2. Dokumen SOP

_ Memahami peraturan perudang-undangan yang terkait dengan Evaluasi danr' 
Monitoring Kegratan

2. Memiliki kemampuan untuk membuat Laporan Perjalanan Dinas

3. Memiliki kewenangan dalam pelaksanakan tugas



Monitoring dan Evaluasi Kegiatan

No Kegiatan

Pelaksana Mutu Baku

Ket
Kepala Dinas Sekretaris Ka. Bidang

Ka. Seksi
/Ka.bagian

Staf/
Pelaksana

MasyarakaU
Nelayan

Kelengkapan Waktu Output

1 Disposisi r- -t 5 Menit Memo

Pembentukan Tim Monev dan SPT t -t Memo 20 Menit
SK Tim Monev,
SPT

Menyusun Rencana Kerja Monev
SK Tim Monev
SPT

60 Menit
Rencan Kerja
Monev, spti

4
Kunjungan Lapangan Rencana Kerja

Monev, SPT
420 Menit

Draft Laporan
Monev

5 Temuan Lapangan *1 Draft Laporan
Monev

1.440 Menil
Ringkasan laporan
Temuan Lapangan

6. Tindak Lanjut Temuan t* Ringkasan
laporan Temuan
Lapangan

480 Menit
Laporan Tindak
Lanjut Temuan
Lapangan

7 Penyusunan Laporan Monev J Laporan Tindak
Lanjut Temuan
Lapangan

60 Menit Laporan Monev

8, Laporan Lisan dan Tulisan s Laporan Monev 30 Menit
Laporan Kegitan
Monev

I
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Judul SOP PENERBITAN SPM - UP/GU/TU

Hukum Kualifikasi Pelaksana

Permenpan RB No.35 tahun 2012 tentang Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan

Permenpan RB No.1 I tahun 201 8 tentang Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis lnstansi Pemerintah

Permendagn No.90 tahun 2019 tentang Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) tentang
Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah

1

Memahami peraturan perudang-undangan yang terkait dengan pengelolaan keuangan
daerah

2.

3.

2. Memiliki kemampuan untuk membuat dokumen SPM - UP/GU/TU

3. Memiliki kewenangan dalam penga,uan SPM - UP/GU/TU

4.

5

6.

7

8

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

Undang-Undang Nomor'1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat
dan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan Keuangan Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah

Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 3 Tahun 2015 tentang pokok-pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah

I

Keterkaitan

1. SOP Alur Surat Masuk

2 SOP Alur Surat Keluar

3 SOP Penerbitan SPP - UP / GU / TU

Peralatan/Perlengkapan

1. Buku kas umum

2. Buku simpanan/bank

3. Buku pajak

4. Buku panjar

5. buku rekapitulasi pengeluaran per rincian obyek;

6. Register SPM - UP / GU / TU

7. Register surat penolakan penerbitan SPM - UP/GU/TU

8. Kartu kendali kegiatan

9. Lampiran lain yang diperlukan

10. Salinan SPD

i 1 Perangkat komputer beserta jaringan intemet

Peringatan

Jika tidak dalaksanakan sesuai SOP, akan mengakibatkan keterlambatan pencairan anggaran1 sehingga mempengaruhi serapan anggaran pada akhir tahun

Pencatatan dan Pendataan

1. Disimpan sebagai data elektronik dan manual dokumen

2 Dokumen SPM - UP/GU/TU



Penerbitan SPM - UP/GU/TU

No Kegiatan

Pelaksana [/lutu Baku

KetPPK SKPD
PA/KPA
SKPD

Bendahara
Pengeluaran

SKPD
Kelengkapan Waktu Output

1

lMeneliti Kelengkapan Dokumen SPP-
UP/GU/TU, yang diajukan oleh Bendahara
Pengeluaran

SPP-UP/GU/TU beserta
Kelengkapannya

20 lVenit

SPP-UP/cU/TU yang telah
diteliti atau catatan

kekurangan/ perbaikan SPP-
UP/GU/TU

2

l/enerbitkan SPM - UP/GU/TU jika
Dokumen SPP - UP/GU/TU dinyatakan
lengkap dan sah, atau menolak
menerbitkan SPM - UP/GU/TU jika
Dokumen SPP - UP/GU/TU dinyatakan
tidak lengkap dan/atau tidak sah

SPP-UP/GU/TU yang
telah diteliti atau catatan
kekurangan/ perbaikan

SPP-UP/GU/TU

15 lVenit SPNT - UP/GU/TU

3

Mengambil SPM - UP/GU/TU yang tetah
ditandatangani oteh
PA/KPA

SPIVI . UP/GU/TU 10 lVlenit Buku Surat Keluar

tl
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Judul SOP PENERBITAN SPP - UJICUNU

Hukum Kualifikasi Pelaksana

Permenpan RB No.35 tahun 201 2 tentang Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan

Permenpan RB No.19 tahun 2018 tentang Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis lnstansi Pemerintah

Permendagri No.90 tahun 2019 tentang Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) tentang
Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah

Memahami peraturan perudang-undangan yang terkait dengan pengelolaan keuangan
daerah

2.

3.

2. Memiliki kemampuan untuk membual dokumen SPP - UP/GU/TU

3. Memiliki kewenangan dalam pengajuan SPP- UP/GU/TU

4.

5.

6.

7.

8.

L

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat
dan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 20lg tentang p€ngelolaan Keuangan Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah

Peraluran Daerah Kota Batam Nomor 3 Tahun 2015 tentang pokok-pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah

Keterkaitan

1. SOP Alur Surat Masuk

2. SOP Alur Surat Keluar

3. SOP Penerbitan SPM - UP / GU / TU

Peralatan/Perlengkapan

1. Surat pengantarSPP UP/GUiTU

2. Ringkasan SPP UP/GU/TU

3. Rincian SPP UP/GU/TU

4. Salinan SPD

s. Register SPP - UP/OU/TU

6. SPJ Fungsional

7. Salinan SPD

8. Lampiran lain yang diperlukan

10. Perangkat Komputer beserta iaringan internet

Peringatan

Jika tidak dilaksanakan sesuai SOP, akan mengakibatkan keterlambatan pencairan anggaran
1 sehingga mempengaruhr serapan anggaran pada akhir tahun

Pencatatan dan Pendataan

1. Disampan sebagai data elektronik dan manual dokumen

2. Dokumen SPP - UP/GU/TU



Penerbitan SPM - UP/GU/TU

No Kegiatan

Pelaksana Mutu Baku

Ket
Bendahara

Pengeluaran
SKPD

PPK SKPD PA/KPA SKPD Kelengkapan Waktu Output

1

IVlengajukan SPP - UP/GU/TU beserta
Dokumen kelengkapannya
kepada Pengguna Anggaran/Kuasa
pengguna Anggaran (PtuKPA)
melalui Pejabat Penatausahaan
Keuangan (PPK) SKPD
berdasarkan SPD atau Dokumen lain

ng dipersamakan dengan
D ^l

SPD, SPP-UP/GU/TU
beserta Kelengkapan

Dokumen lainnya
20 Menit

SPP - UP/GU/TU beserta
kelengkapannya

2

Melakukan penelitian kelengkapan
dokumen SPP- UP/ GU/ TU
yang diajukan oleh Bendahara
pengeluaran I

SPP - UP/GU/TU
beserta

kelengkapannya
15 Menit

3

Menerbitkan SPI\/ - UP/GU/IU jika
dokumen SPP - UP/GUiTU
dinyatakan lengkap dan sah, atau
menolak menerbltkan SPM -

UP/GU/TU jika dokumen SPP -
U P/GU/TU dinyatakan tidak
lengkap dan/atau tidak sah

I*J
-J SPP - UP/GU/TU yang

telah diteliti atau catatan
kekurangan/ perbaikan

SPP - UP/GU/TU

15 Menit SPM - UPiGU/TU

4
l\Iengambil SPP - UPiGU/TU yang tetah
ditandatangani oteh PfuKPA dan
dilakukan Pengarsipan

SPNT - UP/GU/TU 10 Menit Pengarsipan

SPP - UP/GU/TU yang
telah diteliti atau catatan
kekurangan/ perbaikan

SPP - UP/GU/TU
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Judul SOP PENGAJUAN SPP. LS GAJI/ TUNJANGAN

Hukum Pelaksana

,1 Permenpan RB No.35 tahun 2012 tentang Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan

Memahamr peraturan perudang-undangan yang terkait dengan pengelolaan keuangan
daerah

2 Permenpan RB No.19 tahun 2018 tentang Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis lnstansi Pemerintah

2. Memilika kemampuan untuk membuat dokumen SPP - LS Gaji / Tunjangan

3. Memiliki kewenangan dalam pengajuan SPP - LS Gaii / Tun,langan

3. PermendagriNo.90tahun20l9tentangPeraturanKementerianDalamNegeri(Permendagri)tentang
Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah

4. Undang-Undang Nomor'17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara

6.

7.

8.

9.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat
dan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan Keuangan Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah

Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 3 Tahun 2015 tentang pokok-pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah

Keterkaitan

1. SOP Alur Surat Masuk

2. SOP Alur Surat Keluar

3 SOP Penerbitan SPM - UP / GU / TU

4. SOP Penerbitan SPP - UP / GU / TU

Peralatan/Perlengkapan

1. Surat pengantar SPP UP/GU/TU

2. Ringkasan SPP UP/GU/TU

3. Rincian SPP UP/GU/TU

4. Salinan SPD

s. Register SPP - UP/GU/TU

6. SPJ Fungsional

7. Salinan SPD

8. Lampiran lain yang diperlukan

10. Perangkat Komputer beserta iaringan internet

Peringatan

Jika tidak dilaksanakan sesuai SOP, akan mengakibatkan keterlambatan pencairan gaii dan
1. tunjangan bagi ASN

Pencatatan dan Pendataan

1. Disimpan sebagai data elektronik dan manual dokumen

2 Dokumen SPP - LS Gajl / Tunjangan



PENGAJUAN SPP . LS GAJI/TUNJANGAN

No Kegiatan

Pelaksana Mutu Baku

KetPengguna
Anggaran

PPK SKPD
Bendahara
Pengeluran

Kelengkapan Waktu Output

1
Pengguna Anggaran menyerahkan SPD
kepada Bendahara dan PPK SKPD

2

Berdasarkan SPD, Bendahara membuat
SPP LS Gaji/Tunjangan beserta
dokumen lainnya

3

Bendahara menyerahkan SPP - LS

Gaji/Tunjangan beserta dokumen lain
kepada ppK SKPD

4

PPK SKPD meneliti kelengkapan
dokumen SPP - LS Gaji/Tunjangan
serta kesesuaiannya dengan SPD dan
DPA SKPD, Jika SPP - LS
Gaji/Tunjangan yang dinyatakan
lengkap akan dibuatkan rancangan
SPM Gaji/Tunjangan oleh PPK SKPD,
Jika SPP - LS Gaji/Tunjangan
dinyatakan tidak lengkap, PPK SKPD
akan menerbitkan surat penolakan SPM
Gaji/Tunjangan. penolakan SPI\I
Gaji/Tunjangan pating lambat 1 (satu)
hari kerja sejak SPP - LS
Gaji/Tunjangan diterima

r
I

I

L

LENGKAP Tidak lengkap

[J



5.

Jika Lengkap maka akan dilanjutkan
pembuatan Rancangan SPM
Gaji/Tunjangan kemudian diberikan
PPK SKPD kepada pengguna
Anggaran untuk diotorisasi, Jika tidak
maka akan dibuatkan Surat penolakan
penerbitan SPIt/ Gaji/Tunjangan ini

kemudian diberikan ppK SKPD kepada
Pengguna Anggaran untuk diotorisasi

Tidak lengkap
(cont)

b.

Pembuatan Rancangan SPM
Gaji/Tunjangan kemudian diberikan
PPK SKPD kepada pengguna
Anggaran untuk diotorisasi, Pembuatan
Surat penolakan penerbitan SPM
Gaji/Tunjangan berikan kepada
Bendahara agar Bendahara melakukan
penyempurnaan SPP - LS
Gaji/Tunjangan LENGKAP

7

Penerbitan SPM Gaji/Tunjangan atau
Surat Penolakan Penerbitan SPM
Gaji/Tunjangan

L-

r
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Judul SOP
I

PENGAJUAN CUTI

Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana

I Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012
tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;

z. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018
tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis lnstansi Pemerintah;

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah,

4. PP Nomor 1 1 Tahun 2017 tantang Manajemen PNS

5, Perka BKN Nomor24 Tahun 2017 tentang Tata cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil.

6. Peraturan Walikota Batam Nomor 31 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar
Operasional Prosedur (SOP) Penyelenggaraan Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Kota
Batam;

7. Peraturan Walikota Batam Nomor 49 Tahun 2015 tentang Cuti.

1. Menguasai Peraturan Perundangan terkait.

2. Terampil mengoperasikan komputer

Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan :

1. SOP Surat Keluar 1. Peraturan Perundang-Undangan yang terkait;

2. Komputer, Printer, Scanner;

3. Jaringan lnternet.

Peringatan Pencatatan dan Pendataan

1. Jika SOP tidak dilaksanakan, maka hak izin dan cuti pegawai tidak cepat terlaksana 1. Disimpan sebagai data elektronik dan manual dokumen



SOP PENGAJUAN CUTI

NO KEGIATAN

PELAKSANA MUTU BAKU

KET
ASN Kasubbag Sekretaris Kepala Dinas Admin OPD BKPSDM Kelengkapan Waktu Output

1

ASN menginput permohonan kedalam
Simpeg dan menyerahkan bukti
pendukung ke Sub Bagian Umum dan
Kepegawaian.

-i
1 IDAK

Dokumen 15 Menit

Surat Permohonan yang
sudah ditandatangani
ASN dan dokumen

pendukung.

Memeriksa/memverifikasi data cuti,
dokumen pendukung, apabila tidak
lengkap maka akan dikembalikan
kepada ke ASN untuk dilengkapi, jika
lengkap akan diterbitkan surat
Pengantar Cuti dan diteruskan ke ? Sursl Permohonan yang

sudah ditandatangani
ASN dan dokumen

pendukung.

20 Menil
Surat Pengsnlar Cuti dan

dokumen p6ndukung

3
Meneliti kebenaran data,
membubuhkan paraf untuk diteruskan
kepsda Kepala Din8s.

l_.r -l Surat Pengantar Cuti dan
dokumen pendukung

10 Menit
Sumt Pengantar Cuti

yang sudah diparsf dan
dokumen pendukung.

4 Menandatangani Surat Pengantar cuti
Surat Pengantar Culi yang

sudah diparaf dan
dokumen pendukung.

15 Menit

Surat Peng8ntar Culi
yang sudah

ditandatangani dan
dokumen pendukuno.

Memberiksn penomoran pada surat
pengantar cuti d8n menyerahksn
kepad8 ASN untuk diupload kedalsm
Simpeg.

Sural Pengantar Cuti yang
sudah ditandatangani d8n

dokumen pendukung.
5 Menit

Surat Pengantar Cuti
yang sudah diregister dan

dokumen pendukung.

6
Mengunggah berkas cuti dan dokumen
pendukung kedalam SIMPEG pribadi
dan mensubmit ke admin OPD. ;}

_l Surat Pengantar Cuti yang
sudah dirogister dan

dokumen pendukuno.
15 Menit

7
Admin OPD memeriksa dan
mengsubmit permohonan ke BKPSDM

L Dokumen yang sudsh
diunggah ke Simpeg.

10 Menit
Permohonan yang sudah

di submit.

8

BKPSDM memproses dan
mengunggah cuti yang sudah disetuji
oleh Wa likota-/Sekreta ris Daerah di
akun Simpeg ASN.

L.U Permohonan yang sudah
di submil

12 Hari Surat Cuti

2.

Dokumen yang sudah
diunggah ke Simpeg.
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PEMERINTAH KOTA BATAM

DINAS PERIKANAN

Nomor SOP O1 O/SOP/SET/DP.BIM/20,I 9

Tanggal Pembuatan Januari 2019

Tanggal Revisi 1O Marcl2021

Tanggal Efektif 01 April 2021

Disahkan oleh KEPALA DINAS PERIKANAN

KOTA BATAM

-1. rurc r '19 199203 2 005

Judul SOP PEMBUATAN hASPEN, KARPEG, KARIS/KARSU

Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana :

'l Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun
2012 tsntang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;

2 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Retormasi Birokrasi Nomor 19 Tahun
2018 tentang Penyusunan Pela Proses Bisnis lnstansi P6merinlah;

3 Peraturan Menteri Delam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasilikasi, Kodefikasi, dan
Nomenklatur Perencanean Pembangunan Dan Keuangan Daerahi

, Undang-undang Nomor 43 tahun 1999 tenlang perubahsn alas Undeng-undang nomor 8 tahun
' 1974 tentang Pokok pokok Kepegawaian

5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun '1981 tentang Asuransi Sosial PNS

. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1989 lentang Pemberh€ntian dan Pemberian Pensiun
" Pegawai Negeri Sipil Serta Pemberian Pensiun Janda-/Dudanya

7. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun '1991 lentng Keanggotaan Askes

" SE BAKN Nomor 01/SE/'1975 lentang Petunjuk Perminlaan, Penetapan, dan Penggunaan NIP
" PNS d8n Kartu PNS

9 Keputusan Kep. BAKN Nomor 0656/KEP/1974 tentsng Kartu Pegawai Negeri Sipil

10 Keputusan Kep. BAKN Nomor 1'l5a/Kep/1983 tentang Kartu lstri/Kartu Suami PNS

1. Menguasai Peraturan Perundangan terkail.

2. Terampil menggunakan aplikasi Simpeg.

Xeterkaitan: PeralatanrPerlengkapan

1. sOP Surat Keluar 1. Peraturan Perundang-Undangan tontang Disiplin Pegawaii

2. Komputer, Printer, Scanneri

3. Buku Agenda

Peringatan: Pencatalan dan Pendataan

1 . Jika SOP tidak dilaksanakan, maka hak pegawai tidak cepal terselesaikan 1. Disimpan sebagai data elektronik pada Simpeg



SOP PEMBUATAN TASPEN, KARPEG, KARIS/KARSU

No Kegiatan

Pelaksana

KETASN
Kasubbag
Umum dan

Kepegawaian

Admin Simpeg
OPD

BKN Kelengkapan Waktu Output

Mengajukan permohonan
(Taspen/Karpeg/Karis/Karsu) dengan
mengentri data dengan lengkap dan benar
pada menu "Layanan" pada aplikasi Simpeg. Tidak

Data dan
dokumen

pendukung
20 Menit Data entry

2

Memverifikasi permohonan yang masuk ke
Admin OPD. Jika lengkap akan disubmit oleh
Admin OPD Ke BKPSDM, jika belum maka
disampaikan kepada ASN untuk dilengkapi
kembali.

Ya

Data entry Data terverifikasi

Men "Submit" permohonan
Taspen/Karpeg/Karis/Karsu dari OPD ke
BKPSDM.

t_ Data terverifikasi 5 Menit Data ter "Submit"

Memeriksa dan memverifikasi data yang
masuk, memindaklanjuti permohonan
kepada lnstansi Vertikal yang
bertanggungjawab mengeluarkan
Taspen/Karpeg/Karis/Karsu.

t_
-]

Data ter "Submit" 30 Menit
Permohonan

ditindaklanjuti

Memproses penerbitan
Taspen/Karpeg/Karis/Karsu

*

Permohonan
ditindaklanjuti

1-2 Bulan
Taspen/Karpeg/Ka

ris/Karsu telah
dicetak

6
Menerima Kartu Taspen/Karpeg/Karis/Karsu
dan menyerahkan kepada ASN. F -J

Taspen/Karpeg/K
aris/Karsu telah

dicetak
l Minggu Kartu terdistribusa

7 Menerima Kartu Taspen/Karpeg/Karis/Karsu I* -J Kartu terdistribusi 60 Menit Dokumen Kartu

BKPSDM

10 Menit

1

3.

4.

5



L$

Nomor SOP 011 /SOP/SET/DP-BTM/2019

Tanggal Pembuatan

Tanggal Revisi 10 Maret 2021

Tanggal Efektif

Disahkan oleh

I

PEMERINTAH KOTA BATAM

DINAS PERIKANAN NI

19 199203 2 005

Judul SOP ADMINISTRASI SURAT MASUK

Dasar Hukum : Kualilikasi Pelaksana :

l. Peraturan Monteri Pendayagunaan Aparalur Negara dan Retormasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012
tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerinlahani

2. Peruluran Menleri Pendayagunaan Aparalur Negara dan Reformasi Eirokrasi Nomor 19 Tahun 2018
tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis lnstansi Pemerinlah;

3 Peraturan Menleri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tenlang Klasifikasi, Kodefikasi, dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;

Peraturan Psmerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43
Tahun 2009 tentang Kearsipan;
Peraturan Walikota Bslam Nomor31 Tahun 2012 ientang Pedoman Penyusunan Standar
Operasional Pros€dur (SOP) Pony€longgaraan Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Kota

Peraturan Walikota Batam Nomor 5 Tahun 2016 tenlang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan
Pemerinlah Kota Balam.

4.

5.

6

1. Terampil mengoperasikan komputer

2. Menguasai Tata Cara P6ngarsipan.

Kelerkaitan: Peralatan,lPerlengkapan :

1. SOP Surat Masuk

2. SOP Pengarsipan Sural

Peringatan Pencatatan dan Pendataan :

1
Apabila proses initidak dilaksanakan, akan menghambat kelancaran proses administrasi surat
masuk.

03 Januari 20'19

KEPALA DINAS PERIKANAN

KOTA BATAM

!. rure. r
I

1. Berkas Surat Masuk

2. Buku Agenda, Lembar Oisposisii

3. Komputer, Printer, Scanner, Jaringan lntern6ti

1. Disimpan sebagai catatan pada Buku Agenda dan Manual.



ADMINISTRASI SURAT MASUK

No Kegiatan

Pelaksana lvlutu Baku

KET
Pelaksana

Kasubbag
Umum dan

Kepegawaian
Sekretaris

Kepala
Dinas

Esselon lll Kelengkapan Waktu Output

1

Menerima dan membaca surat,
memberikan lembar disposisi dan
registrasi pada agenda surat masuk dan
diteruskan ke Kasubbag Umum dan
KeDeoawaian.

G Surat 5 Menit

Surat
Teregistrasi
dan Lembar

Disposisi

2
Membaca dan menelaah surat kemudian
diteruskan kepada Sekretaris

+fI Surat Teregistrasi
dan Lembar

Disposisi
5 Menit

Surat,
Disposisi

3
Membaca dan menelaah surat,
kemudian diteruskan kepada Kepala
Dinas

*l Surat, Disposisi 10 Menit Surat,
disposisi, Paraf

4
Menuliskan arahan kepada bidang terkait
untuk ditindaklanjuti.

'![f Surat, disposisi,
Paraf

1 5 Menit
Surat,

Disposisi,
Arahan

Mengarahkan JFU untuk
mendistribusikan surat sesuai dengan
arahan Kepala Dinas. r I J Surat, Disposisi,

Arahan
5 Menit

Surat,
Disposisi,
Arahan

ll

Menerima surat dari Kasubbag Umum
dan Kepegawaian dan mendistribusikan
ke Unit kerja sesuai dengan disposisi.

Surat, Disposisi,
Arahan

5 Menit Surat, Arahan

Menerima surat yang sudah didisposisi
untuk ditindaklanjutl.

L_ ,- Surat, Arahan 2 Menit Tanda Terima

5.

6.

7
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Nomor SOP O1 2/SOP/SET/DP.BTM/20,I 9

Tanggal Pembualan 03 Januari 20'19

10 Marcl2021

Tanggal Efektif

Disahkan oleh KEPALA DINAS PERIKANAN

KOTA BATAM

PEMERINTAH KOTA BATAM

DINAS PERIKANAN lr. HUSNAINI

NIP. 1 '19 199203 2 005

JudulSOP ADMINIST ISURAT KELUAR

Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana :

1 Persluran MentBri Pendayagunaan Aparalur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 T ahun 2012
lenlang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;

2. Peraturan Mented Pendayagunaen Aparalur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomo|19 Tahun 2018
lenlang Penyusunan Peta Prosos Bisnis lnstansi Pemerintahl

3. Peraturen Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tenteng Klasifikasi, Kodelikasi, dan
Nomsnklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;

4 Undang-Undang Republik lndonesia Nomor 43 Tahun 2Oo9 lentang Kearsipan;

5. Peraluran Walikola Balam Nomor 31 Tahun 2012 lentang Pedoman Penyusunan Standar
Operasional Prosedur (SOP) Penyolenggaraan Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Kota Batam

6 Peraturan Walikola Batam Nomor 5 Tahun 2016 tenteng Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan
Pemerintah Kota Balam.

1. Memiliki Kemampuan dan Terampil Mengoperasikan Kompuler

2. Menguasaitata naskah yang berlaku.

Keterkaitan: Peralatan/Perlengkapan :

1. SOP Surat Masuk:

2. SOP Pengarsipan Sural

1. Peraluran Perundang-Undangan tentang Tata Naskah Dinas;

2. Komputer, Prinler, Scanner;

3. Buku Agenda dan Buku Ekspedisi

Peringatan Pencatatan dan Pendataan :

l.ApabilaSOPinilidakdilaksanakan,makasuralkeluartidakdepatterselesaikandenganbaikdan
cepal.

1. Disimpan sebagai calatan pada Buku Agenda dan Manual

Tanggal Revisi



ADMINISTRASI SURAT KELUAR

No Kegiatan

PELAKSANA Mutu Baku

Ket
Esselon lll Esselon lV Pelaksana Kepala Dinas

Pengadministrasi
Umum

Kelengkapan Waktu Output

1

l\4emerinlahkan Kasubag/Kasi untuk membual
konsep sural keluar sesuai dengan disposisi
Pimpinan. ? Surat masuk

yang periu
ditindaklanjuti

5 Menit Disposisi

2
Menyusun konsep surat sesuai dengan arahan
alesan. 'I Disposisi 60 Menit

Konsep Surat
Keluar

3
Mengetik dan mencetak surat sesuei dengan
konsep dari Esselon lll untuk diperiksa oleh
atasan langsung.

,t Konsep Surat
Keluar

30 Menit

4

Meneliti dan memeriksa surat sesuai dengan lala
naskah, isi dan penggunaan bahasa, jika salah
maka akan memberikan masukan dan bila benar
akan memberikan paraf persetujuan. salah

salah Benal

15 Menit
Draft Surat yang

sudah dileliti,
Hierarki, Paraf

Menerima surat keluar, memeriksa dan
menelaah isi surat. Jika salah dikembalikan, jika
benar akan dibubuhkan Paraf Pesetu.iuan.

t-

J 
,.n.,

B€naJ

10 Menit
Draft Surat yang

sudah diteliti,
Hi6rarki, Paraf

6
Menelitidan menelaah surat, jika salah
dikembalikan, jika sudah benar, ditandatangani

salah + Drafl Sural yang
sudeh diteliti,

Hierarki, Paraf
15 Menit

Surat yang telah
ditandalangan.

7

Mencatat di buku register sural keluar,
memberikan nomor, menggandakan sesuai
kebutuhan, memberi stempel dan
mengamplopkan, serta menyerahkan kepada
Caraka untuk didistribusikan. f Surat yang telah

dilandatangan.
5 Menit Berkas, Lembar

Arsip

8

Caraka mendistribusikan surat, meminla paraf
tanda terima di buku ekspedisi. Jika dikirim
meialui pos/ekspedisi, maka meminta resi bukti
pengirimannya. Untuk surat yang dikirim melalui
email, tetap harus dicatat di buku ekspedisi
dengan melampirkan screenshoot email terkirim + Tanda Terima

o
Pengelola sural menyimpan arsip surat keluar,

buku register, buku ekspedisi dan landa
terima/bukti pengiriman sural. -

Surat yang telah
di distribusi

15 menit Arsip

Dreft Sural,
Hierarki, Paraf

Draft Surat,
Hierarki, Paraf

Draft Surat yang
sudah diteliti,

Hierarki, Paraf

Berkas, Lembar
Arsip

30-60
Menit
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Tanggal Pembuatan Januari 2019

Tanggal Revisi 10 Maret 2021

Tanggal Efektif 01 April 2021

Disahkan oleh

lr. HUSNAINI

NIP, 1 0819 '199203 2 005

rKEPALA DINAS PERIKANAN

KOTA BATAM

Judul SOP

L$
PEMERINTAH KOTA BATAM

DINAS PERIKANAN

t
Teguran Pegawai

Kualifikasi PelaksanaDaaar Hukum

Peraluran Menteri Pendayagunaan Aparalur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun
2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Pmsedur Administrasi Pemerinlahan;

Peraluran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun
2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis lnslansi Pem€rintah;
Poraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodetikasi, dan
Nomonklatur Peroncanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS

PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS

Perka BKN Nomor 21 Tahun 2010 tentang Kotsntuan Pelaksanaan PP Nomor 53 Tahun 2010

Peraturan Walikota Nomor 26 Tahun 2016 Tentang Kode Etik Pogawai di Lingkungan Pemerintah
Kola Balam

3

4

5

6

7

8

2

'1. Memiliki Kemampuan dan Terampil Mengoperasikan Kompuler;

2. Menguasai Peraturan tenlang Disiplin Pegawsi.

Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan

1. SOP Surat Keluar

2. SOP Arsip

1. Peraturan Perundang-Undangan tentang Disiplin Pegavi/ai;

2. Komputer, Prinler, Scanner;

3. Buku Agende

Peringatan Pencatatan dan Pendataan

1 Apabila proses penjatuhan hukuman disiplin tidak sesuai dengan SOP, maks penjatuhan hukuman
disiplin yang dilaksankan tidak sah.

EEEE

1. Disimpan sebagai catatan pada Buku Agenda dan Manual.

Nomor SOP



TEGURAN PEGAWAI

No Kegiatan

Pelaksana Mutu Baku

KelKasubbag Umum dan
Kepegawaian

Sekretaris Kepala Dinas Kelengkapan Waktu Oulput

1

Mengevaluasi absen, pengaduan tertulis, temuan atasan, temuan
aparat fungsional, menyampaikan kepada kepada Sekrearis Dinas. r-? Rekapitulasi Daftar

Hadir, Pengaduan
120 Menit Evaluasi Temuan

Menelitidan menelaah evaluasi absen, pengaduen tertulis, temuan
atssan/eparat fungsional, jika tidak sotuju/bukti belum lengkap
memerinlah Kasubbag Umum dan Kepegawaian untuk
melengkapi/ditolak usulan penjaluhan drsiplinnya, jika setuiu
memerintahkan Kasubbag Umum dan Kepegawaian untuk
memanggil PNS yang akan dUatuhi hukumsn untuk diberikan
peringatan secara lis8n.

Evaluasi Temuan 15 lr/lenit Disposisi

3

Memanggil PNS, memberikan pering8tan secara lisan dan
dituangkan secara tertulis, memperhatikan perkembangan
peringatan lisan, jika belum terdspat perubahan maka membuat
draf surat peringatan tertulis l/ll/lll diserahkan kepada Sekretaris
Dinas.

Disposisi 5 Hari
Pengamatan, draft Surat

Peringalan Terlulis

Memeriksa draf surat peringatan l/ll/lll, iika tidak setuju
dikembalikan kepads kasubbag umum dan kepegawaian
untuk diperbaiki, jika s€tuju diparaf dan disershkan kepada Kepala
Dinas

Pengamatan, draft
Surat Peringatan

Tertulis
15 lvlenil

Dran Surat Peringatan
Tertulis

Memeriksa Drat Surat Peringalan l/lUlll, jika tidak setuju
dikembalikan kepade Seketaris untuk diperbaiki, jika setuju
ditandatangani dan diserahkan kepade Kasubb€g Umum dan
Kepegawaian

Draft Surat Peringalan
Tertulis

15 Menit
Surat P€ringstan

Tertulis

6 Memanggil PNS, menyerahkan surat peringatan l/ll/lll tffiffi.H
rltl
u{$

Sural Peringatan
Tertulis

30 Menit Surat diterima

-t
4.

I-



7

Memperhatikan perkembangan PNS, jika dalam masa waktu
pengawasan atau pembinaan terhadap PNS
tersebut setelah diberikan SP l/ll/lll masih belum terdapat
perubahan maka membuat Oraf Surat Pemyataan lidak puas
secara tertulis, diserahkan kepada Sekretaris Dinas

Surat diterima Relatif
Draft surat Pernyataan

Tidak Puas

8

Menerima draf Surat Pemyataan Tidak Puas Secara Tertulis, jika
tidak setuju dikembalikan kepada Kasubbag Umum &
Kepegawaian unluk diperbaiki, jika seiuju di paraf diserahkan
kepsda Kepala Dinas

Draft surat Pemyataan
Tidak Puas

5 Menit
Draft Surat Pernyataan

Tidak Puas

9

Memeriks€ draf surat Pemyataan Tidak Puas Secara Tertulis, jika
tidak s€tuju dikembalikan kepada Seketaris untuk diperbaiki, jika
setuju dilandatangani,
diserahkan kepada Kasubbag Umum & Kepegawaian

Draft Sural Pemyatasn
Tidak Puas

5 i/enit Surat Pemyalaan Tidak
Puas

10
Menerima Surat Pemystaan Tidak Puas Sec€ra tertulis, diserahkan
kepada PNS bersangkutan

Surat Pemyataan Tidak
Puas

30 [renit Sural

1'1

Memperhalikan perkembangan penjatuhan disiplin, jika pada masa
waktu pengawassn atau pembinaan lerhadap PNS tersebut masih
belum ada perkembangan ke arah perbaikan maka diusulkan untuk
Penerbitan Surat Kepulusan Penundaan Kenaikan Gaji Berkals
dan s€lanjutnya jika peda masa pembinaan lersebut belum
terdspat perkembangan kearah perbalkan diusulkan penerbitan
Surat Penundaan Kenaikan Pangkal, diserahkan kepada Kepala

Surat Relatif

DTaf SK
Penundaan KGB,

dan/atau Draf Sural
Penundaan Kenaiken

Pangkat

12

Memeriksa draf Surat Keputusan Penundaan Kenaikan G8.ii

Berkala dan/atau draf Surat Keputusan Penundaan Kenaikan
Pangkat, jika tidak setuju dikembalikan kepada Sekretaris untuk
diperbaiki, jika disetujui ditandatangani dan diserahkan kepada
Kasubbag Umum dan Kepegawaian.

10 Menit

DTaf SK
Penundaan KGB,

dan/atau Draf Sursl
Penundean Keneikan

Pangkat

13

Memeriksa draf Surat Kepulusan Penundaan Kenaikan Gaji
Berkala dan/atau draf Surat Keputusan Penundaan Kenaikan
Panokat, jika tidak setuju dikembalikan kepada sekretads untuk
diperbaiki, jika disetujui ditandatangani dan diserahkan kepada
Kasubbag Umum
dan Kepeoawsian

Draf SK
Penundaan KGB.

dan/atau Draf Surat
Penundaan Kenaikan

Pangkat

'10 tvlenit

SK
Penundaan KGB,

dan/atau Surat
Penundaan Kenaikan

Pangkat

14

Memanggil PNS yang dikenai penjatuhan hukuman disiplin atau
teguran, menyerahksn Sural Kepulusan
p€nundaan Kenaikan Ga.ii Berkala dan/atau Surat Keputusan
Penundaan Kenaikan Pangkat

SK
Penundean KGB,

dan/8lau Surat
Penundaan Kenaikan

30 Menit

SK
Penundaan KGB,
dan/atau Surat

Penundaan Kenaiken
Panokal

Draf SK
Penundsan KGB,

dan/atau Draf Surst
Penundaan Kenaikan

Pangkat



L$
PEMERINTAH KOTA BATAM

DINAS PERIKANAN

Nomor SOP 01{ /soP/sET/DP-BTM/20 1 I
Tanggal Pembuatan Januari 2019

Tanggal Revisi 'lO Matel2021

Tanggal Efektif

Disahkan oleh KEPALA DINAS PERIKANAN

KOTA BATAM r

NIP. 1 819 199203 2 005

Judul SOP KENAIKAN GAII BERKALA

Dasar Hukum : Kualifikaai Pelaksana :

1 Peraturan Menleri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun
2012 tenlang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Adminislrasa Pemerintahanl

2 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun
2018 ientang Penyusunan Peta Proses Bisnis lnstansi Pemerintah;

3 Peraturan Menteri Oalam Negeri Nomor 90 Tahun 20'19 tenlang Klasifikasi, Kodetikasi, dan
Nom6nklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah,

4. Peraturan Welikota Batam Nomor 31 Tahun 2012 t6nteng Pedoman Penyusunan Standar
Operasional Prosedur (SOP) Penyelenggaraan Pemerintahan di Lingkungan Pemorintah Kota
Batam ,

5. Peraturan Pemerintah nomor 30 Tahun 2015 tenlang Perubahan Ketujuh Belas Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil.

1. Memahami peraturan lerkait Kenaikan Gaji Berkala

2. Menguasaidan memiliki k6mampuan mengolah data pada Aplikasi Simpeg

Keterkaitan: PeralatanrPerlengkapan :

1. SOP Pengajuan Belanja Pegawai

2. SOP Sural Keluar.

1. Daflar Pegawai yang akan diaiukan Kenaikan caji Berkala;
2. Komputer, Printer, Scanner, Jaringao lntemet;

3. KGB sebelumnya
4. Oata Pribadi Pegawai yang sudah lengkap dan benar pada aplikasi Simpeg

Peringatan: Pencatatan dan Pendataan :

1. Jika SOP tidak dilaksanakan, maka pembayaran gaji berkalanya akan terhambat 1. Disimpan sebagai catatan pada Buku Agenda, Dala Eleklronik pada Simpeg dan Manuat



No Kegiatan

Pelaksana Mutu Baku

KetJFU (Admin
Simpeg)

Kasubbag
Umum dan

Kepegawaian
Sekretaris Kepala Dinas Bendahara Persyaratan Waktu Output

1

Mendata pegawai yang akan diterbitkan
KGBnya, menyiapkan berkas administrasi
dan menyerahkan ke atasan untuk
diverifikasi: ?_ Data Pegawai 30 Menit

Data Pendukung
Usulan KGB

2

Mengoreksi dan memverifikasi berkas dan
data KGB PNS yang akan diterbitkan KGB
nya pada simpeg,

Data Pendukung
Usulan KGB

15 Menit
Berkas usulan KGB
yang sudah
div6rifikasi.

3

Menginput data dan menoetak berkas
usulan KGB PNS dari aplikasi Simpeg,
menyerahkan ke Kasubbag untuk diperiksa
dan diparaf.

Berkas usulan KGB
yang sudah
diverifikasi.

'15 l,lenit
Surat usulan KGB
dan berkas
persyarata n .

4
Mengoreksi surat usulan KGB, jika salah
dikembalikan, jika benar diparaf untuk
diteruskan ke Sekretaris.

TIDAK Surat usulan KGB
dan berkas
persyaratan.

10 [/enit
Surat usulan KGB,
persyaratan dan
paraf.

Memeriksa dan memaraf surat usulan KGB
untuk diteruskan ke Kepala Dinas ! Surat usulan KGB.

persyaratan dan
paraf.

5 [ilenit
Surat usulan KGB,
persyaratan dan
paraf sekretaris.

6 Menandatangani Surat Usulan KGB
Surat usulan KGB,
persyaratan dan
paraf Sekretaris.

10 Menit
Surat Usulan KGB
yang telah
ditandatangani.

7

Memberikan nomor dan stempel pada surat
usulan KGB, mengupload berkas pada

Simpeg dan menyerahkan kelengkapan
berkas kepada Bendahara Gaji.

Surat Usulan KGB
yang telah
ditandatangani.

'10 Menit Berkas Usulan KGB

I Menerima berkas KGB untuk diproses lebih
lanlut. .b Berkas Usulan KGB '1-3Minggu Kenaikan ca.ii PNS

KENAIKAN GAJI BERKALA



PEMERINTAH KOTA BATAM

DINAS PERIKANAN

Nomor SOP O1 5iSOP/SET/DP.BTM/201 9

Tanggal Pembuatan Januari 2019

Tanggal Revisi 10 Maret 2021

TanggalEfektif 01 April 2021

Disahkan oleh KEPALA DINAS PERIKANAN

KOTA BATAM 7
L.

I r.rre. r 19 199203 2 005

Judul SOP SURAT PERNIAH TUGAS

Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana :

1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun
2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;

2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun
2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis lnstansi Pemerintah;

3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor g0 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodeflkasi, dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;

Peraturan Walikota Batam Nomor 31 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar
4 Operasional Prosedur (SOP) Penyelenggaraan Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Kota

tlatam'

5.
Peraturan Walikota Batam Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di
Lingkungan Pemerintah Kota Batam;

Peraturan Walikota Batam Kota Batam Nomor 49 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan
Uraian Tugas Dinas Perikanan.

Penrako Nomor 4 Tahun 2021 Tenteng Perubahan etas Penilako Nomor 65 Tahun 2020 tentang
Pedoman Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Batam.

o.

1. Menguasai Tata Naskah Dinas.

2. Memiliki Kemampuan dan Terampil Mengoperasikan Komputer;

Keterkaitan PeralatanrPerlengkapan :

1. SOP Surat Masuk;

2. SOP Surat Keluar;

3. SoP Pengarsipan

1. Surat Masuk / Undangan;

2. Kompuler, Printer, Scanner, Kertas.

3. Buku Agenda SPT.

Peringatan Pencatatan dan Pendataan :

1. Jika SOP tidak dilaksanakan, maka pelaksanaan tugas luar akan terhambat. 1. Disimpan sebagai dokumen Laporan
2. Agenda SPT

7



SURAT PERINTAH TUGAS (SPT)

No Kegiatan

Pelaksana l\4utu Baku

KetStaf Pelaksana
(JFU) Esselon lV Sekretaris Kepala Dinas

Pengadministrasi
Umum

Kelengkapan Output

Mengetik SPT sesuaiarahan atasan
berdasarkan undangan masuk atau
berdasarkan Tugas Pokok dan
Fungsl Dinas.

-1,,0"*
Undangan,
Tupoksi,

Data/lnformasi
20 Menit Draft SPT

2

Mengoreksi isidan tata naskah SPT,
jika benar maka akan dibubuhkan
paraf, jika salah akan dikembalikan
untuk diperbaiki.

-lTidak

DTa't SPT 5 Menit Draft SPT, Paraf

3
Memeriksa, jika salah dikembalikan,
jika benar dibubuhkan paraf sena
diteruskan kepada Sekretari6 Dinas.

Draft SPT, Paraf 5 Menit
Draft SPT, Pa.af

Esselon lll

4
Memeriksa dan memberikan Paraf da

Hlerarki dan akan diteruskan ke
Kadi6 untuk ditandatangani

J_
Draft SPT Paraf

Esselon lll
5 Menit

Draft SPT, Paraf
Esselon llldan

Sekretaris

5
Menandatangani SPT yang telah
dipaaf

Draft SPT Paraf
Esselon lll dan

Sekretaris
15 l\4enit

SPT telah
ditandatangani

6

lvene ma SPT, meregistrasi,
memberikan nomor,
mendistribusikan SPT kepada
Bidang terkait dan menyimpan alsip

SPT telah
ditandatangani

10 Menit
SPT yang sudah

diregister.

7 Menerima SPT untuk dilaksanakan

-

SPT yang sudah
diregister.

5 Menit Laporan
Pejalanan Dinas

Esselon lll

1

I

t_

L-r
-:f_



16/DP-BTM/SOPlll2019Nomor SOP

Januari 2019anggal Pembuatan

15 Maret 2021'anggal Revisi

1 April 2021Tanggal Efektif

19 199203 2 005NIP. 1

KEPALA DINAS PERIKANAN

KOTA BATAM
Disahkan oleh

Mekanisme Pengumpulan Data Kineriaudul SOP

PEMERINTAH KOTA BATAM

DINAS PERIKANAN

Kualifikasi Pelaksana

1. s1

2. Memahami Mekanisme Pengumpulan Data Kineria
1 Permenpan RB No.35 tahun 2012 tentang Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi tentang Pedoman Penyusunan standar operasional Prosedur Administrasi

Pemerintahan

2. permenpan RB No.1g tahun 201g tentang peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis lnstansi Pemerintah

3.PermendagriNo.g0tahun20lgtentangPeraturanKementerianDalamNegeri(Permendagri)tentang
Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah

4 PP Rl Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan

Hukum

4 un 2008 Sistem Pengendalian lntern Pemerintah
Pemerintah Daerah

PP Rl Nomor 60 Tah
Peralatan/Pe

1. Perangkat KomPuter

2. AlalDokumentasi
1. SOP Surat Keluar

2' SoP Penerbitan SPM - UP/GU/TU

3' Penerbitan SPP - UP/GU/TU

4. SOP Pengadaan Barang dan Jasa

5. SOP Pelaksanaan RaPat

6 SOP PengarsiPan

Pencatatan dan Pendataan

1. Hasil akan disimpan sebagai data'
Jika tidak dilaksanakan sesuai soP, Maka tidak dapat terlaksana dengan maksimal

Peringatan

1



Mekanisme Pengumpulan Data Kinerja

NO Kegiatan

Pelaksana [/utu Baku

KetStaff
Kasubag Umum

dan Kepegawaian
Pejabat Terkait Kelengkapan Waktu Output

1

Staff Membuat Draft Format Data Kinerja
yang akan dikoreksioleh Kasubag Umum
dan Kepegawaian rQ' Daftar Pernyataan 2Hari Draft Format Data Kinerja

2.

Kasubag Umum dan Kepegawaian
Mengkoreksi Format Data Kinerja Bila
Benar digunakan bila Salah maka akan
dikembalikan ke Staff untuk di Perbaiki

^ar -1
Draft Format Data Kinerja '10 Menit Format Data Kinerja

2
Staff Menggandakan Draft Format Data
Kinerja dan Menyerahkan Draft data ke
Pejabat Terkait

Format Data Kinerja 1 Hari
Formart data Kinerja dari

Pejabat Terkait

4.

Pejabat Terkait menerima dan mengisi
Formart Data Kinerja dan akan
dikembalikan ke Kasubag Umum dan
Kepegawaian untuk di Verifikasi

Formart data Kinerja dari
Pejabat Terkait

3 Hari
formart Data Kinerja yang

sudah diisi

5

Kasubag Umum dan Kepegawaian
menerima Formart Data dan melakukan
Verifikasi dan dikembalikan ke Staff untuk
di Entry

formart Data Kinerja yang
sudah diisi

1 Hari
formart Data Kinerja yang

sudah diisidan di
verifikasi

6.
Staff Melakukan Entry Data Kinerja dan
diserahkan Kepada Kasubag Umum dan
Kepegawaian {1 formart Data Kinerja yang

sudah diisi dan di verifikasi
2 Hari Print out Data Kinerja

7
Kasubag Umum dan Kepegawaian
melakukan Validasi dan paraf Data Kinerja t Print out Data Kinerja 20 Menit

Print out Data Kinerja
yang sudah diValidasi

dan di paraf

8
Kasubag Umum dan Kepegawaian
Melakukan Penandatanganan Data Kinerja

*sW Print out Data Kinerja yang
sudah diValidasi dan di

paraf
10 Menit

Print out Data Kinerja
yang sudah di
tandatangani



PEMERINTAH KOTA BATAM

DINAS PERIKANAN

Nomor SOP 17DP-BTM/SOPlll2019

Tanggal Pembuatan Januari 20'19

Tanggal Revisi 15 Maret2021

Tanggal Efektif 01 April 2021 A

Disahkan oleh KEPALA OINAS PERIKANAN

KOTA BATAM r
t

{ Nre. r 9 199203 2 005

Judul SOP Penilaian Kerja lndividu

Dasar Hukum

2.

3.

Permenpan RB No.35 tahun 20'12 tentang Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan

Permenpan RB No.19 tahun 20'18 tentang Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis lnstansi Pemerintah

Permendagri No.90 tahun 2019 tentang Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri)

tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan
Daerah

o 
PP Nornor 46 tahun 201 1 tentang Penalaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil

5 Perka BKN No 01 tahun 2013 tentang Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara tentang
Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 201 1 tentang Penilaian Prestasi
Kerja Pegawai Negeri Sipil

Kualifikasi Pelaksana

1 SLTtuDiploma/Strata

2 Menguasai Pengoperaisan Komputer

e. Memahami Peraturan Perundangan yang terkait

a Memahami Tupoksi lnspektorat

Keterkaitan

1. SOP Monitoring dan Evaluasi Penilaian Kinerja lndividu 1. Rencana Kerja Tahunan (RKT) / SKP awal tahun

2. Komputer

3. Printer

4. lnternet

5. Camera/Alat Rekam

Peringatan

1. Jika tidak dilaksanakan sesuai SOP, Maka Pelaksanaan Kegiatan tidak Optimal

Pencatatan dan Pendataan

1 Hasil akan Disimpan sebagai Data

Peralatan/Perlen gkapan



Penilaian Kerja lndividu Staf

NO Kegiatan

Pelaksana Mutu Baku

Ket
ASN

Atasan
Langsung ASN

Subbag Umum Kelengkapan Waktu Output

1
lVlembuat Rencana Kerja
Tahunan (RKT)

.rrifil,liltrr l

Dokumen 2 Hari Draft Dokumen RKT

2
Melakukan Review terhadaP
Rencana kerja Tahunan (RKT)

Draft Dokumen RKT 2 Hari RKT

3
Melaksanakan Rencana Kinerja
Kerja Tahunan (RKT)

r'm*

I

RKT, Revisi RKT 30 Menit
Draft Laporan Revisi

RKT

4
Memberikan Laporan Hasil

Kinerja Tahunan (RKT)

Draft Laporan
Revisi RKT

15 Menit Laporan Revisi RKT

5 Laporan Hasil Kinerja

l-

Laporan Revisi RKT 15 Menit Dokumen, Laporan RKT



PEMERINTAH KOTA BATAM

DINAS PERIKANAN

Nomor SOP 1BlDP-BTtM/SOPilt201I

Tanggal Pembuatan Januari 20'19

Tanggal Revisi 15 Maret 2021

Tanggal Efektif 01 Marc|2021

Disahkan oleh KEPALA DINAS PERIKANAN

KOTA BATAM t
{ rure. r 19 199203 2 005

Judul SOP Monitoring dan Evaluasi Penilaian Kinerja lndividu

Hukum Kualifikasi Pelaksana

1. Permenpan RB No.35 tahun 20'12 tentang Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrast tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional ProsedurAdministrasi
Pemerintahan

2. Permenpan RB No 19 tahun 2018 tentang Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis lnstansi pemerintah

3. Permendagri No.90 tahun 2019 tentang Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri)
tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan
Daerah

o 
PP Nornor 46 tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja pegawai Negeri Sipil

5 Perka BKN No 01 tahun 2013 tentang Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara tentang

t. SlTA/Diploma/Strata

2. Menguasai Pengoperaisan Komputer

3. Memahami Peraturan Perundangan yang terkait

4. Memahami Tupoksi lnspektorat

Ketentuan Pela ksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahu n 201 1 tentang Penila tan P restasi
Kerja Pegawai

Keterkaitan

1. SOP Penilaian Kinerja lndividu

Peralatan/Perlengkapan

1. Rencana Kerja Tahunan (RKT) / SKP awal tahun

2. Komputer

3. Printer

4. lnternet

s. Camera/Alat Rekam

6. Kertas Kerja Penilaian

Peringatan

1. Jika tidak dilaksanakan sesuai SOP, Maka Pelaksanaan Kegiatan tidak Optimal

Pencatatan dan Pendataan

1. Hasil akan disimpan sebagai data



Monitoring dan Evaluasi Penilaian Kinerja lndividu

No Kegiatan
Pelaksana Mutu Baku

KetSubbag Umum /
Kasi

Sekretaris /
Kabid

Kadis Kelengkapan Waktu Output

1 Menyusun bahan [Vlonev
-:

Laporan Kinerja 1 Jam
Draft Dokumen

Monev

Menetapkan Bahan Monev Draft Dokumen
lVonev

20 lMenit Dokumen Monev

3

It/engumpulkan Hasil Penilaian
Kinerja dari masing-masing
bidang

Dokumen Monev 20 lVenit Data Kinerja

4. lVenelaah Data Pendukung Data Kinerja, data
Pendukung

'15 Menit
Draft Laporan

Monev

5. Membuat Laporan Monev *1 Draft Laporan Monev 60 Menit Laporan Monev

6 Telaah Laporan hasil Monev L* Laporan Monev 15 Menit
Laporan hasil

Monev

7
Menetapkan Laporan hasil
Monev

Laporan Hasil
Monev

5 Menit Laporan

2. r



PEMERINTAH KOTA BATAM

DINAS PERIKANAN

Nomor SOP 19/DP-BTM/SOPAt2019

Tanggal Pembuatan Januari 201 9

Tanggal Revisi 15 Marel2021

Tanggal Efektif 01 April 2021 I
Disahkan oleh KEPALA DINAS PERIKANAN

KOTA BATAM /

\ rure. r 19 199203 2 005

Judul SOP Monitoring dan Evaluasi Dokumen Perencanaan

lDasar Hukum

.,. Permenpan RB No.35 tahun 2012 tentang Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan

2. Permenpan RB No.19 tahun 2018 tentang Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis lnstansi Pemerintah

3. Permendagri No.90 tahun 2019 tentang Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri)
tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan
Daerah

a UU Rl Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

s. UU Rl Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025

0. PP Nomor40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyususnan Rencana PembangunaN Nasional

Kualifikasi Pelaksana

t. SLTA/Diploma/Strata

2. Menguasai Pengoperaisan Komputer

Keterkaitan Peralatan/Perlen gkapan

1. Data Pendukung

2. Komputer

3. Printer

4. lnternet

s. Camera/Alat Rekam

Peringatan

1. Jika tidak dilaksanakan sesuai SOP, Maka Pelaksanaan Kegiatan tidak Optimal

Pencatatan dan Pendataan

1. Hail akan disimpan sebagai data

1



Monitoring dan Evaluasi Dokumen Perencanaan

No Kegiatan
Pelaksana Mutu Baku

KetSubbag Umum /
Kasi

Sekretaris /
Kabid

Kadis Kelengkapan Waktu Output

1 Menyusun bahan Monev *l Laporan Kinerja 1 Jam
Draft Dokumen

Monev

2. Menetapkan Bahan Monev r- Draft Dokumen
Monev

20 Menit Dokumen Monev

3

Mengumpulkan Hasil Penilaian
Kinerja dari masing-masing
bidang

Dokumen Monev 20 Menit Data Kinerja

4. Menelaah Data Pendukung Data Kinerja, data
Pendukung

15 Menit
Draft Laporan

Monev

5 Membuat Laporan Monev *1 Draft Laporan Monev 60 Menit Laporan Monev

6. Telaah Laporan hasil Monev t_ Laporan Monev 15 Menit
Laporan hasil

Monev

7
Menetapkan Laporan hasil
Monev

Laporan Hasil
Monev

5 Menit Laporan



L$

Nomor SOP

Tanggal Pembuatan

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

Disahkan oleh

Judul SOP

04/soP/sET/DP-BTr\,r/2020

19 Maret 2020

01 April 2020

KEPALA DINAS PERIKANAN

KOTA BATAM t
PEMERINTAH KOTA BATAM

DINAS PERIKANAN H NI

NIP, 1 19 199203 2 005

PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT

Dasar Hukum : Xualifikasi Pelaksana :

Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas
Korupsi, Kolusi dan Nepolisme (Lembaran Negara Rl Tahun 1999 Nomor 1999, Tambahan
Lembaran Neqara Rl Nomor 3851):
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan lembaran Negara Rl
Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Neqara Rl Nomor 4250):
Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
PP nomor55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012 - 2014 (Lembaran Negara
Pl Tah n rnl? N.lmnr l?2\.
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun
2012 tentano Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun
2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis lnstansi Pomerintah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;

1

2

J,

4

5

7

1. Mampu mengoperasikan perangkat komputer;

2. Memiliki pemahaman mengenai gratifikasi;

3. Memiliki pemahaman mengenai alur gratif kasi;

Keterkaitan: Peralatan/Perlengkapan :

1. SOP Surat Masuk
2. SOP Penerimaan Tamu

1. Peraturan Perundang-Undangan yang terkait;
2. Komputer, Printer, Scanner;
3. Jaringan lnternet.

Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :

Apabila proses ini tidak dilaksanakan, akan menghambat kelancaran tindak lanjut pengaduan
masyarakat.

1 1. Disimpan sebagai catatan pada Buku Agenda dan Manual

IEIE

q^-/



No Kegiatan

Pelaksana Mutu Baku

KET
Pelapor Tim

Pejabat
Struktural

Kepala Dinas Kelengkapan Waktu Output

1 Menyampaikan aduan.

-

r- -l Surat Aduan 15 Menit Surat Aduan

2 lrilenerima dan melaporkan i _l Surat Aduan dan register Surat Aduan dan register

Memerintahkan untuk menangani
pengaduan. l- 90 tv'lenit

Surat Aduan, register
dan disposisi

4
Melakukan telaah terhadap pengaduan
dan menyampaikan hasil telaah. -l

Surat Aduan, register
dan disposisi

1 Had
Surat Aduan, register

dan disposisi dan
laporan hasil telaah.

Memutuskan tindak lanjut pengaduan.
Tidak

Surat Aduan, register
dan disposisi dan laporan

hasil telaah.
1 Hari

Sural Keputusan, Surat
Aduan

6
Menerima hasil tindak lanjut untuk
disampaikan ke pelapor. r I

Ya

Surat Keputusan, Surat
Aduan

'1 Jam
Surat Keputusan, Surat

Aduanr
7

Menerima surat yang sudah didisposisi
untuk ditindaklanjuti.

-

Surat Keputusan, Surat
Aduan

2 Menit Surat Keputusan

SOP PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT

60 Menit

Surat Aduan dan register



L$
taraL

PEMERINTAH KOTA BATAM

DINAS PERIKANAN

Nomor SOP 49/SO P/DP-BTM/SEr I 03 I 202 1

Tanggal Pembuatan 1O Marcl2021

Tanggal Revisi 10 Marct 2021

Tanggal Efektif ot AriI 26al
Disahkan oleh KEPALA DINAS PERIKANAN

KOTA BATAM r

$ r.rre. r 0819 199203 2 005

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Judul SOP PENERIMAAN ThMU

Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana :

1 Peraluran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun
2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;

Peraluran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun
2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis lnstansi Pemerinlah;

Peraturan Menleri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Oan Keuangan Daerah;

Undang-Undang Rl Nomor 09 Tahun 2010 Tentang Keprolokolan

Keputusan Presiden Rl No 32 Tahun 1971 Tentang Protokol Negara

Perwako Batam No 31 Tahun 20'12 tentang pedoman Penyusunan Slandar Operasional
Prosedur (SOP) Penyelenggaraan Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kota Batam

Pewako Batam No 49 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas
Perikanan Kota Batam

2

3.

4

6

7

1. Menguasai dan terampil dalam komunikasi

2. Barpenampilan rapi dan sopan.

Keterkaitan: Peralatan/Perlengkapan ;

1. SOP Surat Masuk 1

2

3

Ruang Perlemuan

Buku Tamu

Alat dokumentasi

Peringatan: Pencatatan dan Pendataan :

1. Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka tamu tidak terlayani dengan baik dan prima 1

2

Oattar Hadir Tamu

Notulensi Pertemuan



SOP PENERIMAAN TAMI.]

NO KEGIATAN

PELAKSANA IVIUTU BAKU

TAIVU
KASUBBAG

UMUM &
KEPEGAWAIAN

SEKRETARIS
KEPALA
DINAS

ESSELON III
PERSYARATAN /
PERLENGKAPAN

WAKTU OUTPUT KET

1

Tamu datang mempertenalkan diri dan
msmberitahukan keperluan kedatangan serta
mengisi Buku Tamu. qr Tanda Pengenal

Tamu, Surat
Pengantar

15 lilenit
Buku Tamu Terisi Data
dan Surat Pengantar

2

Menerima Tamu sambil mengarahkan ke ruang
tunggu serta melaporkan kepada Sekretaris
bahwa tamu telah datang, sesuai dengan jadwal
yang telah disebutkan didalam surat
pendahuluan.

l_ Buku Tamu Terisi
Data dan Surat

Pengantar
5 Menit

Tamu sudah berada di
ruang pertemuan.

Malaporkan kepada Kepala Dinas bahwa Tamu
sudah menunggu di ruang pertemuan.

*

Tamu sudah berada
di ruang pertemuan.

5 Menit
Tamu sudah bereda di

ruang pertemuan.

4
Menemui Tamu didampingi oleh Sekretaris atau
Esselon lll yang terkait dengan Tema
Pertemuan.

Tamu sudah berada
di ruang pertemuan.

5 Menit
Pertemuan siap untuk

dilaksanakan.

5 Melaksanakan pertemuan Pertemuan siap
untuk dilaksanakan

Reiatif

- i I
6 G Notulen Pertemuan 10 lvlenit

Pertemuan Selesai,
Notulen

Notulen Pertemuan

Bersiap kembali ke tempat masing-masin9.
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PEMERINTAH KOTA BATAM
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Nomor SOP 50/soP/DP-BTM/SEr I O3t 2021

Tanggal Pembuatan 10 Maret 202'l

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif ol Af Fi[ 20 Zr

Disahkan oleh KEPALA OINAS PERIKANAN

KOTA BATAM t
L

r. HUSNAINI

Ime.r 0819 199203 2 005

Judul SOP PENGUsuLAN Ceustuw ptrts

Dasar Hukum :

I Peraluran Mentori Pendayagunaan Aparatur NBgara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun
2012 lentang Podoman Penyusunan Slandar Operasional Prosedur Adminislrasi Pemerintahan;

2. Peraturan Menleri Pendayagunaan Aparalur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun
2018 tentang Penyusunan Pela Proses Bisnis lnstansi Pemarintah;

4

5

P6raturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 20'l9lenlang Klasifikasi, Kodefikasi, dan
Nomenklatur Perencsnaan Pembangunan D6n Keuangan Daerah,

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 lontang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda
P6gawai;

Pemerintah Pemerintah 44 Tahun 2020 tentang Pemberian Gaji, Pensiun, Tunjangan dan
Penghasilan Ketiga Belas;

Perwako Batam No 3l Tahun 2012 lentang p6doman Penyusunan Standar Operasional
Prosedur (SOP) Penyelenggaraan Pemeriniah di Langkungan Pemerintah Kota Batami

6

Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan ;

1. SOP Taspen/ Karpeg/Karis/Karsu 1

2

J

Data Simpeg PNS

Peraturen Perundang-Undangan tentang Pensiun

Porangkat Komputer dan Jaringan lntemet.

Peringatan: Pencatatan dan Pendataan :

1. Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka usulan pensiun akan terkendala

Kualifikasi Pelaksana :

'1. Menguasai Peraluran Perundangan tsrkait.

2. Terampil menggunakan perangkat komputer dan aplikasi Simpag.

1. Disimpan sebagai data elektronik pada Simpeg dan Manual.



SOP PENGUSTILAN PENSITIN PNS

NO KEGIATAN

PELAKSANA MUTU BAKU

PNS
KASUBBAG

UMPEG

ADMIN
SIMPEG

OPD
SEKRETARIS

KEPALA
DINAS

BKPSDM
PERSYARATAN /
PERLENGKAPAN

WAKTU OUTPUT KET

1

PNS mengajukan permohonan pensiun melalui
aplikasi Simpeg dengan mengentri data-data
yang dibutuhkan. a. Surat Permohonan,

dokumen pendukung
30 Menit

Surat permohonan dan
data ter entry.

2

Memeriksa dan memverifikasi data
permohonan usulan pensiun dari Pegawai
yang bersangkutan melalui Aplikasi Simpeg.
Jika benar dan lengkap, memerintahkan Admin
OPD untuk mencetak formulir CPDP. Jika
belum akan disampaikan kepada yang
bersangkutan untuk dilengkapi.

Ya

k

Surat permohonan dan
data terentry.

30 Menit
Surat permohonan dan
data entry terverifikasi,

3.

Mencetak Surat Usulan Permohonan Pensiun
dan Formulir CPDP untuk ditandatangani oleh
Kepala Dinas, dan menyerahkan kepada
Kasubbag untuk dibubuhkan paraf koordinasi. t-*

Surat permohonan dan
data entry terverifikasi.

10 Menit
Surat Usulan

Permohonan Pensiun
dan CPDP

4
Memeriksa dan membubuhkan paraf pada
kotak koordinasi dan meneruskan kepada
Sekretaris.

Irl Surat Usulan
Permohonan Pensiun

dan CPDP
5 Menit

Surat Usulan
Permohonan Pensiun

dan CPDP telah diparaf
Kasubbag.

5.

Meneliti dan membubuhkan paraf pada kotak
koordinasi untuk diteruskan kepada Kepala
Dinas.

L- Surat Usulan
Permohonan Pensiun

dan CPDP telah diparaf
Kasubbag.

10 Menit

Surat Usulan
Permohonan Pensiun

dan CPDP telah diparaf
Kasubbag dan

Sekretaris.

6.

Menandatangani Surat Usulan Permohonan
Pensiun dan Form Calon Penerima Dana
Pensiun (CPDP) dan diserahkan kepada
Admin OPD

L-
Surat Usulan

Permohonan Pensiun
dan CPDP telah diparaf

Kasubbag dan
Sekretaris.

10 Menit

Surat Usulan
Permohonan Pensiun

dan CPDP telah
ditandatangani.

7
Memberi stempel pada surat usulan dan CPDP
dan mengupload pada aplikasi Simpeg dan
meng Submit usulan ke BKPSDM. dl

!

Surat Usulan
Permohonan Pensiun

dan CPDP telah
ditandatanoani.

5 Menit

Surat Usulan
Permohonan Pensiun

dan CPDP telah
diupload dan Submit.

8.
Menindaklanjuti Usulan Permohonan Pensiun
dariOPD

L- *-
Surat Usulan

Permohonan Pensiun
dan CPDP telah

diupload dan Submit.

6-12
Bulan

Permohonan
ditindaklanjuti.
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Judul SOP Pelayanan Penerbitan Surat Keterangan Pengajuan Klaim Asuransi Nelayan

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor42/Permen-Kp/201g tentang Kartu pelaku utama sektorKelautan dan perikanan

ran walikota Batam Nomor 31 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan standar operasional prosedur
Penyelenggaraan pemerintahan diLingkungan peirerlntan Kota Batam

Hukum

4

5

90No. 20tahunPermendagd q Peraturantentang DalamKementerian (Permendagri)Negeri Klasifikasi,tentang
DanKodefikasi, Nomenklatur Perencanaan DanPembangunan DaerahKeuangan

Permen No.RBpan 201Atahun Peraturantentang Menteri Pendayagunaan Aparatur ReformasidanNegaraBirokrasi tentang PetaPenyusunan BisnisProses lnstansi Pemerintah
No.RB 35Permenpan tahun 2201 Peraturantentang Menteri Pendayagunaan Aparatur ReformasidanNegaraBirokrasi Pedomantentang Penyusunan Standar AdmiProsedurOperasional Pemerintahannistrasi

Peratu
(soP)

1

3_

Pelaksana

1. Menguasai Peraturan Perundangan terkait
2. Terampil mengoperasikan komputer

Keterkaitan langsung
Batam

pelayanan penerbitan "urat pengajuan kalimsecara eksternal dalam asuransi nelayan Kota 1. Peraturan Perundangan terkait

2 Jaringan lntemet

3. Komputer, Printer, Scanner

Kegiatan ini harus dilaksanakan karena sebagai pedoman pelayanan penerbitan surat keterangan p€ngajuan klaimasuransi nelayan

Pencatatan dan Pendataan

- Oisimpan sebagai data



Standar Operasional Prosedur Pelayanan Penerbitan Surat Keterangan Pengajuan Klaim Asuransi Nelayan

No AKTIVITAS
Mutu Baku

KetPemohon/ Ahli
Waris

Tenaga

Pendamping
Staf Pelaksana Kepala Seksi Kepala Bidang Sekretaris Kepala Dinas Pihak Asuransi Kelengkapan Waktu Output

1
Pemohon/ Ahli Waris mengajukan klaim
asuransi ra Dokumen persyaratan 10 menit

Formulir permohonan,

Dokumen persyaratan

2
dampingi pemohon untuk

persyaratan klaim asuransi.
Tidak

Tidak

I Formulir permohonan,

Dokumen persyaratan
15 menit

lsian Formulir
Permohonan, Dokumen

persyaratan

) dan menvalidasi kelengkapan

klaim asuransi.

t__ + _l lsian Formulir Permohonan,

Dokumen persyaratan
30 menit

Kelengkapan klaim

asuransi tervalidasi,
Konsep Surat Keterangan

Pengajuan Klaim

4

I

Mencatat merekap permohonan klaim
dan mengetik surat keterangan

pengajuan klaim asuransi

,lrI Kelengkapan klaim asuransi

tervalidasi, Konsep Surat
Keterangan Penga.iuan Klaim

10 menit
Surat Keterangan

Pengajuan Klaim sudah

dicetakT
5

Memeriksa hasil ketikan surat keterangan
klaim asuransi nelayan dan Surat Keterangan Penga.iuan

Klaim sudah dicetak
10 menit

Surat Keterangan

Pengajuan Klaim sudah

dicetak diparaf Kasi

6

Kabid memeriksa hasil ketikan surat
pengajuan klaim asuransi

dan memparaf &
I

Surat Keterangan Pengaiuan

Klaim sudah dicetak diparaf Kasi
15 menit

Surat Keterangan

Pengajuan Klaim sudah

dicetak diparaf Kasi dan

Kabid

7

keterangan pengajuan klaim asuransi
yang sudah diparaf Kasi dan Kabid

kemudian diperika diparaf Sekretaris

I

Surat Keterangan Pengaiuan

Klaim sudah dicetak diparaf Kasi

dan Kabid

10 menit

Surat Keterangan

Pengajuan Klaim sudah

diperiksa dan diparaf Kasi,

Kabid dan Sekretaris

8

Kepala Dinas menandatangani surat
keterangan pengajuan klaim asuransi

-i
Surat Keterangan Pengajuan

Klaim sudah diperiksa dan

diparaf Kasi, Kabid dan Sekretaris

10 menit

Surat Keterangan

Pengaiuan Klaim sudah

ditandatangani Kepala

0inas Perikanan,

Kelengkapan dokumen
klaim asuransi, Buku

register

9

Keterangan Pangajuan Klaim yang
ditandatangani dan distempel oleh
Dinas Perikanan diserahkan kepada

pihak Asuransi dengan melampirkan
dokumen klaim asuransi.

{n Surat Keterangan Pengajuan

Klaim sudah ditandatangani
Kepala Dinas Perikanan,

Kelengkapan dokumen klaim
asuransi, Buku register

10 menit
Berita Acara Serah Terima

B€rkas Klaim

Pelaksana

Y

T

I

i
I

I
l

j

I

l__

I
I

L



PEMERINTAH KOTA BATAM

DINAS PERIKANAN
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Tanggal Pembuatan September 2019

Tanggal Revisi 15 Maret 202 1

Tanggal Efektif 1 Apral2021

Disahkan oleh DINAS PERIKANAN tKOTA BATAM
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Judul SOP

,l
Penyusunan Statistik Perikanan Tangkap

Hukum Pelaksana

1 Permenpan RB No 35 lahun 2012 tentang Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional ProsedurAdministrasi pemerintahan 1. Menguasai Peraturan Perundangan terkait

2. T erampil mengoperasikan komputer
2. Permenpan RB No.19 tahun 2018 tentang Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi tentang Penyusunan peta proses Bisnis lnstansi pemerintah

3. Permendagri No.gO tahun 2o19 tentang Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) tentang Klasifikasi,
Kodefikasi, Dan Nomenklatur perencanaan pembangunan Dan Keuangan Daerah

4 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42lPermen-KP/2019 tentang Kartu pelaku Utama Sektor
Kelautan dan Perikanan

5 Peraturan Walikota Batam Nomor 31 Tahun 2o12 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional prosedur
(SOP) Penyelenggaraan Pemerintahan daLingkungan pemerintah Kota Batam

Keterkaitan Per

1. Peraturan Perundangan terkait

2 Jaringan lntemet

3. Kompuler. Printer, Scanner

Peringatan

Kegiatan ini harus dilaksanakan karena sebagai pedoman

Pencatatan dan Pendataan

- Disimpan sebagai data



NO AKTIVITAS
Pelaksana Mutu Baku

Ket
Kabid Kasi Staff /Pelaksana Kadis Kelengkapan Waktu Output

Memerintahkan kepada Kasi untuk
menyusun data statistik perikanan lnstruksi/Disposisi 15 Menit Disposisi

Membuat konsep fomulir Disposisi 60 Menit Konsep Formulir

Memerintahkan staf untuk mengetik
konsep formulir isian Konsep Formulir 60 Menit Konsep Formulir

Melaksanakan pengetikan konsep
formulir isian

T
Konsep Formulir 60 Menit Formulir isian

Memeriksa draft formulir isian, jika
tidak setuju dikembatikan kepada
staf untuk diperbaiki, jika setuju
formulir digandakan.

Formulir isian 10 Menit Formulir isian

Menggandakan formulir isian Formulir isian 10 Menit Formulir isian

Melaksanakan pengumpulan data
setiap bulan Formulir isian 5 Hari

Data RTP, Armada,
Alat Tangkap dan
Produksi

Melaksanakan pengolahan data
Data RTP, Armada,
Alat Tangkap dan
Produksi

3 Hari
Jumlah RTP, Armada,
Alat Tangkap dan
Produksi

L



Menyajikan data

Jumlah RTP,
Armada, Alat
Tangkap dan
Produksi

1 Hari Draft Statitik

Memeriksa draft statistic perikanan
tangkap, jika setuju diparaf dan
diserahkan kepala dinas, jika tidak
setuju dikembalikan ke kasi untuk
diperbaiki

Draft Statitik 180 Menit
Laporan statistic per

bulan

Kepala dinas menandatangani
berkas.

Laporan statistic
per bulan

30 Menit Berkas di tandatangani

I
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Judul SOP Pelayanan Penerbitan eKusuka Perorangan Nelayan

Permendagri No.9o tahun 2019 tentang Peraturan Kementerian Dalam Negeri (permendagri) tentang Klasifikasi,
Kodefikasi, Oan Nomenklatur perencanaan pembangunan Dan Keuangan Daerah
Permenpan RB No.'19 tahun 2018 tentang Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi tentang Penyusunan peta proses Bisnis lnstansi pemerintah
Permenpan RB No.35 tahun 2012 tentang Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi tentang Pedoman Penyusunan Standar operasional Prosedur Administrasi peme-rintahan

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42lPermen-KPl2o1g tentang Kartu pelaku Utama Sektor
Kelautan dan Perikanan

Peraturan Walikota Batam Nomor 31 Tahun 20 l 2 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional prosedur
(SOP) Penyelenggaraan Pemerintahan diLingkungan pemerintah Kota Batam

Hukum

4

1.

J.

1. Menguasai Peraturan Perundangan terkait
2. Terampil mengoperasikan komputer
3. Memiliki askses ke aplikasi Satu Data Kementerian Kelautan dan Perikanan (User dan Password)

Kualiflkasi Pelaksana

eksternal dalam penerbitan kartu KUSUKA Elektronik nelayan
Keterkaitan langsung secara Kota Batam

Keterkaitan

1. Peraturan Perundangan terkait

2 Jaringan lnternet

3. Komputer, Printer, Scanner

Kegiatan ini harus dilaksanakan karena sebagai pedoman pelaksanaan Pelayanan penerbitan eKusuka perorangan
Nelayan

Peringatan
Pencatatan dan Pendataan

1. Tersimpan sebagai basis data elektronik dan sebagai manual data

r
L



standar operasional prosedur perayanan penerbitan eKusuka perorangan Nelayan

MutuNo AfiIVITAS
Pemohon/ Nelayan

Tenaga Petugas
Kepala Seksi Kepala Bidang Kelengkapan Waktu Output

Ket

1

Nelayan mengusulkan kartupembuatan Kusuka dengan
Form Permohonan daneKusuka melakukan pendaftaran

Tenaga Pendamping permohonan Kusuka 10 menit lir permohonan, Dokumen

buku agenda

Tidak

2

menyerahkan kelengkapan kepadapersyaratan tenaga
untukpendamping diperiksa jikakelengkapannya, akankurang
jika dicatat/lengkap kemudianrekap kelengkapan

oleh Tenaga danPendamping kediteruskan SeksiKepala
Kenelayanan yang dalamdirekap daftar usulan

Tidak

permohonan, Dokumen
persyaratan, buku agenda

15 menit
Usulan eKusuka, Dokumen

Berkas permohonan

3
Kasi Kenelayanan valmelakukan idasi terhadap dokumen usulan dan

ke ekusukapetugas untuk dilakukan penginputan
Usulan eKusuka, Dokumen

persyaratan, Berkas permohonan
kusuka

1 jam dan dokumen persyaratan

4 Ekusuka menginput pada Aplikasi Satu Data dan dicetak dan dokumen persyaratan
tervalidasi 1 jam ekusuka

5 sudahyang dicetak dandiperiksa olehdiparaf 5eksiKepala
udian dinai kekan BidaKepala n8

ekusuka 15 menit diperiksa dan diparaf Kasi

6 Kepala Bidang memparaf ekusuka yang telah dicetak
diperiksa dan diparaf Kasi 15 menit Kusuka diparaf Kabid

7 ekusuka mengarsipkan ekusuka telahyang diparaf beserta
berkas permohonannya diparaf Kasi dan Kabid, Buku

10 menit Ekusuka, Arsip, Euku Agenda

8 ekusukaPetugas kanmenyerah kusuka kepada Tenaga Pendamping
kediteruskan pemohon/ Nelayan Arsip 10 menit

eKusuka, Dicatat dalam Buku

9 Pemohon/ Nelayan menerima Kusuka Dicatat dalam Buku
1 Hari Ekusuka diterima oleh Nelayan



SOP

Pembuatan

Revisi

Efektif

oleh

PEMERINTAH KOTA BATAM
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Usulan Calon Penerima Bantuan Sarpras Perikanan Tangkap

Hukum Pelaksana

1 Permenpan RB No 35 tahun 2012 tentang Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi pemerintahan 1. Menguasai Peraturan Perundangan terkait

2. Terampil mengoperasikan komputer
2. Permenpan RB No.'19 tahun 20'18 tentang Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi tentang Penyusunan peta proses Bisnis lnstansi pemerintah

3. Permendagri No.90 tahun 2019 tentang Peraturan Kementeraan Dalam Negeri (Permendagri) tentang Klasifikasi,
Kodefikasi, Dan Nomenklatur perencanaan pembangunan Dan Keuangan Oaerah

4 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42lPermen-KP/2o'19 tentang Kartu pelaku Utama Sektor
Kelautan dan Perikanan

5 Peraturan Walikota Batam Nomor 31 fahun 20'12 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional prosedur
(SOP) Penyelenggaraan pemerintahan diLingkungan pemerintah Kota Batam

Keterkaitan

1. Peraturan Perundangan terkait

2 Jaringan lntemet

3. Komputer, Printer, Scanner

Pencatatan dan Pendataan

Kegiatan ini harus dllaksanakan karena sebagai pedoman
- Disimpan sebagai data

Perangatan



Usulan Calon Penerima Bantuan Sarpras Perikanan Tangkap

No Aktivilas
Pelaksana Mutu Baku Ket

Calon
Penerima

Tenaga
Pendamping

TU Dinas Tim Verifikasi Kasi Kabid Sekretaris Kadis Walikota Kelengkapan Output

1

Penerima Menemua Tenaga pendamping
untuk memberikan usulan proposal Bantuan sarana

Tangkap
Proposal Proposal

2.
Tenaga Pendamping Menerima proposal dan
mengusulkan Proposal Bantuan Sarana perikanan

dan di leruskan di TU
Proposal Proposal

3.
mengadminislrasikan Surat Masuk untuk

dlsposisi Kepala Dinas
i ;::*-". -...,-.a

Proposal 15 Menit Disposisi Kepala Dinas

4.
TU mendistribusikan Proposal yang telah
didisposisikan oleh Kepala Dinas ke Kabid untuk
dateruskan ke Tim Ver.fikasi

I Disposisi Kepala Dinas 15 Menit Tanda terima

5
Tim Verifikasi melakukan verifikasi proposal
berdasarkan persyaratan yang telah ditetapkan. Dan
akan diteruskan ke Kasi.

Tanda terima 60 Menil
Proposal yang telah
diverifikasi

6.
Kasi Menerbitkan Surat pengantar dan Rekapitulasi
Proposal kemudaan diteruskan ke Kabid untuk di
paraf dan akan diteruskan ke Sekretaris. I

I

Proposal yang telah
diverifikasi

'10 lvlenit
Surat Pengantar yang
telah diparaf Kasi

7 memberikan paraf dan akan diteruskan ke
Sekretaris

Surat Pengantar yang telah
diparaf Kasi

10 Menat
Surat Pengantar yang
telah diparaf Kasi, Kabid

L memberikan paraf dan akan dileruskan ke
untuk mendapatkan tandatangan

*
Surat Penganlar yang telah
diparaf Kasi, Kabid

10 Menil
Surat Pengantar yang
telah diparaf Kasi, Kabid
dan Sekretaris

9. Kepala Dinas menandatangani sural pengantar t Surat Pengantar yang telah
diparaf Kasi, Kabid dan
Sekretaris

30 Menit
Surat Pengantar yang

telah ditandatangani
oleh Kepala Dinas

10.

Surat Pengantar yang lelah ditandatangani
disampaikan ke Walikota dengan melampirkan
proposal banluan Sarpras perikanan Tangkap untuk
mendapatkan disposisi Walikota.

I -3 Surat Pengan{ar yang telah
ditandatangani oleh Kepala
Dinas

120 Menit
Surat Pengantar dan
proposal terlampir

Waktu
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Judul SOP Pendistribusian Bantuan Sarpras Perikanan Tangkap

4

5

Permenpan RB No.35 tahun 2012 tentang Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional prosedur Administrasi pemeiintahan

Permenpan RB No 19 tahun 20l8 tentang Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi tentang Penyusunan peta proses Bisnis lnstansi pemerintah

Permendagri No go tahun 2019 tentang Peraturan Kementeraan Dalam Negeri (permendagri) tentang Klasifikasi,
Kodefikasi, Dan Nomenklatur perencanaan pembangunan Dan Keuangan Daerah

Peraturan Menteri Kelautan dan Perlkanan Nomor 42lPerme n-KPl2o1g tentang Kartu pelaku Utama SektorKelautan dan Perikanan

Peraturan Walikota Batam Nomor 31 Tahun 2012 tenrang Pedoman Penyusunan Standar operasional prosedur
(soP) Penyelenggaraan pemerintahan diLingkungan peirerintan Kota Batam

Hukum
i Pelaksana

1. Menguasai Peraturan Perundangan terkait

2. f e,ampil mengoperasikan komputer

'1. Peraturan Perundangan terkait

2 Jaringan lntemet

3. Komputer, Printer, Scanner

Peralatan/Perlengkapan

Kegiatan ini harus dilaksanakan karena sebagai pedoman

Pencatatan dan Pendataan

- Disimpan sebagai data



Pendistribusian Bantuan Sarpras perikanan Tangkap
No AKTIVITAS

Walikota Kadis TU Kabid Kasi Sekretaris Kabid Penerima Ket
Kelengkapan Waktu Output

1

TU menerima disposisi proposal bantuan
sarpras perikanan tangkap dari Walikota
selanjutnya untuk mendapatkan disposisi

Dlnas

-***1

Dokumen Dokumen

2.
Kepala dinas Memberikan disposisi dan

diteruskan ke TU untuk didistribusi

*
Dokumen Disposisi Proposal

3.
TU mendlstribusikan Proposal yang telah
didisposisikan oleh Kepala Dinas ke Kabid Disposisi Proposal 15 Menil Disposisi Kepala Dinas

4.
memerintakan kepada Kasi untuk

Orafl SK. Penerima Bantuan
Sarpras Perikanan Tangkap Disposisi Kepala Dinas 15 Illenit Tanda terima

5.

menyusun Drafl SK penerima Bantuan
Perikanan Tangkap kem udian

diteruskan, Kabad u ntuk mendapatkan pa.al
koordinasl, dan akan diberikan ke
untuk di koreksi dan di paraf.

Kabid

t. L Tanda terima 10 lvlenit

Drafl SK Penerima
Bantuan Sarpras
Perikanan Tangkap yang
telah diparaf Kasi

b Kabid Memberikan paraf dan akan diberikan
ke Sekretaris untuk di paraf. *

l

Drafl SK Penerima Bantuan
Sarpras Perikanan Tangkap
yang telah diparaf Kasi

1 0 Menit

Drafl SK Penerima
Bantuan Sarpras
Perikanan Tangkap yang
telah diparaf Kasi, Kabid

Sekretaris Membedkan paraf dan akan
ke Kadis untuk di tandatangani.

*

Draft SK Penerima Bantuan
Sarpras Perikanan Tangkap
yang telah diparaf Kasi,
Kabid

10 Menil

Drafl SK Penerima
Bantuan Sarpras
Perikanan Tangkap yang
telah diparaf Kasi, Kabid,
Sekretaris

8.
Draft SK Penerima Bantuan Sarpras

Tangkap ditandatangani Kepala
dan akan dileruskan ke Walikota

Draft SK Penerima Bantuan
Sarpras Perikanan Tangkap
yang telah diparaf Kasi,
Kabid dan Sekretaris

60 Menit
Draft SK Penerima yang
telah ditandatangani oleh
Kepala Dinas

q

SK Bantuan
Perikanan Tangkap yang telah

disampaikan ke Walikota
diterbitkan SK Penerima Bantuan 5 Draft SK Penerima yang

telah ditandatangani oleh
Kepala Dinas

120 Menil
SK Penerima Bantuan
Sarpras Perikanan
Tangkap

10.

Kepala Dinas Menerima SK penerima
Sarpras Perikanan Tanqkap dari
kemudian melakukan penyaluran
kepada Nelayan berdasarkan SK. t- SK Penerima Bantuan

Sarpras Perikanan Tangkap
3 Hari

Bantuan Sarpras
Perikanan Tangkap

11

Penerima menerima Banluan Sarpras
Tangkap dengan

BA. Serah Terima

-

Bantuan Sarpras Perikanan
Tangkap 5 Hari Bantuan Sapras dan BAST

P sana

7.
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PEMERINTAH KOTA BATAM
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Judul SOP eeNrued sARANa PRASARANA

PERIKANAN BUDIDAYA

E
T
T
T

I
l. Dasar Hukum : ll. Kualifikasi pelaksana

I Peraluran Menleri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tctang Standar
Operasional Prosedur Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota

2 Pemenpan dan RB Nomor 35 Tahun 2012 Tenteng podoman

Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Adminlslrasi

Pemarintahan

4 Pen /ako No. 40 Tahun 2018 Tentang Tata Cara pemberian dan

Pertanggungjawaban Hibah dan Bantuan Sosial

1. Memahami prosedur pembagian banluan
2. Memahami tugas dan fungsi petugas dilapangan
3. Menguasai area yang akan menjadi lokasi bantuan

lll. FersyaratanTFerl

I

2
3
4

Peraluran Walikota terkait tata cara peByaratan pengajuan bantuan dari pemerintah
Jumlah anggota kelompok minimal 1O orang dan maksimal 25 orang.
Kegiatan Usaha Budidaya Masih Aktif
Dokumen Persyaratan Pongajuan Proposal
a. Membuat Prgposal Permintaan Bantuan ke Dinas
b. Melampirkan Surat Pendaflaran Kelompok Pembudidaya lkan (pokdakan)
c. Melampirkan KTP Anggota Kelompok
d. Melampirkan Kartu KUSUKA

lV. Peringatan :

1 Apabila Kelompok Pembudidaya lkan (Pokdakan) belum memiliki Surat Pendaftaran yang di Keluarkan oleh Oinas maka Kelompok tersebul belum
terdaflar dan tidak bisa mendapatkan bantuan.

2. Kelompok Pembudidaya lkan pada saat mengajukan proposal maka Kelompok tersebut masih aktif melakukan budidaya ikan.

3. Perwako Nomor 60 Tahun 2012 Tentang Uraian Tugas pokok dan

Fungsi Lembaga Teknis Daerah Kota Batam



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

BANTUAN SARANA PRASARANA PERIKANAN BUDIDAYA

NO URAIAN PROSEDUR

PELAKSANA MUTU BAI{U

PEMOHON KASI KABID KEPAIA OINAS KELENGKAPAN OUI PUT

1
Pen8ajtran proposal pe\rmohonan bantuan
darikelompok -_l Rekap Proposal Proposal yanS masuk

2
Menerima, surat ateu proposal permohonan
bantuen yang masuk --l Proposalyang masuk 5 Menit Proposal yanS masuk

3

Menerima, memverafikasi dan mempelajari
Proposal bantuan yangmasuk dan
meneruskan ke Kadis. -l PrcposalyanS masuk 15 menit Telaah ProposaU Disposisi

4
Mene.ima, menelaah proposal dan
menerusken ke xabid Telaah Proposal/ Disposisi 15 menit reraah Proposarl ursposrsr

5
Menerjma, menelaah dan mendlsposisi ke
(esiSarpras __l Telaah Proposal/ Disposisi Rekap Disposisi

6
Menerlma, memverifi kasi, mehcatat dan
menginput proposal yang mesuk

_l Rekap Disposisi 30 Menit Rekap

7
Menerima dan mengarsipkan data
menindaklanjuti bila ada proSram bantuen Rekap 30 menit

Rekap Calon Penerima

Eansos

__l
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Judul SOP Pemantauan Hama dan Penyakit lkan

Dasar Hukum ll. Kualifi kasi Pclaksana

1. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004
tentang Perikanan

2. Peraturan Mentri Pendayagunaan Aparafur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012
tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Adminisfiasi Pemerintahan

3. Peraturan Walikota Batam Nomor 31 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasiornl
Prosedur (soP) Penyelenggaraan pemerintahan di Lingkungan pemerintah Kota Batam

4. Peraturan Walikota Batam Nomor 49 Tahun 2016 Tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas
Dinas Perikanan

1. Memaharni tentang Hama dan Penyakit lkan

2. Memahami Teknis Budidaya lkan

lll. Keterkaitan : lV. Peralatan dan Perlengkapan :

1. Pena, Pensil, Penghapus, Penggaris, alat hitung

2. Formulir data/Kuesioner, alat perekam gambar dan,suara

Peringatan Pencatatan dan Pendataan :

1. Disimpan sebagai data dokumen manual1. Jika SOP tidak dijalankan, maka pembudidaya tidak terpantau dari hama dan penyakit ikan



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

PEMANTAUAN HAMA DAN PENYAKIT IKAN

PELAKSANA MUTU BAKU
NO URAIAN PROSEDUR

KEPALA OINAS SEKRETARIS
KEPALA
BIDANG

WAKTU OUT PUT
KETPETUGAS

PEMANTAUAN

PELAKU
USAHA

BUDIOAYA

KELENGKAPAN
PERSYARATAN

1 rinlah Tugas Surat Perintah Tugasdraf Surai Perintah Tugas 30 Menit

2 Menyiapkan Alat dan Bahan
Pemantauan hama dan penyakil
lkan

SPT, Alal dan Bahan
Pemantauan hama dan
Penvakit lkan

60 Menit Alat dan Bah3n
Pemantauan hama dan
Penyakit lkan

3 Pertemuan Teknrs de
Pemantauan hama dan penyakit

-J
Alat d8n BahanAlat dan
Bahan Pemantauan hama
dan PenYakit lkan

'120 Menit Metode Alat dan Bahan
Pemantauan hama dan
Ponyakit lkan

4 Menyiepkan melode Alat dan
Bahan Pemantauan hama dan
Penyakil lkan

Metode Alat dan Bahan
Pemantauan hama dan
Penyakit lkan

120 Menit Teknis Pemantauan
hama dan Ponyakit lkan

5 Ieknis Pemantauan hama dan
Penyakit lkan

Teknis Pemgntauan hama
dan Penyakit lkan

240 Menit Dala Pemanlauan hama
dan Penyakii lkan

Tidak
(

6 Melaporka n Hasil Pemantauan
hama dan Penyakil tkan

Tida

Dala Pemantauan hama
dan Penyakit lkan

60 Menil Hasil Data Pemantauan
hama dan Panyakit lkan

[E
7

Ya
Hasil Oata Pemantauan
hama dan Penyakil lkan

120 Menit Dokumen Hardcopy
Pemantauan hama dan
Penyskit lkanI

dan memvalidasi Hasil
Pencatatan dan pongumpulan

enerima Dokumen
Pemantauan hama dan penyakit
lkan

Memeriksa

idanDaia
Hardcopy Dokumen Hsrdcopy

Pemanlauan hama dan
Penvakit lkan

60 Menil Hardcopy Tabulasi Data
Pemanlauan Hama dan
Penyakit lkan

Laporan pelaksanaan Tugas -I 30 Menit Laporan Pemantauan
Hama dan Penyakil lkan

Hardcopy Tabulasi Data
Pemanlauan Hama dan
Penyakit lkan

EiIE I= l=IH IIII

-I- rryIF-l I
-

Ia.J -

I
, trrL..J I

EIa
-L.

I

-

KEPALA SEKSI
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JudulSOP Pencatatan dan Pengumpulan Oata Perikanan Budidaya

1. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2OOg perubahan atas Undsng-Undang Nomor 3l Tahun 2OO4
tentang Perikanan

2. Peraturan Menti Pendayagunaan Aparatur Negara dan Rgtorma6i Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012
tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional prosedur Administrasi pemerintahsn

3. Peraturan Menteri Kelautan dan pedkanan Nomor 6.1 Tahun 2020 tentang Satu Oata Kelautan dan
Perikanan

4. Pe.aturan Walikota Batam Nomor 3l Tahun 2012 Tentang pedoman pcnyusunflt Standar Operasional
Prosedur (SOP) Penyelenggaraan pemerintahan di Lingkungan pemerintah Kota Batam

5. Peraturan Walikola Satam Nomor 49 Tahun 20.16 Tentang Tugas pokok, Fungsidan Uraian Tugas
Dlnas Perikanan

l. Dasar Hukum ll. Kualifikasi P!laksana

1. SOP Pengimputan Data perikanan Budidaya

2. SOP Pengolahan D.ta perikanan Budldaya

lll. Kel6rkaitan :

1. Pena, Pensil, Penghapus, Penggaris, alat hitung

2. Formulf data/Kuesioner, alal perekam gambar dan suara

lV. Peralatan dan Perlengkapan

1. Jika SOP lidak dijalankan, maka data hasilpencatatan dan pengumpulan data bisa salah

Peringatan : Vl. Pehcrtatah dan PendeLan :

1. Disimpar sebagai data dokumen manual

'1. Memahami Data Perikanan

2. Memahami Teknis Pencatatan dan Pengumpulan Oata Perikanan



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

PENCATATAN DAN PENGUMPULAN DATA PERIKANAN BUDIDAYA

NO URAIAN PROSEDUR

PELAKSANA MUTU BAKU

KETKEPALA DINAS SEKRETARIS KEPALA
BIDANG KEPALA SEKSI PETUGAS DATA

PELAKU USAHA
BUDIDAYA

KELENGKAPAN
PERSYARATAN

WAKTU OUT PUT

1 1 T!gas

-
-

--

-

.I

-

il draf Surat Perintah Tugas 30 Menit Surat Perintah Tugas

2 Menyiapka n AIat dan tsahan
Pencatatan dan pengumpulan SPT, Alat dan Bahan

Pencatatan dan
PenqumDulan Data

60 Menit Alat dan Eahan
Pencatatan dan
Pengumpulan Data3 an Teknis Metode

Fencatatan dan pengumpulan
Data Perikanan Bud ida F I

Alat dan Bahan Pencatatan
dan Pengumpulan Data
Budidaya

120 Menit Metode Pengisiqr Form
Kuesioner/lembar Form
Oata Perikanan Budidaya

4 Pencatatlrr d-an Pengumpulan
Oata Perikanan Budidaya di
Pelaku Usaha Budid aya lkan

L- .I--
iletod6 Pengrsian Form
Kuesioner/lembar Form Data
Perikanan Budidaya

120 Menn Teknis Pengisian Form
Kuesioner/lember Form
Oata Pgrikanan Budjdaya5 Mernberika n Data dan lnformasi

Usaha Budidaya tkan F Teknis P6ngisran Form
Kuesione/lembar Forh Data
Perikanan Budidaya

60 Menlt Data dan lnformasi Usaha
Budrdaya lkan

6 elaporkan Hasil Penoatatan dan
Pengumpulan Dala porikanan

udida
Tidak

-J
Data dan lnformasi Usaha
Budidaya lkan

60 [ilenit Hasil lsian Form
Ku6sioner/lembar Form
Data Perikanan Budidaya7 emeriksa dan memwlidasi Hasil

Pencalatan dan Pengumpulan
Oata Pefikanan B udid

I
Hasil lsian Form
Kuesioner/lembar Form Data
Pe.ikanan Budidaya

120 [,lenit Dokumen Hardcopy lsien
Kuesioner/lembar Form
Data Perikanan Budidaya8 elaporkan Hasil Pencatatan dan

Pengumpulan Data perikanan
Budida fl Dokumen Hardcop!, lsian

Kuesioner/lembar Form Data
Perakanan Budiday.

60 Me.it Hardcopy Tabulasi
lnputan Oata Peikanan
BudidayaI Laporan pelaksanaan Tugas

I *I Hardcopy Tabulasi lnputan
Data Perikanan Budidaya

30 Menit Laporan Pencatatan dan
Pengumpulan Data
Perikanan Budiclaya
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JudulSOP PEMBINAAN PEMBU IDAYA YANG AKTIF
BERBUDIDAYA

Undang-Undang Nomor 45 Tahun ZO09 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun
200i1 tenta[g Perikanan

Peraturan MenteriKetautan dan perikanan Nomor 49/PERMEN-KP/2014 Tentang Usaha
Pembudidayaan lkan

Peraturan Walikota Batam Nomor 5 Tahun 2015 Tentang pedoman Tata Naskah Oinaq di Lingkungan
Peme,intah Kota Batam

Peraturan Wallkota Batam Nomoi,lg Tahun 20.16 Tentang Tugas pokok, Fung6i dan Ulaian Tugas
Dinas Perikanan

l. Oasqr Hukum

2

3

4

1. Mampu Mengoparasikan Kompuler (SMIJSMK, D3, 51 )

2. Memahami Tekris Pembinaan (SMA/SMK, D3, Sl )

3. Memiliki kompetensi Teknis dan llmu Perikanan Eudidaya (SMK Perikanan, Sl Perikanan
Budidaya)

ll. Kualifikasi Pelaksana

1

2 Materi yang disampaikan pada kegiatan pembinaan meliputi seluruh aspek yang berhubungan dengan teknis pembudidayaan ikah

Kegiatan pembinaan dapat dilakukan baik melalui cara bertatap muka dilokasi pembudilayaan ikan maupun online a

PeEyaratan :

pabila diperlrkan ataupun via telepon

'l . Metode dan materi pembinaan disesuaikan dengan kebutuhan dan kendala yang dihadapi oleh pembudidaya

2 Jadwal pelaksanaan kegiatan pembinaan pembudidaya yang aktif berbudidaya dapat bcrubah dan disesuaikan dengan kesediaa0 waKu oleh pembudidaya

lV. Peringatan :



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

PEMBINAAN PEMBUDIDAYA YANG AKTIF BERBUDIDAYA

NO URAIAN PROSEDUR

PELAKSANA MUTU BAKU
KETPEMBUDIDAY PETUGAS

PEMBINA,/STAF
KEPALA SEKSI

KEPALA
BIDANG

SEKRETARIS
KEPALA

DINAS
KELENGKAPAN
PERSYARATAN

WAKTU OUT PUT

1 Menyusun reoGnE dii iadwat
k€giatah p6mbinaan pembudidaya
y€ng aktif berbudidaya -l

Panduen teknis dan lit€ratur
terkait pembhaan
pembudidaya, Data
Pembudidaya lkan

900 Menit Draft rencani dan jadwal
kegiatan pembinaan

2 Menerima drafr, m6lakukan koreksi
dan membuat catatan
perbaikan/percetujuan dan
disposisi

Tid ak setuiu - perb t_rikan
Drafr rencang kerja dan
jadwal k€gialan pembinaan

60 Menit Catatan
perbaikan/persetujuan

3 Mengotjk draft dan mehcetak
dokumen kegiatan pembinaan

Catrtan
perbaikan/p6rsetuiuan

120 i/lenit Rencana keria dan jadwal
keglatan pembinaan

4 Menerima dokumen kagiatan
pembinaan, menandatangani
dokum6n dan membuat disposisi

t_ R6ncana k6rja dan jadwal

kegiatan pembinaan
30 t!,4en t Lembar disposisi, dan

Rencana kerla dan jadwal
kegtaten pembrnaan

5 Menyusun jadw€l rinc[ petugss
p6mbina dan m6mbuat disposisi r I

Lembar disposisi, dan
Rencana kerja dan jadwal
kegiatan pembinaan

30 lvlenI Draf Jadwal kegiatan,
petugas dan l€mbar disposisi

5 Mengetik jadwal kogiaian, petugas
pembina dan draft SPT

Draf Jadwal kegiatan,
petugas dan lembar
disposisi

120 Menit Jadwal kegiatan, p€tugas dan
lembar disposisi

6 Menerima dan memproses drafr
SPT secara administrasi

I Draft SPT 20 Menit Lembar administrasi draft
SPT

7 Menerima dan menandatangani
draft SPT

lembaran administrasi dralt
SPT

60 Menit SPT

8 Mela kukan pembinaan terhadap
pembudidaya yang aktaf J SPT dan bahan pembrnaan 120 Menit Kegiatan pembinaan

9 Membuat draft laporan tertulis
terhadap kegiatan pombinaan yang
telah dilakukah -_l

Dokumentasi kegiatan 60 Men( Draf Dokumon dan lile sofr
copy laporao Pelaksanaan
kegralan pembinaan

10 l\renerima dan melakukan koreksi
dokumen laporan pelaksanaan
kegratan pembinaan

Tidak s
perbail

etuiu - 
|

an
Draf Ookumen dan file sofr
copy laporan pelaksanaan

kegiatan pembinaan

30 Menit Dokumen final laporan
pelaksanaan kegiatan
pembinaan

11 Pengarsipan dokumen laporan LJ* Dokumen laporan
pelaksanaan kegiatan

30 Menit Arsip (Salinan)
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Judul SOP Fasilitasi Pendaftaran Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan
Porikenen (KUSUKA) BudidEya

l. Dasar Hukum ; ll. Kualifi kasi Pelaksana

1. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3'l Tahun 2004
tentang P€rikanan

2. Peraluran Mentri Pendayagunaan Aparatur Negara den Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012
lentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional ProsedurAdministrasi Pemerinlahan

1 M"rpu Mengoperasikan Komputer

2. Memahami Teknis Pengambilen dan Pen(imputan Oata

3. Petaluran Menteri Kelsutan dan Perikanan Nomor 39/PERMEN-KP/20'17 tentarE Karlu Pelaku Ugaha
Kelaulan dan P€rikanan

4. Peraturan Walikots Batam Nomor 31 Tahun 2012 Tentang Pedoman P6nyusunan Standar
Operasional Prosedur (SOP) Penyelenggaraan Pemerinlahan di Lingkungen Pemarinteh Kota Balam

5. Peraturan Walikota Balsm Nomor 49 Tahun 2016 Tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas
Dinas Perikanan

lll. Keterkaitan :

1. SOP Pencatatan dan Pengumpulan Oala Perikanan Budidaya

2. SOP Pengimputan Data Perikanen Budidaya

lV. Peralatan dan Perlengkapan :

1. Komputer, Print6r

2. Jaringan lnternet

V. Paringatan :

1. Jika SOP tidak dijalankan, maka Kartu Pelaku Usaha Kelaulan dan Perikanan (KUSAKA) tidak terbit

Vl. Pencatatan dan Pendataan :

1 . Oisimpan sebagai data eleklronik dan dokumen manual



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

FASILITASI PENDAFTARAN KARTU PELAKU USAHA KELAUTAN PERIKANAN (KUSUKA) BUDIDAYA

PELAKSANA MUTU BAKU

NO KEPALA
OINAS

SEKRETARIS
KEPALA
BIDANG

KEPALA
SEKSI

PETUGAS
OATA DAERAH

PELAKU
USAHA

PETUGAS
OA]A PUSAT

KELENGKAPAN
PERSYARATAN

WAKTU OUT PUT

1 Perintah Tugas

-

draf Surat Perintah Tugas 30 Menit gurat Perintah Tugas dan
Blanko Formulir Pendafrara
KUSUKA Budidaya

2 Ponyiapan dan Ponyerahan
formulir Pendataan KUSUKA
Budidays pada Pelaku l,Jsaha

30 [renit Ellanko Formulir Pendaltara
KUSUKA Budidaya

Surat Perintah Tugas dan
Blanko Formulir Pendafrara
KTJSUKA Budrdaya

3 Pengisian dan Penyedhen formutir
Pendataan KUSUKA Budidaya
Ipda Petugar

Formulir Pendaftara
KLJSUKA Budrdaya

60 Menit Formulir Pendaftara KIL,SL,KA

Brdidaya terisi dan Dokumen
Pendukunq

Tidal4 Verlfikasi dan Validasi Oata
Dukung KUSUKA Budidaya

30 i.4enit Formulir Pendafrara KTJSUKA

Ehldidaya teri6i dan Dokumen
Pendukuno yanq Valid

Formulir Pendaftara
KUSLJKA Budldaya terisi dan
Ookumen Pendukunq

I5 ialolakukan P€ngimputan Data
XUSUKA pada Aplikasi Satu Data
XUSUKq KKP RI

45 Menit Data lnputan KUSUrG
Ekldidaya dan Dokum6n
Pendukunq

Formulk Pendafrara
KUSUKA Budidaya terisi dan
Dokumen Pendukung yang

Tidak6 Verifikas idan Validasi Data
Dukung KUSUKA Budidaya

30 Menit Data lnputan KUSUKA
E}lJdidaya dan Dokumsn
Pendukunq ysnq Valid

I
Oata lnputan KUSUKA
Budidaya dan Dokumen
Pendukunq

I7 Mencetak Kartu KUSUKA
Budidaya

-

Data lnputan KUSUKA
Budrdaya dan Dokumen
Pendukuna Yanq Valid

5 Menit Kartu KUSUKA Budidaye

I Meregistrasi Kadu KUSUKA
Budadaya

Kartu KUSUKA Budidaya 10 Menit Data Regitrasi Kartu KUSUKA
Ekldidaya, Lembar K6ndali
dan Kartu KUSUI(A Budidaya

I

Budidaya

Mehyerahkan Kartu KUSUKA
Budidaya pada Pelaku Usaha t_ --

Lembar Kendali dan Kartu
KUSUXA Budldaya

10 Menit Lembar Kendali dan Kartu

KLJSLJKA Budidaya

10 Laporan pelaksanaan iugas Laporan Fasilitasi
Pendaft aran Kartu KUSUf\A
EhdidaYa

-

Lembsr Kendali 15 lVenit

EIET IIIIIIIIII

EI::E tsIITIIIIt'-!L.J
IE lLIIE II_-III G IrL. III
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PEMERINTAH KOTA BATAM

DINAS PERIKANAN

Nomor SOP 312 /soP'PB/DP-BTM/3/202',|

Tanggal Pembuatan l+ t\,,!aret 2021

Tanggal Perubahan

Tanggal Efektif Marc|2021

Dasahkan oleh

r
KEPALA DINAS PERIKANAN

KOTA BATAM I
I

(gre r 0819 199203 2 005

JudulSOP Penqinputan Data Perikanan Budidaya

l. Dasar Hukum ll. Kualifikasi Pelaksana

1. Undahg-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 200,1
tentang Perikanan

2. Peraturan Mentri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012
tentang Pedoman Penyusunan Standar Operaslonal Prosedur Adminislrasi pemerintahan

1. Mampu Mengoperasikan Microsoft office

2 Memahami Data Perikanan

3. MemahamiTeknis Pengimpu(an Data Perikanan Budldaya

3. Peraturan Menteri Kelautan dan Pe.ikanan Nomor 6'l Tahun 2020 tent6ng Satu Oata Kelautan dan
Perikanan

4. Peraturan Walikota Batam Nomor 3'l Tahun 20'12 Tentang Pedoman penyusunan Standar Operasional
Prosedur (SOP) Penyelenggaraan Peme.intahan di Lingkungan Pemerintah Kota Batam

5. Peraturan Walikota Batam Nomor 49 Tahun 2016 Tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas
Dinas Perikanan

lll, Keterkaitan : . Peralatan dan Perlengkapan

1. SOP Pencatatan dan Pengumpulan Data Perikanan Budidaya

2. SOP Pengolahan Data Perikanan Budidaya

1. Komputer, Printer

V. Peringatan :

1. Jika SOP tidak dijalankan, maka data hasil inputan bisa salah

Vl. Pencatatan dan Pendataan :

1. Disimpan sebagai data elekfonik



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

PENGIMPUTAN DATA PERIKANAN BUDIDAYA

NO URAIAN PROSEDUR

PELAKSANA MUTU BAKU

KET
KEPALA DINAS SEKRETARIS

KEPALA
BIOANG

KEPALA SEKSI PETUGAS OATA
KELENGKAPAN
PERSYARATAN

WAKTU OUT PUT

1 Perintah Tug6s

-

--

-
-

--

-

il draf Surat Perintah Tugas 30 Menit Surat Perantah Tugas

2 ttlenyusun dan Meng-iompol(tan-
hasil isian kuesione/lembar Iorm
q4A perikan.n budidaya + SPT dan Data hasil isian

kuesioner/lembar form data
perikanan budidaya

420 Menit Kelompok lsian
Kuesioner/l6mbar form Data
Perikanan Budidaya

3 ginput data dari form lembar
data perikanen budidaya + Kelompok lsian

Kuesioner/l6mbar form Data
Pefikanrn Budadaya

20 Menit Dokumen Frle Hasil lnputan
Data Perikanan Budidaya

4 elaporkan hasil olahan data
perikanan budidaya Tidak

{
Dokumen File Hasil lnputan
Data Perikanan Budidaya

60 Menit Rekapitulasi lnputan Data
Perikanan Budidaya

5 Memeriksa dan memG dasi
i0putan data perikanan budidaya +* I

Rekapitulasi lnputan DatE
P6rikanan Budldaya

240 Menit Dokumen Hardcopy dan
sofrcopy lnputan data perikanan
budidaya

6 f,elaporkan hasil inpulen data
Perikanan budidaya I.- {

Ookum€n Hardcopy dan
softcopy lnputan data
perikanan budidaya

60 Menit Hardcopy Tabulasi lnputan DEta

P€flkanan Budidaya

10 Laporan petaksan-an-ug--
I *I Hardcopy Tabqlasi lnputan

Data P€rikanan Budidaya
30 Menit Laporan Pengimputan Data

Peflkanan Budidaya



L$
PEMERINTAH KOTA BATAM

DINAS PERIKANAN

Nomor SOP !, 3 /SOP,PB/DP-BTM/3/202'l

Tanggal Pembuatan lT Marct2l2l

Tanggal Perubahan

Tangoal Efektil Matel2O2l

Disahkan oleh
trxseer-l 

orr,rls eenrxluri f. KOTABATAM T

lr. HUSNAINI

(h'" 0819 199203 2 005

Judul SOP Pengolahan Dala Perikanan Budidaya

. Dasar Hukum : ll. Kualifikasi Palaksana

1. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Penbahan atas Undang-Uhdang Nomo. 31 Tahun 2004
tentang Perikanan

2. Peraturan Menti Pendayagunaan Aparatur Nega.a dsn Roformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012
tentang Pedoman Penyu6unan Standar Operasional Prosedur Administrasi pemerintahan

3. Persturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6l Tahun 2O2O tentang Satu Data Kelautan dan
Perikanan

4. Peraturan Walikota Batam Nomor 31 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pcnyusunat Standar Operasional
Prosedur (SOP) Penyelenggaraan Pemerintahan di Llngkungan Pemerintah Kota Batam

5. Peraturan Walikota Balam Nomor 49 Tahun 2016 Tenlang Tugas Pokok, FungEi dan Uraian Tugas
Dinas Perikanan

1. Mampu liiengoperasikan Microsoft offce

2. Memahami Data Perlkanan

3. Memahami Teknis Pengimputan dan Pengolahan Qata Perikanan Budidaya

lll. Kebrkaitan : . Peralatan dan Perlengkapan :

1. SOP Pencatatan dan Pengumpulan Data Perikanan Budidaya

2. SOP Pengimputan Data Perikanan Budidaya

1. Komputer, Printer

2. Jaringan lntemet

V. Pedngst n :

1. Jika SOP lidak dijalankan, maka data hasil olahan bisa keliru

Vl. Pencelrah deh Perdrtaan :

1. Oisimpan sebagai data elekbonik dan dokumen manual



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

PENGOLAHAN DATA PERIKANAN BUDIDAYA

PELAKSANA MUTU BAKU

NO URAIAN PROSEDUR
KEPALA DINAS SEKRETARIS

KEPALA
BIDANG

KEPALA SEKSI PETUGAS DATA
KELENOKAPAN
PERSYARATAN

WAKTU OUT PUT
KET

1 Tugesnla

-

draf Surat Penntah Tugas 30 Menit Surat Perintah Tugas

2 Menyusun dan Mengelompokkan
hasil inputan data perikanan
budidaya

SPT dan Data hasil inputan 420 Menit Kelompok Data Perikanan
Budidaya

3 Menganalisa dan l\,!enlolatr data
perikanan budidaya

Dokumen file hasilolahan Date
Perikanan Budidaya

Kelompok Oata Perikanan
Budidaya

2000 N-,lenit

k
Tidak

4 Melaporkan hasil olahan data
perikanan budidaya Tidi

Dokumen file hasil olahan
Data P6rikanan Budidaya

60 [renit Tabulasi Oata Perikanan
Eudidaya

5 I\remeriksa dan memvalidasi
olahan data perikanan budidaya

E Tabulasl Data Perikanan
Budidaya

840 [4enit Tabulasi Dala Perikenan
Eudidaya h6sil validasi

6 Irilencetak data perikanan budidaya
hasil olahah

60 [4enit Hardcopy tabulasi data
perikanan budidaya

Tabulasi Data Perikanan
Budidaya hasil validasi

7 n data PerikananlV€laporka
budidaya r Hardcopy tabulasi data

perikanan budidaya
60 Menf Hardcopy tabulasi data

p€rikanan budidaya hasil
validasi

Is I\rendokumentasikan data
perjkanan budidaya --

Dokumen Hardcopy dan
sofrcopy data perikanan
budidaya

Hardcopy tabulasi data
perikanan budidaya ha3il
validasi

60 Menit

10 Laporan pelaksanaan Tugas It Ookum€n Haadcopy dan
sofrcopy data perikanan
budidaya

30 Menrt Laporan Pengolahan Data
Perikanan Budidaya

--r
t- rr.-r

I

EIII r-I

-
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I
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I



PEMERINIAI{ KOTA BATAII
OIiIAS PERIKANAN

Nomor SOP @( /soP/sET/Dp-BTM/2021

Tanggal Pgmbualen Janoal2021

Tangoal Revbi i^^4t Lo/l
Tanggal Efektif

Disahkan oleh #t"ALA DINAS PERIKANAT{

KOTA SATAM t
(n

lr. HUAt{Alll

19620819 190203 2 005

Judur soP Pemblnrrn Mltu Produl Peakinrn poftatrllr (Xctompoi
Plngolthdn dln Pam6Er.n)

Daaar Hutum

2

Parm.np.n RB No 33 tlhun 2012 tantlng prfltu.an Mantcd pmdayt0un[n Aplntur NaCsrt d.n
R.lo.marl Bllokrrllt nt!n! Prdomtn Panyusun.n Slrndat Opltaaionrt pro&durAdmtnlltlrl
Pamadn[han

Pcnranpln RE N0.19 hhun 2018 tanhne Prnlur.n Mlntlrl Prndayigunrtn Ap!0tur Nagart d8n
Rolb.mltl Bllokllj lrnhng Prnyutun.n Pctr Prolat Bllntt hltrnlt pcm! ntrh

3. Plmandagrl No,90 lrhun 2010 tanUn! F.rdunn K.m.nt drn Ddlm N!!ai (p!nri!nd{rt) ttnirng
Kladikrtl, KodaiktC, Drn Nom.nklatur Prtancrn.rn PrrnbanCunfi OltKautnCln O!.r!h

Undrno-Undm9 Nomor 1E trhun 2012 trnlrng Ptngan, Pcmadntrh Puaat dln Pamrdnbh Oar6h
har$ nlnltmln tln lludny. X.|manan Pangm DlEtrp Rantrl plngan gacen T.mdu;

s Prr.tunn lhntad Xotautrn dan Prikrn.n No. 32 Uhun 2O1o bnttn! patunjuk Taknla J$ahn-' Fungrlonal Prmbin! Mutu Hat Ka[ulrn drn partkmrn

Aapulu n M6noI l\attuEn oln ptritntn xapuDll( tnqonat[ No oz4lt\ErM!N-^r/au1J lan[ng
C. Porlytr.En J.mlnrn Mut! d.n Kclmrntn lhtllPliklnan Padr Prora! prcduktl, pcnedrhm dln

Ku.llfika.l Palrk..n.

r Mlm.hrmi p.r.turrn porudrn!-und.ngrn yrng brt|lt drngsn Juknls Psrnblna Mutu d.n Paoylolrn'' J!mln.. Mutu d.n Kalmrntn liatllParlklnrn
2. l4lmlllkl S.dtlklt Scbsgrl P.mblnr Mutu P.eduk Padkrnrn

3. Mlmlllkl komrmpuln untuk maltkukln Prmbln.ln Mutu Produk Pgdkanan

4. Mrmlllkl k mtmpum mlmbu.t l.po[n hrlll prmblnam

5. tiLmlllkl kantrn.nlln drhm palrk.ln*fi t!g!!

Katfirtr.n

1 Drle Poklrha6r

2. TuCar Pokok dan tunCd

Paralat dParlanlkaptn

1 Prrlngk.t Kompular

2. Buku C!l,.ten pslrk[naan tuoe.

3 Alrt ookumlnt El

rlngabn

. Apablla tidak dijalankan s$uai SOP, make k.giati.n tdak skan berjalan tancar1

Poncalllln dln Pgndatarn

1 Disimpan s€bagaidokLrmen Lapo€o

2. Dokumen Pembinaan Mutu Produk Perlkanan



t
SOP PEMBINAAN MUTU PRODUK PERIKANAN DI POKTAHSAR BINAAN

DINAS PERIKANAN KOTA EATAM

URAIAI{ PROsEDUR (EIERAI{GAI{rA5I OIIIA MUIU
Drwistflt(^sr

PfiODUX PERIXAI{AN

XABID DAYA SAII{G

PRODUX PERIXAI{AiI
TIM PEMIII{A MUIU

'IA'f
I(ELENGXAPA DAII PETAIATAN WAI(TU OUTPUT

I 4 5 6 7 8
1 n Jedwel Rancana Monltorlnt dan P€mbinaan Mutu

Produk Plrlkan.n pada Poklahsdr 8ln.an Otn6s p.rtkanan Kota
8.t n !!tl.p .e,al bul.n be4alr6 a lOl.nder, form Jadwal 180 Menit

ladwal W.ku Monltorlngdan
P€mbtn.an Mutu Produk Pokl,hsar

Elnaan

2. Melaporkan Jadwal ilncen. IVonltorln! d.n Pamblnarn Mirtu
Produk Parllanm pada ptda poll.hBr Btn.an DIna
Parlkanrn lot. Batam llpada (abld pospp

J.dw.l W,kt! Monltorlnt drn
P.rhblnftn Mutu Produk

Pollahrar Blnran
15 Menlt ACC

3 Monltorln! d .n Pa,hblnarn Mutu Produk Parlk nan pada
pad. Pollihlr 8ln..n 0lna3 P.rtlanan Xota Brtam dlla*ulan
!.oara hnailnaturun bartalta Tlm l(.d ltna Mulu Otvadfll(arl
Produl Paflkanan, st.ff dan Tln Pambtna Mutu (pantamtl.n
ia!url padomah/ Prnaukur.n, daI panlhtln)

ACC 4 h.rl (prrbul.n) Fom!llr hla.t, drn chaallit

4. Mar.l.p oat. dan lhformaat ytig
Pokhh!ar Elnaan 0tnt! P!rlkan.n

dlp.rol.h d.rt p.dt I 30 m!nl!
R.lapan Harll Monlto nt dan

Pambln..n Mutu Produk Pokl,hrar
Elnaan

5 Mantolah drn tvtCnunqllrr Drt! dan ln asl yant dldrp
drnSan m.nt8unakrn prdoman y.n! tahh ,da f nrk.p.n B.dl Monltorlhl d.n

P6mblnatn Mutu Produl
Pollahtar 6lnean

60 m!nlt
D.t. Harll Monltorlnt dan Pambln!.n

Mutu Produl Pol{ahrar Blnran

6 .t Lirpor.n H.rl Monllortnt d.n prmSintin l,tuO
Produk P.rlkan.n prda Pollthiu llnarn Otn.t plrtltnan I ofta Harll Mon ltorlnt dan

Pamblnaan Mutu Produk

Pollahta. tharn
60 mlnlt

l.por.nH,.11Morltorl d.n
Pamblnr.n Mutu Produl Pold.hn.

Btn.m
1 Mllrpork.n hadl Monttorln3 tn P.nbln.rn Mutu trodul

Parlkanrfl pada Poklah r llnaan Dlnar Parlkanrn Notr lrtam
*.p.d. lgbld PoIPP

laporan Hrtll Monltodnt dan

Pambhaan Mutu ProduI
Poklahrar Blnran

15 M.nlt
trportn Haall Monltorlnt dan

Panlbln.rn Mutu Prcdul Poklahtar
Blnltn

-

l.poran Hrrll Monltorlnt dan

Pafiblnran Mutu Produk

Pokbh3ar 0ina,n
30 monlt Arrlp

I

Formullr hl.n, dtn ahaclltt

8 lrcn!.rtlpktn hi.tl Monttortn3atlr fcnrbtnirn irt-tu prorta-
Perllm.n P.d. pada Pokl.h$r Bth..n Otn.t parllanan Xota
Eotam



PEiIERITITAH KOTA BATAiI
OINAS PERIKAT{A}I

Nomor SOP (?l. /soPi sEr/DP,BTtw2or 9

Tanggal Pembualan Januari 2019

Tanggal Revisi Nw<I 2a7-l

Tanggal Efektil

Disahkan oieh r\d KOTA BATAM

4n,
lr. HUSNAINI

0620819 199203 2 005

Judul SOP Pombinaan Mutu Prcduk Porik.nan t Fl (Usaha P.neolahan lkan)

1o...'' xur,.n
I

1 P6rmenpen
Relormast I

RB No.3S lthun 2012 tantang Poratu[n M.nt!fl Pan.lsyagun.rn Aplr.tur Nogare dan
lroknlltonttng Pedomrn Plnyulunsn Standar Oparellonal Proaldur Admlnlslrsrl

P.mrdnEhm

2. P.manpan RB llo.to tahun 201t bnhn! Padtunn ilrntari Pandsy{unrn Aptntur N!g!E dan
Rrlbrmr8l Bkoknd tsnttnC Prnyurunrn Pat! Pro$r Blrnia lnatand pcmrintlh

f. P.rmandl9d No.90l,.hlJn 201e tanbne Plrtturln Klmantrflan ollrm Nog.fl (Prmrnda0d) t ntrne
KbrnkiC, Kodliktli, Dm Nomlnklalur PaEnctnrln P.mbtngunln Otn Krutngrn Ol.lrh

r Und.no'tJndang Nomor 16 Trhun 2012 l.ntgng P!ng.n, P.mtdntah pulrt d.n pamortntrah 06.rah' htrui manjamin lqrvujudnyr Kolmtrun Penoan Dtrat€p Ranhr Pangan Sacrr8 Trrpadu,

5
Panturan illnt .t K.lrutrn dm Padk$tn No. 32l,rhun 2o1g tmlano patuniuk Taknlt J.bltrin
FunollonEl Prmbtn0 Mutr/ H., K.laulrn dan pa krnan
l\6pulutan M€ntln 

^el6ulln 
qan Faflxtnln ncpuolK tnooma[ no. aa4r^EpMEit.^t /zu I J t anllng

6. P.oylrrlrn J.mhin Mutu dan Kllmanrn Hatlt P.rtk.nan padr prolla plodukrt, prngotShan dm

Xuallflk..lPolrk..n.

r Mamrhlml Frlrturan p.Mlng-undang.n yang lr*Jt drng.n Jukn[ Ptmblnr Mulu drn Pr[yaratrn' Jrmlnrn Mutu dsn Klrmlnan Halll P.rlkrnrn

2 Mamlllki Slrllflkrt Slbao.l P.mbharn Mutu Ppduk Prrlkrnln
3 Mlmlllkl k.mlmpu.n untuk m.hkukrn Plmblnrsn Mutu Poduk Parlktnan

4. Mamlllkl kamtmpum mlmburt laporm halll prmblnarn

6. M.mlllll kavranrngan dal.m pahkllnrkan tug!!

1. 0.t! UPI Kola B.tam

2. TuC.t Pokok dan tungrl

Patrl.Un/Padangtrpln

1. Prnngkat Komput r

2 Buku Crtat o prlakuna.n tug..

3 Aht ool(urrnt !l

Pa ne.hn

1 . Apabila tidek dijalankan sesual SOP, heke kegiatan tidak akan be4atan tanc€r

P!nc{rt!11.1 P!nd!!!r'

'1. OigimDan sebagai dokumen Lapoan

2. Ookumon Pembinaan Mulu Produk Perikanan

KE'ALA DINAg PERIKANAN



SOP PEMBINAAN MUTU PRODUK PERIXANAN DI USAHA PENGOTAHAN IKAN (UPO

DINAS PERIKANAN KOTA EATAM

UNAN PROSEDUR

MUTU EAXU

(MRA GAI{
I(Ai 8II{A MUTU

orvEistf ttAsr
PROOlrPEl[(^ Al{

XABID OAYA 5AII{6
PRODUK PEiII(AI{AI{

NM PEMSITA MUTU STAIT XTtf I{GI(APAI{ OAN PERALA]AI{ WAKTT'l OUTPUT

I a 5 6 7 I
1. M€nyutun Jadwal Rencana Monltorlng dan Pembtnaan Mutu

Produk P.rlkanan p.da Usah. Plngol.han tkan (Upt) Kota
Batam satl.p 1 kall dalrm l buhn a Kaland.r, form iadw.l 180 Mlnlt

ladwal Wakl! Monltorlng dan

Pemblnaan Mutu Produk Perllanan

dlUsaha Penlol.han lkan lUPl) Xota

Batam

2. Mabporlan Jadwa, R.ncan. Monltorlnt da; pambtn..n Mltu
Produk Parlktnrn p.da Unha Pantol.han tkan (Upt) Xota
Eatam klpada k.bld PoSPP d.n Xapah OInff parlkanan t J.dw.l Wrktu Monltorlna d,n

Pamblnaan Mutu Produl
P.rlkrnrn dl Ur.ha P.ntol.h,n

lkrn {UPl) l(or S.um

30 mrnlt ACC

3. lvlontorldt d.n Pamblnaln Mutu produk pa k.nan p,da
Ul.ha Pantolahan ll.n lUPl) Xott Brtt|h dllallkan taa.ra
l Stunl turun bar!.m. llm (arl glna Mutu Dtvtrttflkatl
Produk Parlk.n,n, St fl d.n Tlm P.hbln. Mutu lpanltmal.n
r6tu.l padoman, P.naukuran, dan panlltt,n)

ACC 240 m€nlt Form!lk ld,h. dan.haallrt

4 .r.l.p 0,t. dan tnformrtl Y.n! dtp.rol.h dfil Ur.h,
P.oaol.h.n lk.n {UPt)

formiJlh hl,n, dan ahaclht 30 m.nlt

Data dan lnformad llaall3uryay
Pamblnrtn Mutu Produl Parllanrn
dlU..h. P.ntol.hrn lk.n (UPll xot

latan
5. Mentol.h drn Llanltnallia Drta dan lnformast yrna drdap

dahSln manliqnak.n padom.n yan!t.hh ada Dlta d,n lnformad Halll lurvay
Pamblhaan Mutu Prodql

Plrlkanan di Urthr Ptntolahan
lk.n (UPl) Kot. Satrm

30 m.nlt

Rahpan oata dan lnlormarl Haall
guruay Pamblnaan Mutu Produk

P.rlk.nrn dl U!.h. P.n&l.hrn lk.n
(UPl) Kot. B.t m

6 lrporan Haill Monltorlna d.n plmblnr.n Mutu
Produl P. Lrn.n P.d. U!.hr P.ntohh.n ll.n (Upl) t Rllapan Dlta dan lnfo.lnatl Hrdl

Survay Pamblnaan Mulu Prodr/I

Parl|(.n.n dl Urrhr Prnlol.hrn
llln luPll l(otl l.tlm

50 m.nlt
l.porr6 H.,ll P.mblnxn Mutu

Produk P6rll.n.n dl LJrrh.

P.naol.h.n lkrn (UPl) (ot !,t.m
'I .porkrn hrdl Monltorln! dan Plmbtn,an Mutu Produk

P.rllrnm Prd. U.rh. P.n&|.hlll ltln (trPtl totr B.t m
t.pd. hbld PoSPP

hporan Haall Pamblnran Mutu
Produk P.dk.nrn dl tltrh.

P.nlohhrn llln lUPl) l(otr 8rt!m
30 menlt

l$ona Harll Pa blnarn Mut!
Produl Prrlkrnan dl Uraha

P.naol.h.n lkrn lUPl) (otr !,t,m

8
Man!..rlplan harllMonltorlnt d.n Pambinaan Mutu produk

Parlkanan Ptda Ut.ha P.nSolah.n tkan (UPt) (ota 8.tam .L laporin Hatll P!mblnr.n Mutu
Produk Parlk.n.n dl Urah.

Plntolahan lkan (UPl) Kota Batam

30 ln.nlt Arllp

I



PEI/IERINTAH KOTA BATAM

OINAS PERIKANAN

Nomor SOP Qo3./SOP/SET/DP-BT[/it/20 1 9

Tanggal Pembuatan Januari 2019

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

Disahkan oleh KEPAC.A DINAS PERIKANAN
Aa KorA BArAM r

,( *,,
lr, HUSNAINI

s6208'10'199203 2 005

Judul SOP Penerbitan Sertlflkasi Halal

Hukum

1. Pcrmcnpan RB No.35 tehun 2012 tantang P.ralunn Msntod P.ndayegunun Aprratur Ncgera d.n
Rrformacl Elrokrall tsnt{n0 Pcdomen Plnyuounan Shndrr Opcrarional Prolcdur Adminlstmrl
Pamcrintghan

2. PermonpanRBNo.lgtlhun20lsttnt|ngPrntunnMcntcrlPcndayagunrlnAprnturNsgenden
Reformacl Blrokrari tcntang Ponyucunan P.ia Proler Bltnlt lnrtanai pcmcdntah

3. Pcrmondegrl No.90 hhuh 2019 t.n[n! Peratur.n K.montarirn Delem Ne06d (Pumcndrgrl) trntano
Klallfika3i, Kodattk8si, oen Nom.nklrtur Persncanaln pcmbengunan Dan Keurnean D.creh

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tcntang Pllrkaanlln Jemlnan produk Halal;

5. Pcruturan Pomsrlnt8h No. 31 trhun 20'19 tenteng lmplomontacl Jamlnan produk Hrlel

8. PMA No. 20 hhun 201 9 tontang Pcnyclcnggara Jemlnan produk hatrl

Kuallflk!3l Pelrkranr

{ Momrhrmi prnturan perudang.undangen yeng brkritdcngan Pclakrrnaan, lmplomcnlr3i dan" Ponyclrnggeren Produk Hrlal

. Mcmahiml p!ralunn pcrudang.undangen yang hrktlt dongan Prrsyerutsn Jrminrn Mutu dan Kormenrnt 
Hail Pcrikanrn

3. Memiliki kemempurn untuk mol.kransken kegiatan Sgrtlt{kasl Helal

4. Mrmiliki kelvrnangrn delam polrksrnrkan tuga!

'1. Ugul.n atau Propo3el Poklahrlr

2. Tugaa Pokok dan fungli

P.rulrt!n/P.rl.nek.prn

1, P6rangkal Komputer

2 Buku Catatan pelakunean tugas

3. Alat Dokumcntasl

Perlngatan

1. Apabila tidak dijalankan sesuai SOP, maka kegiatan tidak akan berjalan lancar

Poncatetan dan Pendatran

1. Disimpan sebagai dokumen Laporan

2. Dokumen Sertifikasi Halal



SOP PENERSITAN SERTIFIKASI HAI.AL

DINAS PERIXANAI{ KOTA EATAM

UMIAX Pf,O6EOUR
TflERAT{GAfl

STA'F

rcJMM
miltK

rcM
XAIID DAYA SAIf,G

PNODUX 

'TRIKAilAil

ltM ftMatta Mm BPIPH (EMEI{AG SEXRETARIS rGP rS D|ras PO(TAXSAR wrn o(rflrt

t
P.nSumpuhn orta arn GEm[t- Oiil p;nvutuh
Prndamplng l"rprngrn Ptrllrnan l(ot. B.tam T.rkttt
d.nlrr Pokl.hxr Blntan Oln.t p.rlktnrn yrhg Akan
dl Srrtlflkrsl H.hl ry Form NaEl{am.

Poll.h{r dm 0.b
Lrlnnyl

30 h..l Data dan lniormaal Naml
Potl.hrr

MrEk p D.tt d.n tntormrtt irnr Jiprrotrtr aia
P.nyuluh P.nd.mptnt La$nt r p.rllan.n Xot.
&tam T.rh[ d.niln poklahlr Blntan Dln.t
P.rikrmn y.nt Al.n dt Srnmbil Hrhl t!- Drta d.n hformatl Nama

Pollah!ar
t h..l il.m&ll.m. Poll.ha.r

3 Manyulun drn Varlflkarl
Blnmn Dlnar P.rtk n.n y.nt Ahn dt g.ntfik rt Htlrl r I h.rl

i.mrnr vrrltlllrl
Folhhsr lln.rn olnr.
Pdkrnrn flrtAlan dl

Melsporkrn Rcnc.nr Vorlflk.rl
Blnrrn Dlnt! p.rlbnrn VrnI Atrn dt S.rtMhrl
[rp.d. frbld pDtrPP dtn l(opth Dh.t p.rlkrnrn t_ ianaanr v.rllllarl

Potl.hr.r ilnaan 0hi!
hrll.nrn y.^t Al.n Cl

I hrrl acc

Im p.nbhr Mutu, rrrt ltnr Mut! otvirimhia
Pmduk P.rlk n.n, dan ltall Dlhtt p.rtk nrn
M.l.kuk n V.rlf,brl ltpara.n drnln MIodr luil.y
Lrr$ru kl Pou.hur-polhh{r yru AIrn dl
1, M.mtnuht (rtt.flr P.nlhhn
2, Ildrk Mrmrnuhl (rlt.dt prntlrtrn *

ACC 3 harl
Parmhonrn drn aa*.r
l.l.nlllnrh Poll.hr.r

0 rlsl ltnt Mutu Dtvrrtflk..t prodqt prrtkrnr; Dinit
Prdt.nln Malrluhn plhdtlttran k. lldrn
Prny.l.n.8trl Jrmhtn FroduI H.lrl lBp,lpH) MrLlul
Xrman!!il!n Altm. (ot. Brtrm

l0l.nthFrn Polhh..r
240 m.nlt lrtlfll.rl H.l.l

6

Prny.h6lt.n ,lrmtn.n Piodul H.hl (lpJpH)
(rmnt.dan A$ma fota latafi + llndr 1rilh.

l.rdaiil.n i.tlfil[l
H.ld

I 60 hr.l S.nlnllt H.l.l

Xarl Prodtl
Mm.rlm. hnlilllt Hllal dlrt &dtn prhy.l.nlgril
Jrmh.h Frcdul Hrht (tPlPH) Mrhlut S.nlitrt H.l.l 60 hfity 3fiilfik.t Hd.l

FDsPP

Jrmh.h Produk Htlrl (trplrH) r S.rlllllrt H.l.l a0 hrnlt gmtil.t H.hl

kr Dlna!
f.rhtt dtnlrh p.nrrtmt.n g.rilitk t Hrl.l dtrl ltdr
hhyll.nltrn ilmtnrn prcdut Hrl.l (EplFH) a 3fitllll.t hrl.l 1E mrnlt !.rtltlht Halrl

Krdl! d.nlrn
P.h.rlftttr l.nmbt H.l.l drl ladrr p.nYtl.nlltr.
Jrmlnrn PDduk 8.t.t lAp.lpH) a S.rtllll.t Xal.l 1l fr.ilt 3.rtllllrt Hrl.l

t1 prnyrrrhrn Scrtiitilt nrtlt t" Pokl.h$r

s!frlflk.t }lrlrl 30 manlt S.nlflkrt Hrl.l

PETYULUH PERIHI{Ail

N.nr'N.m. Pokhh.rr



PEMERINTAH KOTA BATA'Ii
OINAS PERIKANAN

Nomor SOP o0I. /soPisET/DP-BTi,V2ol I
TanggalPembuatan Januan 2019

Tanggal Revisi

Tanggal Efektit

OBahkan oleh KEPALA DINAS PERIXANA TL
V xora BATAM /

4
Judul SOP P.n.6lt n Strtitlk[l P.IRT (lroduktl lndu.h Rumfi T!ng!e)

1
Parmrnpsn RB No.S5 trhun 2otA tantrng p.rttuon Mantad plldry.gunrrn Apar.tur Nolrre dln
Rcformetl Elrpknal tonun! Padoman Panyulunln stlndlr OfarN.lonrt prclcdur Admlnlttrlll
P.mrdnbhrn

P.nnanprn RB No.te hhun 2010 tmbng P.6tunn Mant pand.ylgun[n Aprrdur N!g!r! dln
R.iormall BlrohnrtbntanC Panyuaunln Pds prox! Bl.nll lnatrnlt pcmarhtrh

PanntMlgd No.eo i.hun 2o1o lrnhng p.ntur.n Krmonl.drn Dal.m Nta.l (pcrmand$d) tanhn!
xlrlffk.El, tud.ikali, Dln Nomlnkhtur pcr.ncanlrn pcmbrngunan Orn Kcurngln D[rah

undtng-Undm! Nolrtor 18 T$un 2012 Enlrng Prng.n, prmrdnlrh pu!!td.n pamartnlrh Dranh
haaua manjamin taMuludnya Xarmtntn ptnoan Dttltlp Rantt psngsn Slcrra Tarpadu;

Panturan Manbri ltulahalln Rapubllk lndonatta nomor 70 Uhun 20.14 tanttno parulthmn Rumrh
T.ng0r Alrl Kcxhlt n dtn pldGkalrn Karahtt6n Rum$ TmCCri

Parrfuren Bd.n Pcn!.m! obrt dan Makln.n nomor 22 tlhun 2OlB llntlng pldoman pGmbrdan
S.dltlk.t Prpdukal Plngtn lndultrt Rum$ Ttngor

2

3.

{

15.

6

KualltlkaalPobltan.

1. Mamrhtml paratunn p.ndanC.undrngrn yrng bd$lt dlnoan Fldom.n Ponlbllrn Srdflharl PJRT

2 Mrm lml pa[tunn parud.nC-undlngrn ylne tlrkrn danean Prdlklhn Klachdrn R!m!h Tlnggt
3. l,hmlllkl k.mlnpu.n unluk mahklanlkan karirtan Sadtlkr.l P]RT

Mamlllhl ko tnrngln d.l!m pcl.k!.nrkan tugrt

Krrtatun

1 Ululan atlu Paapoael Poklahur

2. Tugt. Pokok d.n tungri

Pllrl.bnrP..l.ntk$rn

1 Prnnglat Komputar

2 Buku C.taLn pol.kunln tuort

3. Alal Dokumcnla8l

P.rlng.Un

I . Apabila tidak drjalankan gesuai SOp meka k6giatan tidak akan berjalan lgncar

Poncrtltrn drn Pandatarn

1 Disimpan sobaOrldokum6n Laporen

2 Dokumen Serlillkerl P-IRT

,$*i**=



SOP PENERBITAN SERTIFIKASI P.IRT (PANGAN INDUSTRI RUMAH TANGGA}

D]NAS PERIKANAN KOTA BATAM

URAIAN PNOSEOUR KEfEiAN6ANPENYUTUH

PERIKANAN
STAFF

XA$ BilA
MUru

DIVERSIFII(ASI

PROOUT

PEMTAI{AI{

KABID DAYA SAING

PROOUX PERIXANAN

TIM PEMIII{A
MUIU

PTSP
DIilA5

KESEHATAI{
SEKRETARIS KEPATA DIII'As POKI.AHSAR

XETENGKAPAN DAI{

PENALATAN
WAKTU OUTPUT

4 5 6 7
Pengumpulan dari
Pcnyuluh Pendamplng lapanBen p.rlkanan

Kota Batem T.rktlt dengan pokhhsar

Blnaan Dlnrr PGrikanan y.ng Akln
Srrtiflk!31 P-tRT a Form Nam,-Name

Pokloh3.r den Drtr
Lalnnya

30 hari
Data dan

lnformasl Nam,

Poklah!ar

2 M€rekap Data dan tnform$l Ycng
dlparolrh d,rt Penyuluh prndamptng

Llprng.n P.rlkrntn (otr Brt.m Tcrkrlt
drnSan Pokl.hlrr Elntrn Olnrt parlhntn
ylnl Akan dl Slrtlflkert P-tRI t Det, dan lnform.rl

Nrmr Poklrhttr
t horl

R6kEpan N.ma-
Nrm! Pokhhmr

MGnyusun Jratrfii;- R.ncr ilT;mffi
ko Poklrhcrr glniln Dlnrt pariktnrn yrn3
Akm dl S.rflftk!3t p.tRT t R.krprn Nrmr-

Nemr Poklah!.r
60 m6nlt

J.dw.l wrhu
drn Namt.ntmr

Pokhhtrr

4 Mll.pork.nJaowrt drn irrnmnr vcrtflEii
k. Pokl.hflr glnrrn Olnil p.rlktnln y.nt
Alrn dl SGrilftkrrt p . IRT ktptd! Krbtd
POSPP I Jrdwrl wrhu d.n

Nrmr.nlmt
Poklrhur

30 M6nlt ACC

5 ltm Mutu, xatl Blnt
Dlvorllflklrt Produl Ftrlkrnrn, drn
Dln.t P.rlkrnrn M.lrkukrn
l.plnfrn drnl!n Mrtodc Survry Irrlrunt
1. M!mrnuhi Krltirlt Panllthn

2, Tldtk Mrmrnuht rrltlrlr pGnll,ltn

ACC 3 hrrl
icl.ntkrprn

Brrk!r Poklrhilr

6 EinE Mutu
Plrlkan!n oht! parlktnrn Membrntu
Mclrkukrn Pondrft!nn pokl.hrrr k.
(Prlryrnen TGrp.du Sttu phtu) dl ttttm t- Krlcngkriln Bilkrt

Pollrhtrr
I hrrl

Trndr Torlm.
B!rk$

(alrnlkrprn
Polhhur

6

olch Olnlr Krs!h.trn Xott Brt!m IT Trndr T.rlmr 8rrlrr
X.l.nlkrprn

Pollrhilr
r 30 htrl Sortlllkrt P.IRT

7 (.rl Bhr mutu Oivtrlttttalf proUut

P.rlk.nrn M.ncrimr Sffflflktt p-lRT drrt
olnat xorrhrtln Notr Brt.m Ir Sutltlkrt P-lRT 240 m6nlt S.rtlflk.t P-lRT

(ebld
d.nlrn Plnarlmatn sirflflktt p.tRT

Dlnlr Xa'rhttrn S.rtlflk!t P.IRT 30 Monit S|rtlflkrt P.IRI

Mclaporkan 01fl!!
T.rktlt drngan panGrlmian Scrtiflkrt p-l

dtrl Dln$ Xosehrtan ? Srrtlflk.t P-lRT 15 menlt Scrtillkot P-lRT

a

3

-
ffi
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Nomor SOP
Ta Pembuatan
TanggalRevisi
T enggal Efektif
C isahkan oleh

oo{ / to? I ?oq l? o?- 9(A I
1a^l,,.^'2OL

2oLl
AP^ | lDLt

ALA DINAS PERIKANAI'I

A BATAM

NI

NIP,l 19 199203 2 00t;

JudulSOP PENGA]IJAN EANTUAN SARAN\ DAN PRASARANA Pt HAN DAN PEMI,SARAN USAHA PRODIIX PERIKANAN

I ualitikasi Pelaksana

- Pegawai Dinas Peritianan Kota Batam Bidang Penguatan Da'/a Saing Produk Per kanan

P eralatan/Perlengka cah
1 Peraturan Perund€ ng-Undangan sebaEaimana tersebut dal,rm hukum prosedur oengaruan bantuan riarana dan prasaranr produk perikanan

2. Ookumen persyar.tan Pengajuan Bant,ran Sarana dan Praliarana Usaha Produli Perikanan antara la in sebagai berikutl
a. Surat permohonan dari kelompok pengolahan dan pema{raran (Poklahsar);
b. Fotokopi surat pendaftaran Poklahser;
c. Surat keterangar domisili usaha Poklahsar dari Lurah selempat;
d. Berita acara kesepakatan kelompok lentang penunjukan anggota sebagai pengelola/pemanfaat bantuan yang akan diterima;
e. Fotokopi Kartu l anda Penduduk (KTP)i
f. Fotokopi KUSUIG;

Fencatatah dan Pen'lataan

1 Berkas Permohonan

2. Laporan Hasil SUA€y dan VerifikasaLa )angan
3. Arsip Rekomendasi Kadis

^A$',

PEME lINTA I KOTA BATAM
DINAS PERIK,ANAN

Oasar Hukum

Keterkaitan

1. Peraturan []enteri Pendayaguraan Al)aratut Negata dan Reforntasi Birokrasi
nomor 35 te hun 2012 tentang t,edom.n per yusunjtn Standar O )erasional

2. Peraturan ltlente.i Pendayaguraan Al)aratur Negara dan Reforntasi Birokrasi
nomor 19 t.hun 2018 tentang [)edomrn pelyusuran peta proses Bisnislnstansi

3. Peraturan []enteri Dalam Neg€ri nomtrr 90 t,lhun 2019 tentang lilasifikasi,
Kodefikasi, Dan Nomenklatur Ferencanaan r)embangunan Oa; Keuangan Daerah

4. Peraturan lrenteri Dalam Nelreri N.)mor.32 T.hun 2C18 trntang perubahan
Keempat Aa6 Peraturan Menteri Oalam Negeri l,Jomor 32 Tahun ioft tentang
Pedoman Femberian Hibah d.rn Bantuan Sosial \ ang BeEumDer Oari Anggaran
Pendapatar dan Belanja Daera h

5. Peraturan \Valikota Nomor 4( Tahun 2OtB tent.ing Tata Cara pemberian dan
Pertanggunrawaban Hibah dan Bantuan S(saal

6. Peraturan V/alikota Batam Nonror 9 Tahun 2Oi9 T(lntang perub:rhan atas
Peraturan y/alikota Nomor 40 --ahun 

2018 k)ntang Tata t ara pr mberian dan
Pertanggun Jjawaban Hibah dan BantLran S(,sial

1 Jika tidak drlaksanakan sesuat SOp, rnaka Froses l)engajran bantuan sarana dan
prasarana Lsaha produk perikenan ticak aka n berjitlan la car



,qTUR PENGAJUAIII BATI]TUAA SARI\NA DAN P]IASAFiANA PENGI)LAHI\N DT'N PEIJIASARAN I.ISAHIT PRO DUK P ERIKIINAN
TAlluN 2r)21

Nr) IKTIVIT,IS

PEIAISANA MU] U BAKTI

K€T

I(ASID P]:NGUAIAN

DAYt\ SAING

PR )DUI(
PERIKANAN

I(A|I SARAI,IA DAN
i,RASARANA

PRODU(

PERIXA,.IAN

KI PATA D NAs
st rDA(o
EATAM

wliLIKOTA
BATAM

PTI,AKU

UJ;AHA

PRJOUK

PERIKANAN

PERSYARATANi

I(ELEN(iKAPAN
WAK']U OUT'UI

7 2 3 4 5 5 7 8 :l 70 TI 12
T. Menr:rima prtposal drri Bid. I,Mpp G Propo: al yang :elah lol rs

admin strasi d; ri Bid. PMPP
tha i

Prr)posal d !n
dis posisi

2. Memerintahlan Kasi ;arana can prasirrana pr)duk
Perikanan un:uk mele kukan s truei telnis ke
lgagllse n I-,- l"i/ts -_

,1,

I

Propos al dan disposisi
thai

Fo 'mulir srrrvei

laprangan

3.
Melaksanaka 1 survei lapangat ke pokiahsar cirlon
pene ima bar tuan -+

@

Formulir surue lapangirn

3ha i

La )oran h: sil survr,i

latrangan
Jika tidak mr:menul)i
pers /aratan teknis, propo: a
dikernbalikan ke Pc klahsar

mel; lui Kab d PDSPP
4. Memasukkan nama Poklahsar yang m_.menuh

syaret (MS) t,lknis ke dalam dJftar catDn penerima
bantitan sarpras usaha produl: perikar an tahun
ansq,lran ZO2 I

Lapora n hasil suruei la;:angan

thai

Daftar calc,n

penerima t,antuan

5. Meminta per;etujuan Kepala )inas pErikanan terkait
daftar calon Jrenerimir bantuan sarpras usaha
prodlk perikanan tah rn angg,rran 202 1 w_

Daftar calon pcnerima

bantui n thai
Persetujuan daftar
ca on pene rima

bantuan

6. Menflajukan ,lraft SX A/alikotir Batam terkait (laftar
pene ima baltuan sa pras us;rha produk perik,tnan
tahufr anggarDn 2021 ke Bagi. n Hukurn Setdal o
B,hu + Perset rjuan daftar cal( n

peneri na bantuan 3hai

Drrft SK Walikota
Batam

7. Memeriksa d aft SK V/alikota Batam t,rrkait di,ftar
pene ima bartuan sa pras usirha produk periklnan
tahur.noo.'an 2021

0
I

Draft liK Walik,rta Batam
3hai

Drrft SK Walikota
Batam yang telah
dirrcri[<:

8. Men;rndatanllani SK \'r'alikota Batam terkait d tftar
pene ima bantuan sa pras us;rha produk perik,lnan

labu:EllEar r n ,n, 1
I I

Draft !,K walik,rta Batax
yang t,:lah dipr riksa 3-7 hrrri

5K Walikot,r Batam

9. Memberikan cenomonln atas SK Walikota Batam
terkait daftar penerinla bantuan sarpras usahir
prodrk perik;rnan tahun angg tran 202 1 t-

-_J
SK Wa ikota B:tam

tha i

SK Walikoti gatam

ya rg telah diberi
penomora r

10 Menirdaklan uti 5K Walikota ,atam tr:rkait daftar
pene'ima bar tuan sa'pras us;tha produk perikanan
tahun anggaran 2021 @

--1

SK Wa ikota B. tam yar g telah
diberi )enomo an t hari

Berkas pelirksanaarr

se ah terinra
ba ntuan

11 Melai<sanakan serah r erima bDntuan liepada
Pokle hsar sesuai SK V/alikota Batam

-

Berkas pelaksanaan ser ah

terima disesuaikan
Berita acara serah

ter ima bantuan

L__



PEMERINTAH KOTA BATAM

DINAS PERIKANAN

Nomor SOP 006 IIIPIPDSPP/DP-BTM/2019

Tanggal Pembuatan 21 Januari 2019

Tanggal Revisi 04 Januari2O2l

TanggalEfektif 04 Januari 2021

Disahkan oleh KEEALA DINAS PERIKANAN
0}< KOTABATAM

tL

NIP. 0 199203 2 005

Judul SOP REKOMENDASI SKP

Hukum

1. Undang-undang 31 tahun 2004 tcnteng perikanan

2' Pcrmenpan RB No.35 trhun 2012 tentang Pcraturan Mentcrl Pendeyagunaan Aparatur Ncgara dan
Reformari Blrokrarl tontang Podoman Penyutunan Standar Opereeionlt proeedur Adminlgtraei
Pemerintahan

3' Parmenpan RB N0,19 trhun 201E tcntang Peraturan Mentcrl Pendayagunarn Aparatur Ncgara dan
Roformali Birokratllsntang Penyutunan Pcta Progea Bignir lnstrnil Femerlntah

4. Permendagri No.90 tahun 2019 trntcng Poraturan Kementcrlan Dalam Negori (Pcrmsndagri) tcntrng
Klltiflkaol, Kodeflkaal, Dan Nomrnkhtur Pcrcncanaan Pcmbangunan Dan Kcuangan Oaerah

5. PermenKP No, 17 Tahun 2019 tontang Peoyaratan dan Tata Cara pencrbltan Sertiflkat
Kelayakan Pongolahan

6. Pcraturan Daerah Kota Batsm No. 10 Tahun 2016 tentang Pembcntukan dan Suounan perangkrt
Dacrah

7. Perrturan Wrllkota Batam No. 49 Tahun 2016 Tentang Tugas Pokok, Fungaidan Uraian Tugaa
Dinre Pcrikanan

IKurllflkarl Pelakunr

| 1. Mcmitit<i kcwenangan dalam Penerbitan Rekomcndai SKP
I

| 2. Mcmilikikemampuan dalam Mamproscs Ponerbltan Rckomcndaai SKP

1.

2,

3.

SOP Surat Masuk

SOP Surat Keluar

SOP Pengarsipan

Peralrtan/Perlongkapen

1. Poraturan Bidang Perikanan

2. Format Survey Lapangan

3. Pcrangkat Komputer

Jika tidak dilaksanakan sesuai SOP, maka proses Pengumpulan Data dan lnformasi produk
Perikanan ini tidak akan berjalan lancar

Pcncdatan dan Pendataan

1. Berkaa Permohonan

2. Laporan Hasil Survey Lapangan
3. Anip RekomendasiSKP

Perlngatan



PROSEDUR PENERBITAN REKOMENDASI SKP

DINAS PERIKANAN KOTA BATAN

UNAhN PROSEDUR

PCIATSANA

KETPELATU USAI{A
SUB BAGIAI{

UMUM DAN

l(EPEGAWAIAN

SEKRETARIS I(EPAIA DINAS

I(ABID DAYA SAING

PROOUK

PENIKAT{AH

KAI'I DATA,

INfORMASI OAN

P€IAYAIIAN
PNODUI(

PERIXANAN

PEMBINA MUTU

DAERAH
STAF

KEIENGI(APAN DAI{

PERAI.ATAN
WAKIU OUTPUT

2 , 1 5 6 , I 9 ,0 t, t2 ,,
1. n !urat parmohonrn

Dinr! P.rlk.nan Kota B.t.m dtn dlErlm. gl.h
B.ti.n Sclrctrrl.t -l Surat P.rmohon!n

drn Brrkag

Porry.fatrn
15 Mrnlt Sunt Prrmohon.6 drn

Bcrkrs P.rayrrrtan

2. Morrrtstr.rr rur*-prrmi[oiinTiEiiil-i16ii
lunt muqk drn moncrurkrn k. Sakrrttrlr Dlnu
untuk dlk.tthul 1 Sunt Prrmohomn

drn Brrkrs
Patrvtnt!n

10 Menit
Sur.t Parmohomn dtn
B.*rr Prrryarrt.n drn

L!mbrr olrporn
3, M.narlmr & miniruitrnlunilirmotronii--ti

KrHh 0lnlt t Surat Parmohonth
drn krku

Prr.y.ntrn drn
L.mbrr DlrForhl

10 M.nlt
3ul.t Parmohonrn dth
Btrkra Parayriltan drn

L.mbrr 0lrporlrl

Dryr illnl Ptoduk P.rlk!nrn 1 Surat Farmohonan

drn Brrku
Paftyrrrtan dln
L.mbtr 0lrporhl

10 M.nlt
Surat Parmohodrh d.6
8.rkar Parrytr.trn drn

Llmbrr Dl.po.lrl

5. dl!porlrl manttugkln
dlrpotlrl k! l(.rl Dltr, tntormttl dtn
Produk Pcrlkrnrn

-

lurrt P.rmohon.n
drn Brrkrr

Ptlly.rrl.n dan

l.lmbrr 0lrporlrl

10 M.nlt
6urat P.rmohonrn drn
lrrkrr Prrrpiltrn dan

hmbrr DirDo!l.l

6.

hngkrp dllrnJutkrn V.rtflk.rl bptntrn dtn
rancrnrtn pahdutn mutu panailpln ora
P.htol.hrh lkrn yrq Brlk drn ptmrnuhrn
P.rry.r.ttn Proredur oprllrl St.ndlr Srnltl'l md.
UPI p.mohon ol.h P.mblnr Mutu o[rrh drn XlIl
ort., lnrormttl drn p.hy.nrn produk p.rlktnan

,i.
YA

5ur.t P.rnohontn
drn hrhrr

P.ruyriltrn dth
Lrmbar olrpo.lrl

thm
Brrku lrmohon, Fcrnr

Chrklirt, tormullr l.lrn
Sulvay lrpahtrn

TIDAI(

rl [p.ntrn rrncrnltn pr
mutu p.na[p.n C.n Prnlolrhrn lkrn y.na trlk
Prmrnuhrn Pamyrtattn prot.dur Op.r.tl
9.nlhtl ptd. UPI p.mohon:

- Jlkr Vtlld dthnlqtkrn d.natn prn.rbttln
n.kolh.ndrtt Sl(P

Jlkr B.luh Vrltd F.mohon mrhkuku prrbrlkr
|.lurl donlrn fumurn drn 3trrn Rcnclnr
d.rl P.mblnt Mutu Dtlr.h

vALt0

Brrkil Pomohon,

Form chrkllrt,
Form!llr lrl.n Survay

hprnl.n

1 HErl
frmurn Lrprnlrn dtn

!lrrn tlnd.k lrnlut

TIDAK VAI.ID va
rarurl

griln n.hctnt Indrk drrl pcmblnr Mutu
drn l(rl Dttt, lnlormrrl Prhyrnrn produk p.tlktnrn -a ftmurn Ltprnlrn

drn t.r.n tlndrk
l.nlut

M!kllm.l 30 Hrrl Borkrr Prbrlkrn

MUTU BAI(U

__-l

-l
-l

_l
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Llt
PEMERINTAH KOTA BATAM

OII{AS PERIXANAN

Nomor SOP srtT /soP/PDSPP/DP-BTir/201 9

Tanggal Pembuatan 21 Januati 2019

Tanggal Revisi U Januai 2021

Tanggal Efektif M Januati 2021

Disahkan oleh KEPALA DIITAS PERIKANAN

X" KorA BATAM

t

NIP. I t0 190203 2 005

Judul SOP PENERBITAN TDU.PHP

Oaarr Hukum

'l Undang-undang 31 tahun 2OO4 tcntlng p6rtkrnsn

2. Pcrmonpan RB No,35 tahun 2012 tcntang poratunn Mlntcrl psndgyagunarn Aplrrtur Nrgara dan
Rcbrma, Birokrarl tsntsng Pcdomrn Ponyulunan Standar Oportsional proredur Adminlltrosl

3. Pormsnpan RB No.19 tahun 2018 t.nteng psraluran Mcnlrrl pcndaylgunaan Aparatur N.grra d0n
Roformari Bingkrsal tenlang Prnyutunan Potg Pros68 Bisnls lnstanli pamorlntah

4, P.rmondEgrl No.90 tahun 2019 tintang Psraturan KomontcrlEn Dsbm Ncgrri (pcrmendagrl) t6ntrng
KlallIikaai, Ko&flkesi, Don Nomanklatur PrEncanaan pcmbsngunsn Dan Kauangan Dsar!h

5. P.rmonKP No.67 Tahun 2010 tantrng U!ah! pcngolrhen lkan

6. PoGturen Darruh Kot! Bstem No. 1O Tahun 20,16 t€ntang P.mbanlukan drn Surunan pcrrngkat
Dacrah

7. Poraturan Wallkota Batrm No. 49 Trhun 2OlO T.ntrng Tuga! pokok, Fungtiden Urrlrn Tugag
Dinas P6rikanan

l(urllflk!rl P.lrk!rnr

1. Mcmlliki kowenangan dalam Pencrbitan TDU-PHP

2. Mrmillki kcmsmpu6n dalem Msmprolc8 Ponerbltan TDU-PHP

Kotarkslten
'1. SOP Surat Mesuk

2. SOP Surst K€luar

3 soP Pengarsipan

P.nhttn/Prrl.rgkrprn
1, Peraturan Bldang Perikanan

2. Format Sury€y Lapangsn

3. Pcrangkat Kompuisr

Parlngatrn

1 Jika hdak dilaksanakan Besuai SOP. maka proses Pengumpulan Data dan lnformasi produk' Perikanan inr tdak akan be0alan lancar

Pencttetln dsn Pondataan

1. Berkas Permohonan

2. Leporen Hasil Survey Lapangan

3. Arsip Scrtifikat TDU-PHP

*



PROSEDUR PENERBITAN TDU-PHP

DINAS PERIKANAN KOTA BATAN

64XU

rcTPEIA(U USAHA 5t(i€IARts
ralD DAY S llrG

PioDUI
,litI^ At{

xa DAT ,
rlrtoit all oat{

,dtot t(

TIM TEXI{IS KTU GKAPAN OAN PTiAI.ATAN outPUt

, I 5 I 9 to 1t t2 It
1- M.nt./ukrn tunt F.mohonrn rDU-pHp k.

P.nl.n.n rGi. &!.n d.n dlt..h. ohh Forokod rTP, NrB. oolnhllr d.n
R.n rnr Ushl P.ntol.h.n lk.n
Y.ht Plllna gdlklt M.m0.tl.nh
Utrhr, sumb.r d.n Nlhl l6v.!l.rl,

l.nlr 8.hrn t.ku d.n Wll.rrh

2 ttr.!lrur.!prrnohonrn/ m.mb.rtk.i l.mbrr
dlrpo.ltl 

'.nr 
h.n.ru.Ln t. !.kr.trrtr DlnI untuk 1

3. I'la rlmr I m.n.rurhn surtt P.rrnohon.h la
Xapair Dinrr l}

b.rkr. p.rmoho n k.p.dr X.bld
Dry.5rlnt Prcduk P.r kr i r1

l(rdlthh I m.h.ru.l.n
l.tomarl d.n Pal.Y.n.ndreodrl k. (.rl Or!., 5 ch.lllrt

6 r. l.hhtl.pri !.rk.. ,.mohon ltk.
l.nalrp dll.h/utkrh rlJ .y Ltplna.n b.um. Tlm
r.knrr drn Jlh {d.I l.nthp dtk.mbrlk.n k.c.dr
P.mohon unrlk dll.ntt.pt

TIOAI( LINGI(AP
^/ \ TENG(AP

l.*!r P.mohor, Forln Ch.hlrt Ch.llltt, Foffnullr lrirnv
1 rn Surv.y Lpant.n u.tuk

l.hl.na F.nctnr llrhr F.naol.han tkrni

, llk. l.y.k dll.njltk.n d.nt.n p.6.ftlui S.ftlflt.r
TOU.PH'
- llk. tld.k l.rk dlhnjutkri d.na.n p.6bu.r.6 4

TIOAT !.{.. P.mohoi, Folm Ch.klhl,
Folmlllr hlri Su .y Lrpailan

I ii.n

a. P.nrrbltrn !unr P.not.krn

-I I llam

10 krn p.l.l Frdr !ur.t r.nohk.n rl
! t,

t

---l

L
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L$
tarlr

PEIUERINTAH KOTA BATAM

DINAS PERIKANAN

Nomor SOP qaE lsoplpospP/DP-BTM/2019

Tanggal Pembuatan 21 Januari 2019

Tanggal Revisi 04 Januari 2021

Tanggal Efektif 04 Januari 2021

Disahkan oleh I'EPALA D|NAS PERTKANAN

N W 
KOTABATAM

lr, HUSNAINI

fi,,,., 0 109203 2 00t

Judul SOP
I

PENERBITAN E-KUSUKA

Derar Hukum

1. Undang-undano 3'l tahun 2004 t8ntsng Perlkanan

2. Permenpan RB N0.36 tahun 20'12 tcnlang Psruturan Menterl Pendayagunaen Aparetur Negare dan Reformagl
Blrokrasl t6nteng P6doman Penyuountn StEndar Oporaclonal Prooedur Admlnlstrerl Pomorlntahan

3. Pormenpan RB No.'19 tahun 2018 t.ntrng Persturan Montsrl Pendayagunaan Aparatur Negare dan Reformagl
Blrokrail tontang Ponyusunan Pgta Prosss Bhnl! lnstansl Pcmorhtah

4. Pormendqrl N0,90 tahun 2019 tcn[ng Peraturrn Kcmenterlan Drlam Negerl (Pcrmondsgrl) l.nteng
Klaolflkaal, Kodoflkesl, Drn Nomcnklttur Percncrnaan Pombangunan Dan Kcuangan Dsorah

6, PermenKP No, 42 Tahun 2019 tenlrng Kertu Pclaku Utama 86ktor Kclrulan dan Perlkanan

6, Pemturan Dacrah Kota Batam No, 10 Tahun 2016 tontrng Pcmbcntukan den Surunan Perangkat Daorah

7, Perrturan Wallkota Batam No.48 Trhun 2010 Tcntang Tugaa Pokok, Fungrl dan Uralan Tugra Dlnar
Pcrlkanan

Kuellflkarl Pelrkrsn,

1. Mcmlllltl kewenangan dalsm Menerbikan Kartu Kusuka

2. Memlllkl kemampuan dalam Memproces Kartu Kusuka

Krterkrlttn

1. SOP Surat Masuk

2. SOP Surat Keluar

3 sop Pengarsipan

Perrlrtan/Perlengkrprn

1. Peraluran Bidang Perikanan

2. Berkas Permohonen

3. Aplikasi satu Data KKP

4. Parangkat Komputer

Perlngatan

1. Jika tidak dilaksanakan seeuai SOP, maka proses penerbltan E- Kusuka ini tidak akan berjalan lancar

Pencttltan dan Pendatran

1. Arsip Berkas Permohonan dan E-Kusuka



PROSEDUR PENERBITAN KARTU KUSUKA

DINAS PERIKANAN KOTA BATAN

URAIAN PNOSIDUS

PETAK5AI{A MUTU EAKU

I(ETERAIIGAN
PEI,AKU USAHA 5IAF

I(A'I DATA, INIOiMASI
OAIT PSIAYA,'IAII }i''DUT

I(ASIO DAYA SAIiIG

PTOOUX PEf,IXAIIAIi
XEPAI.ADINAS

KELTI{GXAPAII OAIi
P:TAI.ATAN

OUTPUT

1 2 3 5 6 I 9 10 ,7

1. Meng.Jukan Parmohonan pambuatan klrtu
Kusuka drn manyarrhhn kalantkepan
p€rsyrntln krprd! Sttl Xr3l o!ta, hform6i
d.n Palayan!n Prcduk Prrlkanan ?

rTP, Form lilsn Parmohonan
(usuk6 lamb.hrn
t tt l(orpor6ti: Nl8, ah.
P.ndlrl.n, NPWP, SIUP,

oomirlll, 5( P!nt.rahtn

10 Mlnlt

2. M.m.rlk5. kal.nlk.ptn brrk.5 llka lan8keP

bark t parmohon.n k.rtu krrtuh dklrrhkln
p.da (.ilDrtr, lhformarldan Pdayanan prcduk

Paikanrn drn llta tldlk lafl:l p dlk.mb.llk,n
llpad. p!mohon

TIDAK LEI{GXAP

LEN6I(AP

15 Mcnit Barkat Pamohon

3, i.!.mv.tnhri ll,h d.t. ,.da lormulk
parmohon.n t!r!h

--
Barl.t P.mohon, oru

ProduhlP.mohon
20 M!olt Earkrr Pamohor

4. M.mprciar ,tau Manalnput pad. llillm r.tu
drt. xlP umuk dlvrlld.i rrP 1 !.rkar Pamohon, Apllka,l

!at! oata, Ptrandat
Xomputar

60 M.n[

5 vrlldrrl olrh tlo
Pror.r dIXXP

50 M.nlt /
30h.rl

f-X.rtu Ku!ukt
60 M.nrt utk P.l.ku ur.hr
P.ro[ntan 30 H.rl

lJ.liul (orporr.t

6 Manaat.l{ l-kn! ruSUkA dan mll.rorkrn
ktpada (arluntul dlk tahul.

-

E.(!rlu l(uluk! 15lV.nlt E.l(.du lturuka

1 t.(:rtu Kurula 15 M.f lt E.l(.rtu l(urukt

a M.lrporkan k!p.d. (!dlr unlut dllatrhU

-

E-(anu KJrUI! 15 M.nI E l(rrru l(urul!

9 Dtl.tlhu ol.h lcdit

-- 15 M.nlt E-lQrt! (uruk.

l0 Manyarahlan E-l(.nu l(!ruk! klpad!
pamohoh/pihku ur.ha + 10 Manlt

E.rk P.mohon,
I.X.rtir xutukt

11 Mant!.rlotrn Copy t-l(anu l(ulul, alan br*ar
Patnohon I 0ark.t Pllnohon,

lGnu l(uruk.
E

10 
^lenll

12 Msn.rlmr t-turtu xut!*o
(- E-(lrtu (urula

Pror., dll(XP

7 M.lapork.n Iap.d! lobld untuk dlkalahrll,

r



IuJt

PEMERII{TAH KOTA BATAIVI

DINAg PERIKANAN

Nomor SOP oog /SoP/PDSPP/DP-BTM/201 I
Tanggal Pembuatan 21 Januati 2019

Tanggal Revisi 04 Januati 2021

Tanggal Efektif 04 Januari 2021

Disahkan oleh KEPALA DINAS PERIKANANhf'' xota aarou

L

{*,r., 19 ,t99203 2 005

Judul SOP
peNculapuur.r blrA oAN rNFoRMAst pRoouK HASIL
PERIKANAN

Daur l{ukum

'1. Undang-Undrng Nomor l6 Tahun 1997 tentsng Statistik

2 Undang-undrng 31 lrhun 2004 tanlrne P€riklnen

2. P€rmonpan RB No,35 trhun 2012 tcntang Parsturun Mcnt.rl Pcndey.gunsrn Aprratur Nagire drn
Rotormali Birokrlll tcnteno Pcdomrn Panyurunan Standar Oparasionrl Proladur Admlnlltrall
Pcm.rinlahan

3, Pormonprn RB No.lgtahun 2018 tGntang Poraturun Mrntcrl Pandaylgunun Aptratur Nagrra drn
R.tormlli Birokrstl tcntrng Prnyurunan P6ts Prcss! Blsnlr lnsunll P.mcrlntah

4 Pcrmendagri No.90 tahun 2010 t.ntrng Psruturan K.m.nt.rl!n O.lam Ncgcri (Parm.ndaorl) t.nllng
Klarifikaai, KodGlik$|, Dan Nomankl.tur Pc6ncanean Pamb.ngunan oan Kcurngan Da6rth

5 PcBturan D.anh Kotr Batam No, 10 Tahun 2016 t nt6n0 Pcmbcntukrn drn Surunen Porangkrt
Dlarah

0 Pcrrturan Wrllkota Batrm No. 49 Tlhun 2016 Tsntang Tugat Pokok, Fungrldan Uralan Tug!!
Oin!! P6rikanrn

Ku!llllkr.l P.hk.rn.

1. M.mllikl kcwonangan d6lam Psngumpulsn oala den lnlormasi produk Prrikanan

2. Mcmillkl krmampuan dalafi M6ngumpulksn, m6ngolah dsn mcnganallaa dtla

Kel!rkrltrn
'1. SOP Surat Mssuk

2. SOP Surat Ksluar

3 soP Pengarsipan

Po ngatrn

I Jika tidak dilaksanakan sesuai SOP, maka proses Pengumpulan Data dan lnformasi Produk'' Perikanan rni tidak akan berjalan lancar

Pencrtstrn drn Pendatarn

1. Form lsian Data

2. Arsip Rekap Data dan lnformasi Produk Perikanan

Ponht n/Perl.ngkrprn
'1. Pcraturan Bldang Pariksnan

2. Form lrian Dsta

3. Jadwal Pen8umpulen Data dan lnformaslProduk Perlkanan

4. Pcrangkal Komputer



PROSEDUR PENGUMPUTAN DATA DAN INFORMASI PRODUK TIASIL PERIKANAN

DINAS PERIKANAN KOTA BATAM

URAIAN PROS€DUR

PEI,AXSANA MUTU BAI{U XETERANGAN

STAF

KAsI DATA{ II{TONMASI

oal{ PEI,AYAt{at{ 9RoDul(
PSRfl(AiAir

I(ABIO OAYA SAING

PROOUX PTRIKA A
KEPAIA DI AS

XEIENGIGPAT{ DAN

PERALATAI{
WAKTU OUTPUT

,
Menyusun daftar Oata yanS akan dihimpun dan1

Menyusun ladwal R€naana Pen8umpulan Data untu
setlap lenls dat. BldanS PehSuatan Daya SalnS

Produl Perlkanan pad. awalbulan berjalan

2 3 1 5 , 8 I

PK, Kal€nder, form
.ladw.l

180 Menit
Oraft Daftar Jenis oata dan oreft

Jadwal Waktu Penturrpulan Data

2 M.laportan J.dwal renc.na p6nSumpqhn oata
kcpada (.bld PDSPP dan Kepslr 0has Perlkrnsn tl0al( tEtuJu Draftltnlr ortr dan

Dratt Jrdwal Waktu

Pongumpulan 0.tr
15 Menlt

Draft oaftarlenls Data dan Draft
Jrdwal Wrlte P!ngumpulan Datt

3 Mrnarhr prr!€tujurn Jadwrl ronctns
pcnEumpulan 08tr d.n m€laporkan lr Xep.la Dh!! 0r8ft orftir ,lrnl! ortr

dsn oraftladwrl
Wrktu Pertumpulan

Drt.

15 Menlt
D.ftrrlanlt ortr d.n irdwalWrttu

P€ngumpuhn DrtaTIOA(

4 Mlnerlma p.rletujutn Jadwll rcncsnr
pantumpulan Drta daI mllsporkrn ks xtprls Dlnri

15 Menlt Formullr lslan, liporan

5 M.nlhlnpun 0!10 d.rl SumbGr d.tr y.n! dlllkukrn
racrr. lrntlung (panlumpuhn drt. drn lnfornril
produl hltll plrllinrn dl bp|nlrn) at.u dllrkukrn
t.3lr. tldlh lrngsuna (Malalul WA at.u lrponn
Buhn.n)

IEIUJU
Formullr lilrn, laporrn 14 Harl oEta dan lnformail

6 Mlnghlmpun Drte darlSumblr drta yrnt dlhkukan
clra lan$un8 (pertumpulan datr dan lnformrsl

produk h,sll plrlk.nrn dl l.p.n8rn) rt.u dllrlukan
lo ra tld.l lan8lung (Mehlul WA st.u Laponn
8ul.n.n)

Iormullr Irlin, laporan 14 Harl oato dan lnform!ri

7 Mrrekrp D r drn lnformatl Ysn3 dlp€rc|€h d.rl
p!ntumpulan dSta

-

Data dan lnformasl 3 Hari Rekap Dat.

DaftfiJ.nlr D.t, drn
J.dwrlW!ld!

P!nBumpubn 0!t.



L$
PEMERINTAH KOTA BATAM

DINAS PERIKANAN

Nomor SOP OI O /SOP/PDSPP/OP.BTM/2019

Tanggal Pembuatan 21 Januati 2019

Tanggal Revisi 04 Januati 2021

Tanggal Efektif 04 Januati 2021

Disahkan oleh KEPALA DINAS PERI(ANAN

KOTA BATAM

L

lr, HUSNAINI

fi,,, 206rt 199203 2 005

Judul SOP
PENGOLAHAN DAN ANALISA DATA DAN INFORMASI PRODUK
HASIL PERIKANAN

Ostar Hukum

I

2

2.

Undang-Undrng Nomo|I6 Tlhun 1997 tontrng Statlstlk

Undang-undrng 3'1 tehun 2004 tantlng Prrikanan

Porm.npan RB No,35 trhun 20'12 trntang Palaturan M.ntc P.ndaytguna.n Aperatur Nsgara dln
Rctormaai Birokmll t ntang Padomrn Psnyulunan Stander OpcriSionrl Protsdul Admlnlltresl
Pemarintshan

P6rmsnprn RB No.19 tlhun 2018 tcntrng Pcratulrn M.ntcrl Pondeylgun8ln Apsretur Nagtra drn
Raformlri BirokrBrl tantrng Pcnyurunan Pata Prose! Bisnlt lnstlntl Pamorinl!h

Pcrmendreri No.90 tahun 20'!9lonteng Prrltur!n Kem.nlcrlan Drlem Nogcri (Parmcndogrl) tcntlng
Kladfksli, Kod€tika8l, Den Nomanklatur Pcrcncsnaan Pomblngunan Dan Kouangan Daorrh

P.raluran Decrah Kote Balem No. 10 Tohun 2010 trntang Pcmbcntukrn drn Surunan PsEngklt
Oaarah
Pcraturen Wrlikote Betam No. 49 Tehun 2016 Tsntang Tugas Pokok, Funell den Uralsn Tugrs
Dinrs Prrikenan

4

5

I

Kurlltlk..l Pchkr.nr

1 . Mcmlllkl kcwenangan dalam Pengolahan den Analisa Oata dan lnformasi produk Hasil Prrikanan

2. Mcmillkl k€mampuan dalam mcngolah den m6nganalira deta

Keterkaitan

1

2

J

4

SOP Surat Masuk

SOP Sur8t K6luar

SOP PenSarslpan

SOP Pengumpulan Data dan lnformesi Produk H88il Porikanan

Per.l.t n/Porl.ngk.prn
1. Paratursn Bldang Porlkanan

2. Rakap Data dan lnformasi

3. Parangkat Komputer

Parlngatsn

. Jika tidak dilaksanakan sesuai SOP, maka proses Pengolshsn dan Analisa Data dan lnformasi

' Produk Perikanan rnr tidak akan beqalan lancsr

Poncrtetln dan Pondatrln

1. Laporan Penyajian Data dan lnformasi Produk Hasil Perikanan

oc



PROSEDUR PENGOLAHAN DAN ANATISA DATA DAN INFORMASI PRODUK HASIL PERIKANAN

OINAS PERIKANAN KOTA BATAM

URAIAN PROSEDUR

PELAXSANA MUTU BAXU

XET€RANGAN
STA'

xasr DATA rntoiMAsl
DAII P'LIYAI{AN PiOOUX

XABIO OAYASAING

PRODUK PEnlxAt'lAN
SEXRETARIS X€PAI,A DINAS (ELEiIGXAPAT{ DAI{ PERALATAN OUTPUT

t 2 J a 5 6 7 I 9 10

1 Mengelompokkan oata dan Informasl Produk Hatll

P..lk.nan bordasarken halll derl Pengumpulan oata

5esUall€nknya a Rekap oatt 1 Harl
R.kap Data y.n8 rudah

dlk.lompokken

1 M.ntolah D.ta dan lnform.3l P.oduk lia3ll

Parlkrnan !a5ual lanl9nya

-

f,tkap D.tr y.ht !ud.h
dlkalompokkrn

l Harl oate yanS rudah d1016h

3 Maniansllsa oata dan lnformttl produk Halll

Plrlk.nrn y.n! t.lah dlol.h 3 0ata y.nl !ud.h dlol.h l Herl
l(omplla!l0.t.ya6gtudah

dlolth d.n dhnali.r

Mamarll{, mlntorakll dsn mlnvrlldkrn drtr dan

lnform.rl Produl Haill P.rlkrn.n I Xompll$loat. y.n8 rud.h dlol.h
dan dlrn.llrt

1 Harl
Kompll.!l Drta y.nt rud.h

vrlld

5 Mlnylrun dr.ft p.l.porah drn ptny.llrn oata drn
lnforfi ..1 Produk Hrrll P.rlkantn (ompll.il0.ta yaht sud.h v.lld 1H.rl

Draft P!hpor0n drn
P.nyrjl.n 0.t. drn

Inform.sl Produk ll.5ll
Parlkanrn

6 M.marllol din mlnandt tanllnl oata dan

lnformrtl Prodlk P.dkrnan bulan b.4rhn untuk

s.l.nJutny. dhjukrn ki Salr.tErlr 0lnrs

--

Drlft P.l.por.n d.n P.ny.ll.n
0!t. drn lnformrliProduk H..ll

Padlanan
l Hrrl

orlft Palaporrn drn
P.nyllln 0.t! d.n

Informrrl Produl Hlrll
Paflk n.n

'| Menabah !!de mam.r,f Dats dan lnformallPro duk
p.rlk.nrn bulan b.rl.l!n untuk t.ltnlutnYt dlalukln
k. K.prl! Dln.t

onft P.l!por.n d.n P.ny.lhn
oatr dan lnform..l Produh H..ll

Ptrlkanrn
15 M.nlt

Dt.ft P.llporan dtn
Panytllan Dlt. drn

InIormfil Pfodul Hrlll
F.rlLnrr

8 Monandatrnlrnl ort! dan lnlorlnltl Produl

Plrlkrn.n bulrn berl.l.n

-

0rrft Pal.po n dln P.nyr/l.n
Drtr d.n lnformill Produl H.tll

Pa.lktnan
15 M.nlt

B.h.n Palaponh d.d
Panyallrn o.tl d.n

lnformul Prcdul( H$ll

M!nllrlmkan, m!nyabrrtrn data dtn lnfqrm l

Prcduk H!tllP.rlIen.n

-

Srhan Ptlrpor.n d.n P.nyrJlafl
Datr drn lnforn..l Produk H ll

P!rlkantn
30 Menlt

ort. din lnformr.l Produk

Hrrll Pirlkanan

__l

9

____l



PEMERINTAH KOTA BATAM

DINAS PERIKANAN

Nomor SOP ?tl. ..rsoprseloP-BTi#201 9

Tanggal Pembuatan .21 Januari 2019

Tanggal Revisi .tfi Ware* loU
Tanggal Efektif O.l. Alrlr 20 ll
Disahkan oleh KEPi\LA DINAS PERIKANAN rh( KOTA tsATAtt'

\

{n,
Ir, HUSNAINI

9820819 19S203 2 005

Judrrl SoP FEsllitrti Senlflkasi p.tR* (produxsi lnduttri Rumah Tangoa)

Da.lr Hukum

1
P.rmcnpan RB N0.35 tehun 2012 tontang Poretumn Monterl Pondayagunaan Apsratur Neoare den
Ro{brmasl Bkoknrl tonting Podomrn Pcnyucunan Standor Oprrarional Prolcdur Admlnistresl
Pcmcrintehsn

2. Permcnpen RB No.19 tahun 20'18 untrng Poraturan Monteri Pindayagunmn Aprratur Nogara dan
Rcfornasl glrokrerl tonhng Prnyurunan P6h Proees Bl.nlr lnrtan3l Pam.rlntah

A. Permendagri No.90 tahun 20'19 tonung p$aturan Kemcntcrlan Dalam Negcrl (P6rmondagrl) tontang
Kleslffkasi, Kodeflkrai, Den Nomcnklrtur Poroncenaan P6mbangunsn Dan Keusngan Dscrah

, Undang-Undrng Nomor 18 Trhun 2012 trntsne Plngan, Pomarlntsh Pusot dan Pemcrintah Dsarah
' harul mcnjrmln tcruujudnyr Kcrminln Pang.n Dlsollrp Rant0i Pengan Sccara Torpadu;

^ P$aturan Mentoil Kssshatan Rcpubllh lndonolia nomor 70 trhun 2014 tontong Plruiahaan Rumah
" TanggaAlet Kcs0hatan drn Fcrbekrlrn Kclehrtan Rumah Ttngga;

e Por.turan Bsdan P6ngawas obrt dtn Mlkenrn nomor 22 tshun 201 I tonhng Prdoman Psmb6rian- Serullket Produkrl Pangrn lnduetrl Rumah Tanggr

Kurllllkrrl Pelakrrnr

1. Mem.hrmi prraturen pcrudeng-undangrn yeng torhilt dcnCan Prrbckelan Kr.ohatan Rumah Tsngge

2. Mrmahlmi pcratur.n perudeng'undang0n yrng torkrlt denlan Panorbltrn Saftlfikatl P-lRT

3. Mamlllkl komempuan untuk Momlidlitarl P!l0k8en8en g$tlflketl P-IRT

4. Memllikl kowrnangrn dalSm polrk!an.k8n tugrs

Kct rlrttrn

1, Usulsn atlu Proporal Poklrhur

2. Tugn! Pokok dan fungd

1. Parrnokat Komputor

2, Buku CataEn polaksonaan tugrt

3. Alat Dokumontasi

Perlngatan

1. Apabila tidak dijalankan sesuai dengan SOP, maka Fasilitasi ini tidak akan berjalan dengan lancar

Pencatatan dan Pondatarn

1. Disimpan sebagai dokumen Laporan

2. Dokumen Fasilitasi Sertifikasi F-IRT



SOP FASITITASI PENERBITAN SERTIFIXASI P.IRT (PANGAN INDUSTRI RUMAH TANGGA}

DINAS PERIIGNAN KOTA BATAM

Dtvli,fltqll
Pioorrt

XAIIDDAYA5AING
PTSP 5t(RETAilS

XESEHATA'I
OWPUT

I 5 6
P..lompulrn O.tr d.n lntorh.ri d.n
P.nyuluh P.nd.mplnt Lrpln3rn P.dk.n.n
(ot. f'.tr'n T.d.lt d.n!. Pokl.h!.r
Anr.h Oln.i P.rlk.nrn y.nt Ak.n dl
F.rllitrd S.rtlltk.rl PtRT ? tM.r.t.p oru drn lnlofln.ll Yrht
diF.rol.h d.rl P.ntuloh P.nd.mplna
Laprnlln Parlkrna. fott t.!.m l. rk.it
d.nBn Pokl.hr.r lln.rn oh.t P.rllrnrn
Yt na Ak. n dl f.lllurl S.nlfik.rl P.lil

t-

M.nylrun ladw.l dn iaicrn. V.rtllkaal
l. tokl.hlll 5ln..f DI... P.rlhn.n y.na
Ak.n dlF lltr.i l.rilfll.n Pnil I Pokl.hr.ryaiadl

Ttrlllu!1

,l Mrlrpork.n l.dN/.I drr R.nc.n. Vfiillk.l
l. Poil.hrrr Bln.rn Dlnr. P.nk.nrn yr.a
Ak.i dl l.rlllt.rl S.drllkrtl P - lnl (.F.d.
bbld PosPP B ACC

@
5 Th P.mblnr M(t!, xrrl !1l1t Mut!

Drv.ltrflklrt Prcdlk P.d[.n.h, drn lr.f
O hrr P.rlk.f.n M.lrklk.n V.nllhrl
laF.ntrn d.ntan M.iod. Sqrv.t L.n0unl
1. M.m.ruhl |(n|.rlr P.i]l.lrn
, tl&! M.r.^uhll r. . D.nlhll^

(rrbul.i)
Lrlaa

(r.i llnl Muto Dlv.hfit.rl Plldll
P..lkrrun Oh.r P.dhnrn M.nb|nr!
M.l.kut.n F.ndrt.ni Poll.hl.r l. lTSl
(t.l.v.n.n ].D.du t.tu Plnt!) dl Lt|m I 60fi.nlt t *.r

(.l.nflp.n

e P...rblt.6 !.riltlk r P-lNl dl Lrlr.nthn
ol.h Dln{ l.rh.r.h (at }t.m 5.nMl.r F.rRT

l(rrl !ln. M!t! olvrllllk.]l Prcdul
I. l.n.n 016.. P.nk.n.i lv.mbut d.ltrr
Nrln. An||oll Polhhr.r y.nt lry.k dl f Ch..lllrr

60 ft.nlr

{..1 aln. MlJlu olvnlfll.rl Prcdul

l.rlk.nan oh.r Farlkrn.|1 Mahao|llan ka

l.bld POIIP Dift.r N.,!t AtBat. I Polhhur
ACC

(..1 lhr Mutu Dlv.rrllhrt Pbdul
P.rlkrn.n olnrr Prilan.n Malaro*an ka

Srl0a . 0lnt3 P.rlk.ran Daftar Nrmr
Anaaort Pokl.hr.r yr.1! Lry.k dl furlih.rl
5.rtlflk.n Hrhl t acc

IT
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PEI{ERINTAH KOTA BATA

OINAA PERII(ANAN

Nomor SOP ol3./soP/sET/DP-BTw2o1 9

Tanggal Pembuatan 2l Januan 2019

Tanggal Revisi l? fwd..l tou
Tanggal Efektif al h?ril aq1.t

Disahkan oleh KEP
,}{^

ALA DINAS PERIKANA'{

KOIA SATAIIi r
(n,

IT. HUSNAINI

10620819 190203 2 005

Judul SOP Faslllhi Srrtfr kr3l Halll

D.aar llulum

l. P.mrnpsn RB No.35 tlhun 2012 trnttne Par.tunn Mantai Pandry.Cunrln Apllltur Nagrra dm
Rrbmr.l Bilokntl lanEn! P.domrn Plnyuaunan Strndar Op.rlllonal Prorodur Admlnlrtr.rl
Pamaditlhan

2 Prmcn n RB No.'19Uhun 2018 tanhn9 PlntuEn Mlntad Pandcyrgunln Aplr.tur N.grrr dan
Rrbrnai Bllokorll.nLn! Panyu&nrn Pd! Prolr gllnla lntlrlnil Plm.dntlh

3 Plm.ndagri No.90 tthun 20le bntlng Po..lu6n K.m.nladtn O.l.rh N.!ad (P!rm.nd.grl) tant nC

Kl.rnka!|, Kod6fik.!1, Oln Nom.nllalut P.Enc.n!!n Plmbsngun.n 0!n K6utm6n o.anh

Undrno-Undang Nomor 16 Trhun 20t2llntlng Pangan, PamidnEh Purt drn Pamadntlh Dalrrh
h.ru. m€nirmln t urudnya Kaamrnrn Prnean olratap Rmtd Pangan S!c.m Trprdu;
K.pqtu..n lvlonte Kcl.ubn d.n P. km.n R.publlk lndon..l. No. o24IXEPMEN,KPi2o13 TrnbnC
Panyarrt n Jamhrn Mutu drn Klmmrn Xatll Plrlkanln Prd! Prot6! P@duk!1, P.noolahrn drn
Dl.trlburl:

5

4. Und.ng-Undrng Ngmor 33 Tahun 2014 t nlano Pcl.klanr0 Jrmln.n Pmduk Hll.li

6. Pd.turan Pam..lnl.h No 31 bhun 2019 t.nuno lmpl6mant[i Jamlnrn Prcduk Halal

6. PltllA l,{o. 26 tahirn 2010 i6nhn0 Pany.l.n9g.r. Jlmlnrn P.oduk hal6l

Kurllflk.!lPol.k..nr

. Mlmahrml p.ralurrn pcrudang-undrnoan nng ttrkrlt d.nlan Pahk.rnaan, lmplcmontrrl drn
' PonyllanlE.rm PEduk H.l.l

. Mrmlhmi p.nlunn parudrng.undmg.n y.ng t!firlt drngan Pc6y.nbn Jrmlntn Mutu clan X!am!n!nr' Hr.ilP.dk.n.n
3. M.mlllkl k.mrmpuan untuk mamtr.llltrd p.hkr.mrn Srdfllal Hrlrl
4. lrcmlllklks /tn.nr.n drlam p.ltk!6nrkrn lu!r!

t!!'r.q
1. Uulrn.bu Propo!61 Poklrh&r

2. Tuer! Polok dan tung.l

Paaaht n/Parlanlbpan

1. Pfirngkrt Komputrr

2 Euku Cat.t n p€laktrnsrn tu r
3. Allt ookumlntlll

Paalngatan

L Apablla tidak dijalankan s€luai d€ngan SOP, maka Fasilltrsi Initidak akan be4alan dengan lancar

PTgt tl !lnl.I9q.n
1. Dlgimpan s€begaidokuhen LlpoGn

2. Dokuhen Fasililali Seniika8l Htlrl
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Nomor SOI' c b,/goe /Po;Q? / o?-gfM / 2d^l
TanggalPenbuatan 31 Januad 2021

Tanggal R€visi

TanggalEn:hif

Oisahkan oeh

JudulSOP

01 Januari2021

P:MER NTAH KOTA BATI\M

DINAS PERIKAIIAN

"r

{*,".

AtA DINAS PERlXANrril

BATAM

lr. HUSNAINI

PELAKSAN/\AN PENGAWASAN D,\N MONITORING EVALUAsI BANTUAN SARi rNA OAN

PRASARANA PRODUK PERIXANAI,I

19 199203 2 0(6

Dasar Hukum KuallflkasiPelalsana

1.'1.Peraturan,emerinlahNo.39tahur2006t.ntsngIataCar.Pengr.ndaliandanEvalu6rPehkanran
Rencana Perlbangunan;

Peleturan Montori Oal.m N€gEri Nornor 52 tahun i0l1 t6r,tang Slrndar C perasioml Pr€€dur Di Lingkung.n
P6rn6dntah F rovimi chn KabupeterJl otai

Pegav/aiDinas Perikanan Bideng P snguatan Daya Saing Pr cduk Perikanan S.ksiSrrena dan Prasann. Pfirduk Pelikanan dengan lldteda
abb :

1. MengGtehuilwa3 dan fungsi kas sarEna dan prmarEm ( an produk perikanah
2. I\r6n0olahui lugas dan funger jik an
3. M€ng€tahuitrta cara p€lalGanaan p€nga$/aoan dan monitoring

3. Poraturan lV€ nt6ri Pendayagunaen Arrdr.lur ll€gara dan Ref,rrme3i E irokrasi no.nor 35 Ehun ml2 t€ nteng
Podomen P€ ryusunan Standar Openisionel I'ros€du Administrasi;

4 Peraluran Walakoh Betam Nomor 49 Tahulml6 Tentant Tugart Pokol, Fun$i dan lJreian Tugas
Periken€n;

2

Peralatani rerleng*apan

1. P€raluran Perundang-Undengar sehdgajmana tel56but dahm hukum pros€dur t€noajuan banluan sarar a dan PlasalEna produk

perikanan

2. Fomul r moniloring dan Sural T.rgas

Pencalaian dan Pendelaan

Apatila pelaksanaan p€nOawasan dan monilorin€ eva uasi keJialrn tilak b€ri il€n deigsn b6ik maka Felak6n5an
progranv keg atan tidak dik€lahui s€hirgga be'implika ti terha. ap pem rrifaatan banluan unluk h6il pr nuki
produk perik nan yang tidrk rmhima dan be'dampali pada tingkat k,s€jahte?an nasyaEkat nelayan
khususnya klompok pengololahan dr n p€masaran p oduk p( dkanan (Poklal sar)

1. Aliivii€s pelaksanaan pengEvrd €n dan monitoring evak$i kegialan dicatal dan dklah sebagai dol(um€n behan laporan pengEwasan dan
monitor ng e\t'elusi

2 L6poft r hasil pengaffasan dan nonilorjng ev-.luasi

Y

Peingalan



1

:1

7.

3.

5

6.

a.

6

1

I

9.

ALUR PELAI:SANAAN PENGAI\TASAN DAN MONI'rORlNG EVAIUA5I EANT JAN SARAN,q DAN PRASARAN,T PROJUK PERIKA YAN

TAIUN 2()21

A€elda rsjr, Draft srat Peralatan dan telen8t.rp3.
monl!onn8 k€rdaan si 

'p

e

2jam

r!t-ii!!:!13!L

fo nulir pe.aawasar dan

Lilarill-
Su.al tugasya.e belunl

.)UTPI'T

10

surar rugas dr iposisi S,'k€t.rat

Su.at Tugas yrng datard.t.rya

2

Meny aptan b,rhan, pelalaian drn pe.la gl€pa. lFlatsa.)an

xtT

t.:5

wasao d!. monitorinS termasuk srtrat tog.i k.
,an,Tim,iranspo iasi,k..rer.,pet:ataulo(asi

p€.ermrbanluandanCatab€rt.a.araserahte imabarrng
bant! a n p.m.ri.t.h k.Sratan g!ninSlat!,nsara.i dan
prara ana p€ntolah.n lan pemsar.n h,,'ilpedkrnan

^,4eny 

rsun jad'r.l p.nt rwar.. rlan monrtorinS bi ntuan
dis.sLaiksndentan DP \ SPPD E d.n8 PDSPPunttkwilayar

Meny apkan d h men$ Eln forrulk pen lawasan dan
monliorinS bi rluan un ruk diisi : esu.i h.eil w.wa ncara da n

idala dan inf@d rsi dari . okumen SX W.litota

Eaa----
Memrintahkin sr.f m rn8.tik snat rugi s

Meml)erilGn slattug.sk.pad. (asi unr uk dipar.,f

;lsl Slrar lugas oleh kabid PDSPP

Oitpoiisisurar rugar olehsete etarir D'na,

Surat iu3as di,anda lar,a.ni Kacis

Per; lalan dan kelen* €oan
fto. iloring leadaan :iap

lGmtilrn datJ sep€ni oPA5PP0

Bi&n6 PDSPP untut* laylh

l(on pilasi dataseperii DPA

sPP) Bidang PO5PP !itut
Jadwrl penga'mi.o d:n

ladval peng iwasan (an Formulir pentawas.n ran

surar tugas dl iposisi ft si sarpr,'s

slri t tugar.lrposisi r3sl Surar tuga5 daiposisi( rbid PDs,P

surittu&sta.t b€lom

5ur: t tut.r (ispo5iri iabid-+-
Mel.l ar...la 1 penSav/.san dal rionitori.g elu.3l l(e Peng rwasan r an moni orin6

Melihrr, me.. amati ,nr€nalaj &Ln melat*an tan/a jawrb

,u.idaftrd.lapenSrwa:andan rMiidnrgev.luasi
P€rna nf6at.n bantu.n Poklahs.r yanS t! lah dilalranal(an

Pentrwa3an dan mor itoring Oata lormuhr hasil mlitonng

o.ftrr data drn doiurrcnt.n
P€nSrwrran ,an mdtdi.S
&al!.si pmr mfarti. b.ntuar

10 M enc xm6ti d,,n menili i hasil p,llaLrana ,n penSa *aen d.in
lorina evrlu.ri. rila dap.t lirerima !kan diti nditangani

danji.. tidak r tan dap.ftailiatru diularg s€suai.rahan

Memlaat dan menyampaakan hrsil pelalsn.an t,e.8zwa;a.
d.. .mitorir I evalua ia p€ma.{aat.n t€ntlan r ntuk
dital;hui arau dinilaio eh Krbid PDSPP

Dafiar d a lengawa ian dan

pe(arnfaaranb.ntuan

Draft lapo.an pemawi san dan

Dra t lapora penSau as:n
d.n moiltor ng eveluasi

Lapo an penErwa$n ( a.

rr ?rrlluxc$ (aETA t
5 1

i
I
I

v

11 M€ny mpan la D..n ha lil mdi rrinS iet ag6i dokumenden Lrpora. p.ntawasan dan

.t

__l

t__



PEMERINTAH KOTA BATAI{

DINAE PERIKANAN

Nomor SOP o.l.{. /soP/sET/DP-BTM/2021

Tanggal Pembuaian Januati 2021

Tangoal Revlsi

Tangga Efektf

Disahkan ol6h SEPALA

rt< K

(n,
lr. HU8NAINI

19 190203 2 005

JudulSOP Pamutnaan pcmarer proluk Prdkamn

0aaarHulun

2

Pormrnprn RB No 35 tlhun 2012 hntlng Plnturun Mrntcfl Pmdsyrgunlan Ap$ttur Nrg!.! dan
R.lormsal Blrckrrll trntlng Padomrn Plnyurunln otlndrr Op.rallonql Polsdur Admhlltrati
P.madnlrhan

Po.manpln RB No.le bhun 2016 LnLng Plntu6n Mrntrrl Pandayagunnn Aprr.tur Nrlrrl d.n
Ralgrmrtl Blrokrarl lanttng P.nyuIn.n PcL Plo!!. 8lrnl. lnrtlnll Pcmrdntah

P.rmrnd.Crl No.go Ehun 201e tlnhn! Pa[lunn Klm.htadro Dslrlh N.ead (Pamrndllri) tlnt ng
Kladflkarl Kodlikrrl, orn Nomlhkllur P!runcanaan P.mbangunu orn K6uano.n oraEh

3

, tjndrng'Und.ng Nomor 1 A Tehun 2012 lcnhng P.ng.n, Plmannt h Pu8at dan PGm.rintah D...ah-' hai./a manjlmii tlMuludnye Kctmrntn Prngtn orllliap Ranlrl PanCan Scca6 Tarpadu.

5
Pgnturan Mrntld K6lrut n dan Plrlkrnrn No. 32l,.hun 201e tlntang Prtuniuk Taknlr J!b!t!n
FunCrional Prmblna Mutu l"l!!ll Klltulrn dln Prrlklnrn

Kaputusrn Mcntrd Kclaubn drn Parlkrn.n Rapubllk lndon.ria No .24IXEPMEN.KP/2o13 Tant.ng
0. Plnylntln J.mlnin Mutu drn K.lmrntn H.rll P.rlkanrn Ptda Prc$! Plodukll, t rneolshln drn

0l.tribull:

Kualllll..lP.lrktrnr

r Mam.hlmi p.rslu6n p.rudlng-und.ngln y!n! brkalt dcngrn Pa[yrd,rn Jtmhrn Mutu dan Kram.nrn
'' HrrllP.riklnrn

2. Mcmlllkl srdlllklt gob.Crl P.mblna Mutu PBduk Pldkrn.n

3. Mlrnlllkl komrmpurn untuk l*glrkukan P.mb{ne8n tllhadlP Plmllrr H.!il P.rikmon

4 Mrmillkl k6,Enangan dtllm pGl.k an !n tugr.

Katartaltrr

1. 0!U Palar dan Pamrrlr Produk F.rlklnln

2. Tug.r Pokok dan tungal

Parahtm/P.rl.ngtaptn

1. P.engkot Kompui.r

2. Euku C.tatln pel.kalnaen tugi!

3. Al.t Ookum.nl.li

1 Apabila tidak dijalankan sesuai SOP. maka kogiatan pembinaan tidak akan lanc€r

Poncatatrn den Pendataan

I Oisimpan sebagaidokumen Llporan

2 Dokumen Pembinean Pema$r Poduk Perikanan



SOP PEMBINAAN PEMASAR PRODUK PERIKANAN

DINAS PERIKANAN KOTA BATAM

URAIAII PROS€DUR

PELAXSAI{A

XETCRAI{GAI{
[AI' AltIA MUTU

otvE8stflt(^'l
PiODUI PEiII(AIIAT

TAAID DAYA 5A1116

PROOUX

PERIXA Al{
TIM PEMEINA MUTU STAF' SEXSI X'I.EI{G(APAN DAN PERALATAIT wArru OUTPUT

2 1 5 6 I
1, Menyusun Jadwal Ranclna Pamblnaan Peda Pamasar Prodlk

Perik hen t.tlepAwalguhn Sr4alan a- (alcoder, formladwal 180 Menit
.,adwrl Waktu Prmblna.n Pada

Pemarar ProdukPrrlkanan

2. Mabporkrn J.dwal itnca p.nblnren Ptd. Pam.iar Produl
Parlk.nan l.p.da l(abld PDSPP Dlna! Plrlk.nan

*
JrdwalW.ltu P.mbln.in Pada

Pamaiar Produk Parlkanah
l5lv.nlt ACC

Mel.luk.n Pambln'rn Prdr P!6riar Produk Parlk.n.n,
dllaluhn atcfta lanlrunl turun brErmt Tln Xarl Blnt Mutu
Dlvlr.llll.rl produk Prdl.h.n, Sttf, dan Tlm Ptmbh. Mutu
(Prnlrmrtan raru.l padoman, Panaukurrn, d!n Panthlah)

ACC 240 manlt Formullr hlrn, dth chaalllt

4, M.r!*.p D . drn lnform[l Y,nl dlp.rol.h d.rl H.rll
Panblnarn Pada Pamralr Produk Parlkrnan ! Forlhullr lrlan, dan (h.clht 30 mrnlt

Dla Plmalr Produl PGrlhnrn yanl
Aman 0lXomun,l

5. M.naobh dan Manaanrllla D.ta dan lnlo nttl ytnt dldrpat
danaan mtnat!nalan padoman yanttal$ lda I otu Ptmr!.r Produk P.rlkanai

yanl Aman Dl(oniumtl
50 mrnlt Ratapan Pama(r Produk Parllanln

yrnl Amrn 0ll(onruntl

6 Mambuat Laporan Hrall Pamblntan pada Pahartr Produk
P. lanrn I Rakapao Pamarat P.odul

P!rlltnan yrn! Alhan Dl(ontumal
60 m.nlt

l-aponn H.3ll Fanblnaan Plda

Pomaiar Produk Paalkanin y,nl
Aman 0lKontumrl

7 M.laporkrn haall Pamblnaan Pada Pamur Produk Parlltnan
k!p.d.lGbld PoSPP !.poran liltll Plmbln.an P.d.

Pamaaff Produl Pldlanan yrnl
Aman Dl(on,umrl

30 m.nlt
Laporan Hrall Pamblntan Pada

Panaaa. Pmdul Plrllan,n yanl

Aman 0lXonrum,l

8
M€nlaBlptan harll Pamblnran Pad. Pam .r Produk
P.rlhn.n

-

Lrporan Ha.ll P.mblna.n Prda

P.m.sar Produk P.dk.nan yanl
Aman 0ll(onaumrl

1S Menlt Arslp



PEMERINTAH KOTA BATATI

DIt{At PERII(ANAI{

Nomor SOP o l t-lsoP/sET/DP-srw2021

T6nggalPembualan Januat\ 2021

Tanggal Revisi

TanggalEfektit

Disahkan oleh KEPtC ALA DIIIA9 PERIXANAI{

KOTA BATAT,I 7

(n'r, 001s 100203 2 005

Judu SOP
Monitodng dtn Prmblnsrn Mutu Paltr lkan dafl Sa ra Pcnyadlt
Preduk Perlkrnan

Daaar Hukum

Plm.npgn RB No.36 tahun 2012 tantlng Palrlurln Mrntld Plndayllunarn Apsr.tur Ntglr! tun
Ralormsd Birok ltan[ng Prdoman Panyulunsh Stlndlr Op€r.tloncl Ptoacdul Adminl&lti
Pcmadntahtn

Plrmtnpan RB No.1g tlhun 2016 Lnhng P.[tulan ManlBd Paddayagunarn AFratur N!9&! dln
Rafomal Blrckorl lrnun0 Prnyutunln Pab Pro$. Bllnir lnatand Ptm inuh

Prmindrg No.oo trhun 201e t.ntlnC Paralulln K!m!nt!d!n Dal.m Nrgad (Parm.ndrgrl) bnlene
Klr.lfk6J, Kodrtlkall, oan No rnkhlur Pooncanlan Prmbngunan Dsn Kouangon Daarah

3

4. Undrng-Undeno No. 36 Trhun 2000 llnlano K..6h.tan

Undang-Undano Nomor 1l Tahun 2012 tanho Prnern, Pamointrh Pulrt d8n Pamrdntlh Dlcr.h
hrrua msnj.min br*ujudnyr Krammm PlnCrn oi$tlop Rlntal Pmgrn sa.rrt TaPadu;

Pantul8n l,Lnl6d Kclsutrn drn Parlkrnln No. 32 tlhun 201e i.ntang Patunluk Ttknlt JtbaEn
Fungrlonll Pomblnr Mutu H.!ll Kdrubn dm P.dk.n!n
Kcpulu..n Manttrl Krl.ulrn dln P. k.n.0 Hcpubllk lndonttl! No. !24IKEPMEN-KP/2013 Tont ng
Panylnun Jamhm Mulu drn (ctmanrn HIJI P!dk!n!n Prda Pro$r Prcdukal, Plnoohhln dln
0l.tiburli

5

6

Kutlltlk!.lP.l.k.!n.

r M.mlhaml pt.aturrn parud.ng.undaneln yrne ta .it danlEn Juknb P.mblna Mutu dln Prrrnnbn
' Jaminan Mutu dan Kalmanln HrrlPafikanan

2 Mrmlllkl Sartlflkll gabrgrl Psmbhr Mutu Prcduk Pdk.n.n
3 Mlmlllki k.mrmpuan untlk malahukan Pamblnaln Ml]tu Produk P.dkanan

4. M.milihl kamlmpum mlmbusl lrponn hsrll monltodng dln p.mblnrln

5 lrhmtllkl kewtnangrn drlrm pchk&orkan tuetr

KatartttUn

1 . orta P...r dan Slntr! P.nyldla Produk P iklnan

2. Tuglr Pokok drn funell

Prralatan/P.rlanllrpfi

I Plnngkll Komput r

2 Suku Crtatln 9olrkltn.m tuort

3 Alat ookumcnlarl

Parlngrl'n

L Apabila tidak diialankan sesLrai SOP, maks kogiatan tidak akan lanc€r

PoncrtLn dan Pondatlrn

1 Disimpan sebagaidokum6n Llpodn

2 DokumenHasilMon{loring



SOP MONITORING DAN PEMBINAAN MUTU PASAR IKAN DAN SENTRA PENYEDIA PRODUK PERIKANAN

DINAS PERIKANAN KOTA BATAM

URAIAN PROSEDUR

PETAXSANA MUTU BAKU

XETERANGAI{I(ASI BI A MUTU

orvEisrFtxast pRoDUt(

PERIXAI{AI{

XASID DAYA SAI G

PiODUX PERIXA'{At{
TIM PEMSII{A MUTU STATT

xlLE GIGPA OAt{

PIiAIAIAI{
WAI(IU OUTPUT

1 2 4 5 5 7 I
1. Menyusun Jadwal Renaana Monltorlng dan Pamblnaan

Mutu Produk Perlkanan dl Pasar tkan dan Sentre
Peflyedla Produk Perlkanrn Kota BatamPaiar lkrn l(ots
Batam pada.wal bulan berjalan

(alender, form Jadwal 180 m€nlt
.radwel Waktu Monhorlnt

dan Pemblnaan Mutu

Produl Perikanan

2 M6laporkan ,adwrl Rlncan, Monltorlnt dan Prmblnaan
Mutu Produk P€rlkanan dl Pas.r tkan dan Slntrs
Penyedla Produk P€rlkan.n l(ot! Bitam hprda lGbld
PDSPP I ladwal Wrktu Morltorlng

dan Plmblnran Mutu
Pmduk Parlk.nan

15 mrnlt ACC

3. Monltorln, drn Pamblnsrn Mutu Produt P.rlkrnrn dt
Parar lkrndsn 5rnt6 Panyadla Produt porlkuan Xotr
bahm, dllakuktn $crrr langsunt turun blrlrmt Xstl
Blnr Mutu olv.rtlflk.rl Produk P.rlk.n.n drn Tlm
Plmblna Mutu (Plntrmatri !r!u.l prdomtn,
D-Mi drrih ,{rh oailLl.r I

ACC 240 monit tormullr lrlsn, dan ch€€ll9t

4. Merukrp ortr d.n lnform.ll Ytn! dlparolsh drrl P ar
lkan drn trntn Paoyldh Produk Prrlk.nin Formullr lihn, don chccllrt 60 menlt

R.k.pan Hr!ll Monltorlnt
dan Prmblnlan Mutu

Produk Prrlllnrn
5. Mutol.h dan Mena.ntll$ Datr drn lnform..l van!

dld.prt dlntan m0ntgunrlrn pcdomtn ytnt t6tah ade t Rek.prn H ll MonltorlnB
drn P.mblnrrn Mutu

Produl P lkrnan

50 m.nlt
Drtr Hrrll Monltorht d.n
P!mblnr.n Mutu Prcduk

P!rllrnrn
6 Membuat hporrn Hadl Monltorlng dln Prmbtn.an

Mutu Produk Plrlk.nan dl Pr$r lkrn d.n Srntrr
Panyrdlt Produl Prrllan.n l(otr Eat!m I Dltr H.tll Monllorln! dln

Plmblnrrn Mutu Produl
Pffltln,n

60 n€nlt
Lrporrn Hrtll Monltorlnt

dan P!mblnran Mutu

Produt P h.n.n
7 Mchporhn h.rll Monltorlnt drn PGmblnr.n Mutu

Produl Prrlk.nrn dl P€trr lk.n drn Sentrr Plnytdh
Produl Perlkamn (otr B.t,m lrpld! (rbld pospF

Lapgran Harll Monltorln!
dan Prmblnrn Mutu

Produk Perlkrnrn
15 m6nlt

Laporrn Hrtll MonltorlnS

dan Pomblntrn Mqtu

Produl Prrlktnan

9 Mcngrrrlpkrn hrrll monltodn! drn pGmblnrsn Mutu
Produl Prrlkanan dl Psda Ptiar llan drn Sentra
P6nyedl. Produl Perlkanan Kota Brtam

Lrpgran Hasll Monltorln!
dan Prmblnran Mutu

Produk Prrikrnan
30 m6nlt Arslp



SOP PENDAMPING PERIKANAN LAPANGAN DI KOTA BATAM

L$
PEMERINTAH KOTA BATAM

DINAS PERIKANAN

Nomor SOP OO 1 /SOP/PMPP/DP.BT M I2O 1 9

Tanggal Pembuatan 21 Januati 2019

Tanggal Revisi 10 Maret 2021

Tanggal Efektif 01 April 2021

Disahkan oleh KEPALA DINAS PERIKANAN

A BATAM

,rl NIP 1 0819 199203 2

Judul SOP PENDAMPING PERIXANAI\I LAPANGAN (PPL) DI KOTA BATAM

Dasar Hukum

1 Permenpan RB No.35lahun 2012 tentang Peraturan Menteri Pandayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasl tenlang Pedoman P6nyusunan standar Operasional
Prosedur Adminigtrasi Pemerintahan

Permenpan RB No.'19 tahun 2018 tentang Peraturan Mgnleri Pendayagunaan Aparalur
Negara dan Reformasi Birokrasl tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis lnstansi Pemerintah

2

Permendagri No.90lahun 2019 tentang Peraturan Kemonterian Dalam Neoeri (Permendagri)
lentang KlasifikaSi, Kodefikasi, Dan Nomenklalur Perancanaan Pembangunan Oan Keuangan
Daerah
Undang-undang 3'l lahun 2004lentang Perikanan sebagaimana lelah diubah dengan undang-
undang no.45 tahun 2009 tenlang perubahan atau UU no 31 tahun 2004 tentang Perikanan
(Lemb6ran Negara R€publik lndonesiE tahun 2009 No.254 Tambahan Lembaran Negara
Republik lndonesia No. 5073)

Undang-Undang No. 16 Tahun 2006 tentang Sisl6m Penyuluhan Perlanian, Perikanan dan
Kehulanan; (Lembran Negara Republlk lndonesia Tahun 2006 No. 92)

Peraturan Pemerlntah No. 62 tahun 2014 tentang Peny6lenggaraan Pendidikan Polatihan dan
Penyuluhan Peril(8n8n (Lembaran Negara Republik lndonesia tahun 2014 No. 174)

4

5

6

1

2

3

Pendidikan Penyuluh dan Pendamping Perikanan Lapangan D4lslrata 1

Memahami perundang-undangan yang terkait Penyuluhan dan p€ndampingan kelompok
perikanan
Memahami perundang-undangan yeng terkait perllndungan dan pomberdayaan nslayan,
pembudidaya ikan

Keterkaitan

SOP Pendaffaran dan Penumbuhan Kelompok Usaha Bersama (KUB)

SOP Pendafraran dan Penumbuhan Kelompok P€ngolah dan Pemasar (POKLAHSAR)

SOP Pendafraran dan Penumbuhan Kelompok Pembudidaya lkan (POKDAKAN)

PeralatanrPerlengkapan
'1. ProgramaPenyuluhan
2. Pembuatan maleri/Media penyuluhan perikanan (Lafleat, Brosur, )

3 Alat Tulis Kantor

Peringatan

1 Kelompok Usaha Bersama (KUB) Perikanan Tangkap dEn pemasar lkan (pOKLAHSAR) wajib
melaporkan data produksl setiap bulan, K6lompok Pembudidaya lkan (POKDAKAN),
melaporkan hasil produksi nya retiap keli masa panen.

PPL wajib membuat laporen bulanan hasil pembinaan kelompok masyarakai perlkanan seliap
bulan

2.

Pencatatan dan Pendataan

1. Dala Lokasi wilayah Keria

2. Data Kelompok Perikanan (KUB, PoKDAKAN, POKLAHSAR)

3.

Kualifikasi Pelaksana

1.

2.

3 Daia Produksi Kelompok



SOP PENDAMPING PERIKANAN LAPANGAN

MUTU BAKU

PPL Camat/Lurah
Persyaratan/
Kelengkapan

Waktu Output KetKepala Dinas
Kepala

Bidang
Kepala Seksi

NO AKTIV!TAS

Pembuatan SK 1 Hari Surat Keputusan

Mengeluarkan Surat Keputusan (SK) tentang

Penempatan dan Perpanjangan masa kerja tenaga

kontrak dan Surat Perjanjian Kontrak Kerja (SPKK)

Pendamping Perikanan Lapangan

L

Surat Keputusan 10 menit Surat Keputusan

Menerima Surat Keputusan (SK) tentang
Penempatan dan Perpanjangan masa kerja tenaga

kontrak dan Surat Perjanjian Kontrak Kerja (SPKK)

Pendamping Perikanan Lapangan

2

Surat Keputusan 1 Hari Nota Dinas3
Membuat nota dinas penetapan wilayah kerja

Pendamping Perikanan Lapangan (PPL)

1 Hari Nota DinasNota Dinas4 Menerima Nota dinas penetapan wilayah kerja

Nota Dinas 3 Hari Rencana KerjatMembuat Rencana Kerja Tahunan (RKT)dan

bulanan
5

Rencana Kerja L2hari
Melakukan koordinasi

Camat dan Lurah6
Mengkoordinasi ke Kecamatan dan Kelurahan

berdasarkan wilayah kerjanya masing-masing

Melakukan

koordinasiCamat
dan Lurah

12 bulan

Pelaksanaan

Pendampingan

Kelompok ke Lapangan
7

Melakukan penyuluhan atau pendampingan

pembinaan ke KUB (Kelompok Usaha Bersama),

POKDAKAN (Kelompok pembudidaya ikan) dan

POKLAHSAR (perngolah dan pemasar hasil

perikanan)

Pelaksanaan

Pendampingan

Kelompok ke

Lapangan

1 Hari Laporan diterima8 Membuat laporan setiap bulannya.



PEMERINTAH KOTA BATAM

OINAS PERIKANAN

Nomor SOP OO2/SOP/PMPP/DP-BTM/20 1 9

Tanggal Pembuatan 21 Januari 2019

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif 01 Aptil 2021

Disahkan oleh

t

lr. HUSNAINI /v
NIP 19 199203 2 005

Judul SoP PENDAFTARAN DAN PENUMBUHAN KELOMPOK USAHA
BERSAMA (KUB)

Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana :

1 Peraluran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012
lentang Pedoman Penyusunan Standar Operesional Prosedur Adminislrasi Pemerintahan;

2 Peraturan Menleri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018
teniang Penyusunan Peta Prosos Bisnis lnstansi Pemerintah;

3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tshun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan
Nomenklalur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;

Undang-Undang No. 16 Tahun 2006lentang Sistem Penyuluhan Perlanian, Perikanan dan
Kehutanan;
Keputusan Menteri Kelaulan dan Perikanan Nomor Kep. 14/Men/2012 Tentang Pedoman Umum
Penumbuhan dan Pengembangan Kelembagaan Pelaku Lnama Perikanani

Peraturan DireKur Jendoral Perikanan Tangkap Kementerian K€lautan dan Perikanan Rl Nomor
6/PER-OJPT/2019 tentang Petunjuk Teknis Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Usaha
Bersama Oir€ktorat Jenderal Perikanan Tangkap;

Peraturan Walikota Batam Nomor 3'l Tahun 20'12 tentang Pedoman Penyusunan Standar
Operasional Prosedur (SOP) Penyelenggaraan Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Kota

5

6

7

Batam.

1. Menguasai Peraturan Perundangan yang terkait.

2. M6miliki ksmampuan dan lerampii mengoperasikan perangkat komputer

Keterkaitan: Peralatan/Perlengkapan :

1. Peraturan Perundang-Undangan yang terkait;

2. Komputer, Printer, Scanner;

Peringatan: Pencatatan dan Pendalaan :

Jika SoP ini lidak dilaksanakan, maka proses pendafraran dan penumbuhan KUB akan terkendala

Apabila Kelompok Usaha Bersama (KUB) Perikanan Tangkap belum memiliki B€rita Acara
Pembenlukan Kelompok, maka kelompok dianggap bolum terb6ntuk.

1 1. Disimpan sebagai data manual dan dokumen

10 Matel2021

KEPALA OINAS PERIKANAN

* *oro 
"oro*

I SOP Sural Masuk.

2. SOP Pendamping Perikanan Lapangan.



PENDAFTARAN DAN PENUMBUHAN KELOMPOK USAHA BERSAMA (KUB)

MUTU BAKUPELAKSANA

Waktu Output
KET

Kabid. PIIPP JFU KelengkapanSub Bag
Umpeg

Sekretaris Kepala Dinas
KEGIATAN Pengurus

KUB

NO

Surat Permohonan, BA
Pembentukan Kelompok,

BA Musyawarah Penetapan
Pengurus, AO/ART, FC

KTP Anggota, Dafrar Hadir,
Pas foto Pengurus.

Dokumen Persyaratan

'1-
1

Menyerahkan Surat Permohonan
PendaffEran Kub beserta
kelengkspannya.

Dokumen Persyaratan 5 Menit+2

Menerima berkas, meregister pads

agenda surat masuk, memberikan
lembar disposisi & meneruskan ke
Sekretaris.

'10 Menit
Dokumen persyaratan

dan lembar disposisi
diparaf Sekretaris.

Dokumen persyaratan
dan lembar disposisi.-l3

Membaca dan membubuhkan paraf
pada lembsr disposisi dan
meneruskan kepada Kepsla Dinas.

Dokumen persyaralan

dan lembar disposisi
diparaf Sekretaris.

15 Menit
Dokumen persyaraten
dan lembar disposisi
dengan arahan Kadist4

Menuliskan arahan pada lembar
disposisi kepada Bidang PMMP untuk
ditindsklanjuti.

Dokumen persyaratsn
dan lembar disposisi
dengan arahan Kadis

5 Menit

Dokumen persyaratan
dan lembar disposisi
dengan arahan Kadis

dan Kabid.

5
Memberikan arahan pada Kepala
Seksi untuk ditindaklanjuli.

I Dokumen persyaratan

dan lembar disposisi
dengan arahan Kadis

dan Kabid.

20 Menil

Dokumen persyaralan
dan lembar disposisi,

Konsep Surat
Pendaftaran Kelompok

TIDAK

Memeriksa kelengkapan syaral
pendaffsran KUB. Jika lengkap akan
diterbilkan surat
pendaftaran/penumbuhan kelompok
oleh JFU, jika belum maka
dikembalikan kepada kelompok untuk
dilengkapi.

I
I
I
I

II
I

I
IIll

Kepala Seksi

5 Menit

Dokumen persyaratan

dan lembar disposisi.



7

Mencetak Surat Pendaftaran KUB
dan menyerahkan kepada alasan
untuk dikoreksi. r,J.

+

Ookumen peByaratan dan
lembar disposisi, Konsep

Surat Pendaftaran
Kelompok.

20 iilenit

Dokumen persyaratan
dan lembar disposisi,

Draft Sural Pendaftaran
Kelompok.

8

Memeriksa drafl Surat Pendaftaran
KUB. Jika sudah benar dibubuhkan
paraf, jika belum dikembalikan untuk
diperbaiki.

t
DAK

Ookumen persyaralan dan
lembar disposisi, Drafl

Surat Pendaflaran
Kelompok.

5 Menit
Draft Surat Pendaftaran

telah diparaf Kasi.

Menelaah dan membubuhkan paref
dan diteruskan kepada Sekretaris. r Draft Surat Pendaftaran

telah diparaf Kasi.
5 Menit

Draft Surat Pendaftaran
telah diparal Kasi dan

Kabid.

10
Memoriksa dan membubuhkan paraf
dan diteruskan kepada Kepala Dinas.

{I -t Draft Surat Pendaftaran
telah diparaf Kasi dan

Kabid.
10 Menit

Drafr Surat Pendaflaran
telah diparaf Kasi, Kabid

dan Sekretaris

11

Menandatangani Surat Pendafraran
KUB dan menyerahkan ke JFU untuk
di registrasi.

Draft Surat Pendaftaran
telah diparaf Kasi, Kabid

dan Sekrelaris
15 Menil

Surat Pendaflsran tel8h
ditandatangan Kadis.

12

Meregister dan memberi cap
pengesahan pada Surat Pendaftaran
Kelompok unluk diserahkan kepada
Pengurus Kelompok.

t_ Surat Pendaftaran telah
ditandatangan Kadis.

5 Menit
Surat Pendaftaran KUB

telah diregister.

13
Menerima Surat Pendaflaran
Kelompok KUB. C, Surat Pendaftaran KUB

telah diregister.
5 Menit Surat Pendaftaran KUBJ



Nomor SOP

Tanggal Pembuatan 21 Januari 2019

Tanggal Revisi 10 Maret 2021

Tanggal Efektif 01 Apm 2021

Disahkan oleh KEPALA DINAS PERIKANAN

€ xora elrai,

L

lr. HUSNAINI

NIP 9620819 199203 2 005

Judul SOP PENDAFTARAN DAN PENUMBUHAN KELOMPOK
PEMBUDIDAYA IKAN (POKDAKANI

Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana :

1 Peraluran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012
tentang Pedoman Penyusunan Slandar operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;

Peraluran Menleri Pendayagunaan Aparalur Nsgara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018
tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis lnstansi Pemerinlah;

Peraluran Menleri Oalam Negeri Nomor 90 Tahun 20'19 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan
Nomsnklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;

Undang-Undang No. 16 Tahun 2006 tentang Sislem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan
Kehutanan;
Keputusan Menleri Kelautan dan Perikanan Nomor Kep. l4luenl20l2Tenlang Pedoman Umum
Penumbuhan dan Pengembangan Kelembagaan Polaku Ulama Perikanan;

Peraturan Walikota Batam Nomor 31 Tahun 20'12 t€ntang Pedoman Penyusunan Standar
Operasional Prosedur (SOP) Penyelenggaraan Pemerintahan di Lingkungan Pemerinlah Kota
Balam.

1. Menguasei PBraturan Perundangen yang terkait.

2. Memiliki kemampuan dan terampil mengoperasikan perangkal komputer

Keterkaitan: PeralatanrPerlengkapan ;

1. SOP Surat Masuk.

2. SOP Pendamping Perikenan Lapengan

1. Peraluran Perundang-Undangan yang terkait:

2. Komputer, Printer, Scanner;

Peringatan: Pencatatan dan Pendataan :

Jika SOP ini tidak dilaksanakan, maka proses pendaftaran dan penumbuhan Pokdakan akan
terkendala.

Apabila Kelompok Pembudidaya lkan (Pokdakan) belum memiliki Berita Acara Pembentukan
Kelompok, maka kelompok dianggap belum terbenluk.

1

2

1 Disimpan sebagai data manual dan dokumen

PEMERINTAH KOTA BATAM

DINAS PERIKANAN

OO3/SOP/PMPP/DP-BTM/20 1 9

2.

3.

4.

6.



PENDAFTARAN DAN PENUMBUHAN KELOMPOK PEMBUDIDAYA IKAN (POKDAKAN)

NO

PELAKSANA MUTU BAKU

KETPengurus
Pokdakan

Sekretaris Kepala Dinas Kabid. PMPP Kepala Seksi JFU Kelengkapan Waktu Output

1

Menyerahkan Surat Permohonan
Pendaftaran Kelompok beserta
kelengkspannya. '1-I

Surat Permohonan, BA
Pembentukan Kelompok,

BA Musyawarah Penetapan
Pengurus, AO/ART, FC KTP
Anggota, Dafrar Hadir, Pas

foto P6hgurus.

5 Menit Dokumen Persyaratan

2

Menerima berkas, meregister pada

agenda surat masuk, memberikan
lembar disposisi & meneniskan ke
Sekretaris.

Dokumen Persyaralan 5 Menit
Dokumen persyarstan
dan lembar disposisi.

3
Mombacs dan membubuhkan paraf
pada lembar disposisi dan
meneruskan kepada Kepala Dinas.

L ,- -l Dokumen persyaratan
dan lembar disposisi.

1O Menil
Dokumen persyaratan
dan lembar disposisi
diparaf Sekrstaris,

4
Menuliskan arahsn peda lembar
disposisi kepada Bidang PMMP
untuk ditindaklanjuti. *

_l Dokumen persyaralan
dan lembar disposisi
diparaf Sekretaris.

15 tvlenit
Dokumen persyaratan

d8n lembar disposisi
dengan arahan Kadis

5
Memberikan arahan pada Kepala
Seksi untuk ditindaklanjuti.

.i
Dokumen persyaratan
dan lembar disposisi
dengan arahan Kadis

Dokumen persyaralen

dan lembar disposisi
dengan arahan Ksdis

dan Kabid.

6

Memeriksa kelengkapan syarat
pendaftaran Pokdakan. Jika lengkap
aken diterbitken surat
pendaftaran/penumbuhan kelompok
oleh JFU, jika belum maka
dikembalikan kepada kelompok
untuk dilenokaDi.

t
-I&h. I Dokumen persyaralan

dan lembar disposisi
dengan arahan Kadis dan

Kabid.

20 l.Ienit

Ookumen persyaratan
dan lembar disposisi,

Konsep Surat
Pendaftaran Pokdakan

TIDAK

KEGIATAN Sub Bsg.
Umpeg

5 Menit



7

Mencetak Surat
Pendaftaran/Penumbuhan
Pokdskan dan menyerahkan kepada
alasan unluk dikoreksi. t- I

I

{

Dokumen persyaratan
dan lembar disposisi,

Konsep Surat
Pendaflaran Pokdaken

20 Menit

Ookumen persyaratan
dan lembar disposisi,

Draft Su.at Pendaftaran
Pokdakan.

Memeriksa draft sural pendafraran
Pokdskan. Jika sudah benar
dibubuhkan paraf, jika belum
dikembalikan untuk diperbaiki.

_J"-
Dokumen persyaratan

dan lembar disposisi,
Draft Surat Pendaftaran

Pokdakan

5 Menit
Draft Surat Pendaftaran

lelah diparaf Kasi.

I Menelaah dan membubuhkan paraf
dan diteruskan kepada Sekretaris. r l-t

I',.-)
Drafr Surat Pendaffaran

telah diparaf Kasi.
5 Menit

Draft Surat Pendaftaran
telah diparaf Kasi dan

Kabid.

Mom€riksa dan membubuhkan parsf
dan diterusksn kepsda Kepala
Dines. t _l Draft Surat Pendafraran

telah diparaf Kasi dan
Kabid.

10 Menil
Drafl Surat Pendaftaran
telah diparaf Kasi, Kabid

dan Sekrelaris

11

Menandatangani Surat Pendaft aran
Pokdakan dan menyerahkan ke JFU
untuk di registrasi.

Draft Surat Pendaftaran
telah diparaf Kasi, Kabid

dan Sekretaris
15 Menit

Sural Pendaflsran t6lEh
ditandatangan Kadis.

Meregisier dan memberi cap
pengesshan pada surat Pendaftaran
Pokdakan untuk diserahkan kepada
Pengurus Kelompok.

t_ Surat Pendaftaran telah
ditandatangan Kadis.

5 Menit
Surat Pendanaran

Pokdakan telah
diregisl€r.

13
Menerima Sural PendaftaIan
Pokdakan.

-,
-J

Surat PendafraIan
Pokdakan telah

diregister.
5 Menit

Surat Pendafraran
Pokdakan

10.

12.
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Nomor SOP OO4/SOP/PMPP/DP-BTM/20,I 9

Tanggal Pembuatan 21 Januari 2019

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif 01 April 2021

Disahkan oleh KEPALA DINAS PERIKANAN
*-'*oro 

"oro,

PEMERINTAH KOTA BATAM

DINAS PERIKANAN lr. HUSNAINI ar
NIP 19 199203 2 005

Judul SOP
PENDAFTARAN DAN PENUMBUHAN KELOMPOK
PENGOLAH DAN PEMASAR HASIL PERIKANAN
(POKLAHSAR)

Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana :

1

Peraluran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012
tentang Pedoman Penyusunan Slandar Operasional Prosedur Adminislrasi Pemerintahan;

Peraluran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Retormasi Birokrasi Nomor'19 Tahun 20'18

tenlang Penyusunan Pela Proses Bisnis lnstansi Pemerintah,

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 20'19 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;

Undang-Undang No. 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Perlanian, Perikanan dan
Kehutanan;
Kepulusan Menleri Kelautan dan Perikanan Nomor Kep. 14/Men/2012 Tentang Pedoman Umum
Penumbuhan dan Pengembangan Kelembagaan Pelaku Utsma Perikanan;

Peraturan Walikola Balam Nomor 31 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Slandar
Operasional Prosedur (SOP) Penyelenggaraan Pemerjntahan di Lingkungan Pemerintah Kota

2

3

4

5

6

Batam.

1. Menguasai Peraturan Perundangan yeng terkait.

2. Memiliki kemampuan dan terompil mengoperasikan perangkat kompul6r

Keterkaitan: Peralatan/Perlengkapan :

1. SOP Surat Masuk.

2. SOP Pendamping Perikanan Lapangan

1. Peraturan Perundang-Undangan yang terkail;

2. Komputer, Printer, Scanner;

Peringatan: Pencatatan dan Pendataan :

Jika SOP initidek dilaksanakan, maka proses pendeftaran dan penumbuhan Poklahsar akan
terkendala.
Apabila Kelompok Pengolah dan Pemasar Hasil Parikanan (Poklahsar) belum memiliki Berila Acara
Pembentukan Kelompok, maka kelompok dianggap b€lum terbentuk.

1 1. Disimpan sebagaidata manual dan dokumen

10 Marel2021

2.



PENDAFTARAN DAN PENUMBUHAN KELOMPOK PENGOLAH DAN PEMASAR HASIL PERIKANAN (POKLAHSAR)

MUTU BAKUPELAKSANA

Pengurus
Poklahsar

Sub Bag
Umpeg

Sekretaris Kepala Danas Kabid, PMPP Kepala Seksi JFU Kelengkapan Waktu Output
KETNO KEGIATAN

Surat Permohonan, BA
Pelnbentukan Kelompok,

BA Musyawarah
Penetapan Pengurus,

AD/ART, FC KTP Anggota,
Dafrar Hadir Pas foto

Pengurus.

5 Menit Dokumen Persyaratan1

Menyerahkan Surat Permohonan
Pendafraran Poklahsar beserta
kelengkapannya.

e
1

Menerima berkas, meregisler pada

agenda surat masuk, memberikan
lembar disposisi & meneruskan ke
Sekretaris + Dokumen Persyaratan 5 Menit

Dokumen persyaratan
dan lembar disposisi.

I r Dokumen persyaratan
dan lembar disposisi.

10 irenit
Dokumen persyaralan
dan lembar disposisi
diparaf Sekretaris.

3.

Membaca dan membubuhkan
paraf pada lembar dlsposisi dan
meneruskan kepade Kepala Dinas.

* -t
Ookumen persyaratan
dan lembar disposisi
diparaf Sekretaris.

15 Menit
Dokumen persyaratan
dan lembar disposisi
dengan arahen Kadis

4.
Menuliskan arahan pada lembar
disposisi kepada Bidang PMMP
untuk ditindaklanjuti.

+r Dokumen persyaralan
dan lembar disposisi
dengan arahan Kadis

5 Menit5.
Memberikan arahan pada Kepala
Seksi untuk ditindaklanjuti.

6

Memeriksa kelengkapan syarat
pendaftaran Poklahsar. Jika
lengkap akan dilerbitkan surat
pendaftaran/penumbuhan
kelompok oleh JFU, jika belum
maka dikembalikan kepada
kelompok untuk dilengkapi.

I

L
lIOAK

i

@

20 Menit

II
IDokumen persyaratan

dan lembar disposisi
dengan arahan Kadis

dan Kabid.

Dokumen persyaratan
dan lembar disposisi
dengan arahan Kadis

dan Kabid.

Dokumen persyaratan
dan lembar disposisi,

Konsep Sursl
Pendaftaran Poklahsar.



l

I

+

Dokumen persyaratan
dan lembar disposisi,

Konsep Su€t
Pendaftaran Poklahsar

20 lvlenit

Dokumen persyaratan
dan iembar disposisi,

Drafl Suret Pendafraran
Poklahsar.

Mencetak Surat Pendattaran
Poklahsar dan menyerahkan
kepada atasan untuk dikoreksi

7

DAK
Dokumen persyaralan
dan lembar disposisi,

Drafl Surat Pendaftaran
Poklshsar.

5 Menit
Draft Surst Pendafraran

telah diparaf Kasi.+8

Memeriksa dIaft Surat Pendaftaran
Poklahsar. Jika sudah benar
dibubuhkan paraf, jika belum
dikembalikan untuk diperbaiki.

I
Draft Surat Pendaflaran

telah diparaf Kasi.
5lvlenil

Dran Surat Pendaftaran
telah diparaf Kasi dan

Kabid.t-
I

irenelaeh dan membubuhkan
paraf dan diteruskan kepada
Sekretaris.

Draft Sural Pendaflaran
telah diparaf Kasi dan

Kabid.
10 Menit

Oraft Surat Pendaftaran
telah diparaf Kasi, Ksbid

dan Sekretaris
10.

Memeriksa dan membubuhkan
parat dan diteruskan kepada
Kepala Dinas.

Draft Sural Pendaftaran
telah diparaf Kasi, Kabid

d8n Sekretaris
15 Menit

Surat Pendaftaran telah
dilandalan0an K8dis.

Menandatangani Surat
Pendaftaran Poklahsar dan
menyerahkan ke JFU untuk di
regislrasi.

__l Surat Pendaftaran telah
ditandatangan Kadis.

5l\renit
Surat Pendafraran

Poklahsar telah
diregisler.

12

Meregister dan memberi cap
pengesahan pada surat
Pendaflaran Poklahsar untuk
diserahkan kepada Pengurus
Kelompok. J Surat Pendaftaran

Poklahsar telah
diregister.

Surat Pendaftaran
Poklahsar.U.13

Menerima Surat Pendaftaran
Poklahs3r.

ItI
I

11.

tt
5 Menit



PEMER]INTAH KOTII BATAM

DINAS PERIKAI{AN

Nomor SOI) 0O5 /SOP/Pltl P P IDP -AT Mm21

Tanggal Pembuatan 21 Januari 2019

Tanggal RcMsi Maret Z)21

Tanggal Efrrhif 1 Ntil?f.21

Disahkan oleh KEPALA DINAS PERIKANAN

KOTA BATAM 4-

NIP. 1 9 19Sm3 2 005

Judul SOP

I
PENGUMPULAN DATA INFORMASI PELAKU UTAMA DItN USAHA PERIKANAI\I

Hukum Kuallffkasl Pelaksana

Pennenpan FIB No.35 tahun 2012 tertang Parraturan Menteri Pendalagunaan Aparatur NegaE dan Neformasi
Birokrasi tentrng Pedoman Penyusuran Standar Opciasional Prosedi.rr Adrilnistrasi Pemerintahan

1. Memal^Emi peraturen perundang-undangan yang terkait Pengumpulan Data

2.
Pennenpan FIB No.1 9 tahun Z)'l I tertang Pcraturan Menteri Pendalagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi tentrng Penyusunan Peta Ptoses Blsnis lnstansi Pcrnerintah

2. Memililii kemampuan untuk mernbuat laporan data

3.
Permendagri No.90 tahun 2019 tentalg Peraluran Kementeriian Dalatn Negai (Permendagri) tentang Klasifikasi,
Kodefikasi, 0an Nomenklatur Perenqtnaan Pembangunan Dnn Keuangan Dilerah

3. Memililii kewenangan dalam pelaksanaan tugas

4. Undang-Undrng nomor3l tahun 2004tentang Perikrinan sel)agaimanatelah diubahdengan Undang.undang
nomor. 45 tahun 2009 tentang perubahan atau UU ncrnor. 31 tahun :OO4 tentang Perikanan. (Lembamn Negara

U. Republik lnd(,nesia tahun 20Og nomcr. 154'Thmbahan Lembaran Ncgara Rcpublik lndonesia nomor. 5O73).

6. Undang-Undrng Nornor. 16 tahun 2016 tentang Sistcm Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehut:han.

,. (Lembaan Negara Republik lndonesil Tahun 2006 Nbrnor.92).

8. Undang-Undrng Nomor. 23 tahun 2O l4 tentang Pemarintah Daerah l Lembaran Negara Republik lnd<nesia

^ tahun Z)14 trlomor. 244 Tambahan, Lembaran Negara Reputllik lndorlesia Nomor.5587).
9.

1 0. Undang-Undirng nomor. 7 tahun 201 6 tentang Perlindungan dan Perhberdayaan Nelayan, Pembudidoya lkan,
dan Penambuk Garam (Lembaran Nogara Republik lrdonesiar Tahun 2016 nomor. 68).

1 1 . Peraturan P6merintah nomor. 62 tahuh 201 4 lentang Penyehnggaratn Pendldikan Pelatihan dan Perlyuluh
Perikanan ( Lembaran Negara Repubiik lndonesia tahun 2014 nomor. 174).

12. Keputusan Menteri Kelautan dan PeriLanan Flepublik lndone{ia nom(,r. KEP.l#MEN2012 tentang Pedoman
Umum Penurnbuhan dan Pengembangan Kelembagaan Peh\u Utan€ Perikonan.

13. Peraturan Willikota nomor. 49 tahun :1O16 tertang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Peikanan Kota

Batam

Keterkaitan

Eksternal : SOP l)embentukan KUB, Pokudakan, Poklahtrar

Peralatan Perlengkapan

1. Perangkat Komputer

2 Jaringan lntemet

Peringatan

Kegiatan ini harus dilaksanakan karena setagai pedoman

Pencatalat dan Pendataan

- Disimprrn sebagai data



AIUR PENGUI/lPLrLAtl DIiTA lNFI)RNIAS PEIAKU UTAIVIA DAN USAHA PERIKAI'IAN

PE -AKSI\NA MU]'U BAKU
Aktifitas

PPL ala S< ksi K laBda Kel ka an Waktu
KI T.

MenSir.i form data

Menyampaikan laporan

data

Meneliti dan memprose;
serta nrerekapitulasi data

Melak!kan koordinasi d lta
dengan bidang teknis dan

UPT Pelayanan Perikanan

Mengirnput dan penyaii rn

data

ldc ntifikasi potensi

wilayah data

Po'tensi 'lan masalah di
tingkat l elurahan

t hari

t hari

I bulan Rekapitulasi data

Cutput
NO

1

Potensi lan
masalah di tingkat
kelurahan

Rekapitulasi
identifikasi wilayahI t hari2

t hari
Rekapittrlasi

identifikasi data
Re (apitr lasi identifikasi
da :a

pemeca ran

masalah di dinas
4.

Re Gpitr lasi ldentifikasi
dara

5
perrecahan masalah di
dir,as



PEMERINTAH KOTA BATAM
DINAS PERIKANAN

Nomor SOP a6 tsoP TPMPP toP -BTMI2021

Tanggal Pembuatan 10 Maret 2021

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

Oisahkan oleh KEPALA OINAS PERIKANAN

TABATAM q-
L

n{ntc t 19199203 2 005

Judul SOP
Pendamping Perikanan Lapangan (PPL) melakukan tasilltasl proses
pengajuan proposal kegiatan bantuan Pemerintah

Dasar Hukum

1 Permenpan RB No.35 tahun 2012 tenlang Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasl tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional
Prosedur Administrasi Pemerintahan

Permenpan RB No.19 tahun 2018 tenlang Peraturan Monteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Bitokrasl teniang Penyusunan PGta Proses Bisnis lnstansi Pemerintah

Permendagri No.90 tahun 2019 tentang Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri)
tentang Klasifikasi, Kodeflkasi, Dan Nomenklatur Peroncanaan Pembangunan Dan Keuangan
Daerah

Kementorian Dalam Neg€ri 32 Tahun 20'11 Pedoman p€mberian Hibah dan banluan sosial
yang bersumber dari anggaran Pendapatan dan Belania Daerah

Kepmen KP nomor 2 Tahun 2021 tentang P€nyaluran Bantuan Pemerinlah di Lingkungan
Kementerian KBleulan dan Perikanan

Perwako Nomor I Tahun 2021 tentang Tala cara pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial di
Lingkungan Pemcrinlah Kota Batam

4

5

Kualifikasi Pelaksana

1. Memahami peraturan perudang-undangan yang terkait Penyaluran Bantuan Pamerintah

. Memahami peraturan perudang-undangan yang terkait tentang Tata cara pengelolaant 
Hibah dan Bantuan Sosial

3 Memahamitata cara penyusunan proposal

Keterkaitan
1

2

J

SOP Pendaftaran dan P6numbuhan Kelompok Usaha Bersama (KUB)

SOP Pendafraran dan Penumbuhan Kelompok P6mbudldaya lken (POKDAKAN)

SOP Pondaftaran dan Penumbuhan Kelompok Pengolah dan Pemasar (POKLAHSAR)

PeralatanrPerlengkapan
1. Proposal

2. SK Kriteria Penerima Bantuan

Peringatan
1 Memfasililasi prores pengajuan proposal kegialan bantuan Pemerintah seruai d€ngan jadwal

Jika Kelompok Tidak terdafrar maka tidak mendapat fasllitasi proses pengajuan Proposal
Bantuan Pemerintah

Pencatatan dan Pendataan

1. Kelompok LJ3aha Bersama (KUB), Kelompok Pengolah dan Pemasar lkan (POKLAHSAR)

2. Kelompok Pengolah dan Pemasar lkan (POKLAHSAR)

3 Kelompok Pembudidaya lkan (PoKDAKAN)

10 Marcl 2021

2.

3.

2.



Pendamping Perikanan Lapangan (PP[] melakukan fasilitasi pros€s pengajuan proposal kegiatan bantuan Pemerintah

NO AXTIVITAS

MUTU BAKU

PENDAMPING

PERIKANAN

I.APANGAN (PPLI

KELOMPOK

PERIKANAN

(KUB, POXDAKAN,

POKtAHsAR}

TURAH
OINAS

PERIKANAN

Persyaratan/
Kelengkapan

Waktu Output Ket

1

Memberikan lnformasi kepada Kelompok

Perikanan (KUB,POKDAKAN, PoKLAHSAR) tentang

Program Bantuan Pemerintah

lnformasl Program

Bantuan

Pemerintah
3 Hari Sosialisasi

2

Menyampaikan Syarat, Ketentuan & Kriteria serta

batas waktu Pengajuan Proposal Bantuan

Pemerihtah) kepada Kelompok Perikanan

(KUB,POKDAKAN, POKLAHSAR) pengajuan

proposal

Sosia lisasi 2 Hari
Syarat, ketentuan &
Kriteria Proposal

Bantuan Pemerintah

Mendampingi dan memfasilitasi Kelompok

Perikanan (KUB,POKDAKAN, POKLAHSAR) dan

memberikan informasi serta koordinasi Kepada

pihak Kelurahan dalam penyusunan pengajuan

proposal Bantuan Pemerintah

Syarat, ketentuan &
Kriteria Proposal

Bantuan

Pemerintah

15 Hari Koordinasi

4
Memfasilitasi penyusunan Proposal selesai dan

diajukan ke Dinas Perikanan

-

Koordinasi 3 Hari Pengajuan Proposal



PEMERINTAH KOTA BATAM
DINAS PERIKANAN

cDrsoP/PMPP/DP-BTtV/20r,i

fanggal Pembuatan I Marcl2o2l
Tanggal Revisi

Tanggal E ektif

Disahkan oleh KEPALA DINAS PERIKANAN

*

US

rtNe t 19 193203 2 005

Jndul SOP
lrooitoring t6rhadap Kegiatan Prrfi binaan Sumberdaya nelayan,
pembudidaya ikan dan pengolah hasil perikanan

Da6ar Hukum

1 Permenpan RB No.35 tahun 2012 tentang Peraturan Monteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
tentang Pedolnan Penyusunan Standar Operasional Prosedur Admini6kasi Pemerintahan

2 P6rmenpan RB No.1g tahun 2018 tentang Poraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur N6gara dan Reformasi Biroktasi
tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis lnstansi Pemerlntah

3 Permondagri No.90 tahun 2019 tentang Peraturan Kemtnterian Dalam Negor, (Permendagri) tentang Klasifikasi,

Kod6fikasi Dan Nomqklatur Perencanaan P6mbangunah Dan Keuangan Dlerah

4 Undang-Undsng No. '16 Tahln 2006 teht6ng SistBm Pehyuluhan Portonian, Per,kanan dan Kehutanan;

Undang-tjndang No. 7 Tahun 2016 tentahg Perlindunoan dan Pemberdayaan Nelayan Pembudi daya ikan dan

Pertambak gsram
K€putusan Menteri Kolautan dan Perikanan Rl Nomor KEP.14lMEN,4012 tentang Pedoman umum Penumbuhan dan

Pengembangan Kelombagaan P€laku Usaha Perlkanan
6

7 Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 3'1/KEPMEN-KP/2o14 Tertang Pedoman pemberdayaan Penyuluh

Perikanan Swadava (Berita Acara Republik lndonesia Tlhun 2014)

Kualilikasi Pelakaana

1 Memahami p?raluran perudang"undangan yang terkait sistem pemberdayaan kelompok

2 Memahami petunjuk teknis pemberdgyaan kelompok perikanan

3 Memahami materi pembinaan SDM helayan

Keterkaitan Peralalan/Perlengkapan

1 SOP Pendamping Porikanan Lapangan 1. Alat tulis kantor

2. Fomulir monitoring kegiatan pembinlan

Peringatan

1
Membuat laporan Kegiatan Monitoring Pembinaan Sumberdayo nelayan, pembudidaya ikan dan pengolah hasil
porikanan

Pencatatan dan Pandataan

'1 Laporan hasil monatoring tefiadap Pembinaan sumberdaya nelayan, pembudidaya ikan, dan
pengolah hasil perikanan

Nomor SOP

BATAM

5

2. Rekapitulasi Data hasil monitoring kegiatan monitoring



SOP MONITORING TERHADAP KEGIATAN PEMBINAAN SUMBER DAYA NELAYAN, PEMBUDIDAYA IKAN DAN PENGOTAH PIMASAR PERIKANAN

PELAKSANA MUTU BAKU

Kepala Dinas Kabid PMPP Kepala seksi
Pendamplng

Perikanrn l-apangan
IPPt)

Tim

MonitorinB
Pertyaratan/
Kelengkapan

waktu
NO AKTIVITAS

Output Ket

? perinteh,inruksi 15 Menit Surat Perintah7

Mengintruksikan Kabid untuk melaksanakan

monitoring kegiatan p€mbinaan sumber daya

nelayan, pembudidaya ikan dan pengolah

Pemasar perikanan

2

Memerintahkan kasi untuk mengumpulkan

laporan dan merekap data kegiatan pembinaan

sumber daya nelayan, pembudi daya ikan dan
pengolah Pemasar perikanan *

Surat perintah 10 Menit Laporan, data

Mengkoordinasi dengan PPL terkait laporan
kegiatan pembinaan sumber daya nelayan,

pembudldaya ikan dan pengolah Pemasar

perikanan

I

* -il Laporan, data l Jam Laporan, data3

_*
Laporan, data 3 Hari4

Merekap laporan data kegiatan pembinaan

sumber daya nelayan, pembudi daya ikan dan
pengolah Pemasar sebagai bahan monitoring

Laporan, data

t Laporan, data l Jam SK Tim

Menyusun SK Tim monitoring kegiatan pembinaan

sumber daya nelayan, pembudi daya ikan dan

pengolah Pemasar perikanan

+ SK Tim t hari6

Menyusun jadwal monltoring kegiatan pembinaan

sumber daya nelayan, pembudi daya ikan dan

pen8olah Pemasar perikanan

ladwal pelaksanaan

monitoring & instrument

monitoring

+ ladwal
pela ksanaan

monitoring &
instrument

21 hari

7 Melakukan monitoring lapangan kesesuaian hasil

laporan dengan pelaksanaan dilapangan
Melakukan monitoring

!ts Melakukan
monitOring

3 hari8
Menyusun laporan hasil monitoring kegiatan
p€mbinaan sumber daya nelayan, pembudi daya

ikan dan pengolah Pemasar perikanan

Laporan kinerja yanB

sudah lengkap

v

-

Laporan kinerra

yang sudah
lengkap

10 Menit9

Menerima laporan hasil monitoring kegiatan
pembinaan sumber daya nelayan, pembudi daya

ikan dan pengolah Pemasar perikanan
Laporan diterima

IrrIIr

5



PEMERINTAH KOTA BATAM
OINAS PERIKANAN

Nomor SOP 008/soP/PMPP/DP-BTM/2021

Tanggal Pembuatan 5 Marcl 2021

Tanggal Revisi

Tanggal EfeKif

KEPALA PERIKANAN

BATAM +

.,a B,trre rsoz 19199203 2 005

Judul SOP SOP Kelompok Menerima Eantua) TervalidasiTepat Sasaran

oasar Hukum

1 perm€npan RB No.35 tahun 2012 t€ntang Peraturan Monteri Pendayagunaah Aparatur Negara dan Reformasi Eirokrasi
tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional prosodur Admina6kasi pemerintahan

2 Permenpan RB No.'19 tahuh 2018 tentang Peraturan Montsri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
lentang Penyusunan Peta Proses Bisnis lnstansi pemerlntah

Permendagri No g0 tahun 2019 tentang Peraturan K€manterian Oalam Negeri (Permendagri) tentlng Klasifikasi,
Kod€fikasi, Dan Nomchklatur P6roncanaah p6lhbangun6n Dan Keuangan Doerah
Permen KP nomor 60/PERMEN-KP/2017 tentanO Perubahan atas poraturan Menteri Kelautan den Pedkanan nomor
7o/PERMEN-KP/20'18 tentang Pedoman Umum dalam rangka penyaturan brntuan pemedntah di Kementerian
Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Rl Nomor KEP.14lMEN/2012 tentang Podoman umum Penumbuhan dan
Peng€mbangan Kelembagaan Petaku Usaha per'kanan

Kementerian Dalam Negeri 32 Tahun 201,1 Pedoman p€mberian Hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari
tnggaran Pendapatan dan Belanja Oaerah

K€pmen KP nomor 2 Tahun 2021 tentang P6nyeluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerisn K€lautsn dan
Perikanan

PeMako Nomor I Tahun 2021 tentang Tata cara pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial di Lingkungan Pemerintah
Kota Batom

3

4

5

6

7

8

Kualifik.si Pelak6ane

1 Memahami pcraturan perudang-undangan yang terkait Penyaluran Bantuan Pemerinlah

Memah8mi peraiuran perudang-undangan yang terkait tentang Tata cara pengelolaan

Hibah dan Banluan Sosial
2

Keterkailan Peralatan/Perlehgkapan

1

2

SOP Pendafraran dan Penumbuhan Kelompok U6aha Bersaml (KLJB)

SOP Pendafraran dan Penumbuhan Ketompok pengolah dan pemasar (POKLAHSAR)

SOP Pendafraran dan Penumbuhan Kelo Pembudldaya lkan (POKDA(AN)

1
Peraturan Perundang-Undanggh sebagaiman6 torsebut dalam hukum Penyaluran Bantuan
Pomerintah, tata cara pengelolaan hlbah dan Bansos

Jumlah Kolompok Usaha Bersama (KUB), Kelompok Pembudidaya ikan (POKoAKAN) dan Kelompok
Pengolah dan P€masar lkan (POKLAHSAR) yahg mengajukan permohonan btntuan2

Peringatan

1. Jika tidak dilaksanakan maka tidak dap6t di ketahui kelompok Menerima Bantuan Tervalidasi Tepat Sasaran

Pencatatan dan Pandataan

1 Laporan hasil Pembinaan sumberdaya nelayan, pembudidaya akan, dan pengolah hasil perikanan

2. Rekapitulasi K6lompok Perikanan yang mengajukan p€rmohonan bantuan

Disahkan oleh

-/



SOP Kelom k Menerima Bantuan Tervalidasi Te t Sasaran
MUTU BAKU

NO
Waktu Output Ket

AKTIVITAS
Kepala Dinas Kepala Bidang Kasi

Persyaratan/
Kelengkapan

15 Menit Perlntah

Mengintruksikan kepada kepala bidang untuk
mengkroscek kelompok menerima bantuan
tervalidasi te t sasaran

Perintah,intru ksi

2

Meneruskan kepada Kasi untuk mengumpulkan
data kelompok yang Menerima bantuan
tervalidasi tepat sasaran.

Perintah 15 menit
mengumpulkan data

kelompok menerima bantuan

3

Mengumpulkan dan merekap data kelompok
menerima bantuan tervalidasi tepat sasaran.

mengumpulkan data

kelompok menerima
bantuan

3 hari
data kelompok menerima

bantuan

4 22 hari menyusun jadwal

Menyusun jadwal survey tentang kesesuaian
data dan kondisi kelompok data kelompok menerima

bantuan

5
Pembahasan hasil survey kelompok Menerima
bantuan tervalidasi tepat sasaran.

menyusun jadwal 5 hari Pembahasan hasil survei

6

Membuat laporan kelompok menerima
bantuan tervalidasi tepat sasaran kepada
Kepala Dinas

Pembahasan hasil survei t hari Laporan

Menerima laporan kelompok menerlma
bantuan tervalidasi tepat sasaran

I

Laporan t hari laporan di terima

1

7



PEME RINT/\H KOTA BI.TAM

DiNAS T.ERIIC\NAN

Dasar Hukum

Ekstemal : SOP fedaksananya ppL

2.

3.

4

5

Permenp an RB No.35 tahun 201 2 tentanJ Peratr rran Me fleri Pedayagunaan A nratur Negara dan Refcrmasi
Birokrasi tentang Pedoman Peny sunan Standar Operas,onal Pr'rsedur i \dminislrasi Pemerintahan

Permeng an RB No.l9 tahun 201 ] tentan., Peratr tran Me rteri Perdayagunaan A )aratur Negara dan Refc rmasi
Birokrasi tentang Penyueunan P( ta Pros,,s Bisni ; lnstan i pemerintah

Permencagri No.90tahun2019t,ntang ['eratura] Kemerterian l)alam Negeri (Fermendagri)tentang Kla$fikasi,
Kodefika ;i, Dan Nomenklatur Per :ncana, rn Peml €ngun. n Dan l:6uang€rn Oaerrrh

Undang- Jndang No. 1 6 Tahun 2 )06 tenl ,ng Sis em per yuluharr pertan an, perikanan
dan Kehr tanan;

Keputu*rn Menteri Kehutan dan Perikanrn Nom.rr Kep. l4lMen.'2012 T?ntang l;)edoman Umum Penumbuhan
dan Peqlembangan Kelembagaa 1 Pelak r Utam€ perikatEn;

Peratura I Direktur Jenderal Perilanan Tr'ngkap liement..rian Ke autan dtn Peritanan Rl Nomor 6/PER-
DJPT/X l9 tentang Petunjuk Tel nis Per lmbuk n dan F engemt,angan l(elomp(,k Usaha Bersama Direk;orat
Jenderal Perikanan Tangkap.

6

Nomor SOP O Og I SOP lP N PPIDP-BTM/O312021

Tanggal PembJatan 15Marelfr21

Tanggat Revisi

Tanggal Efektil 1Nr/,2o'21

oleh

NIP, 1 19S203 2 005

l'

KEF'ALA DINAS PERIKANTtN

BATAM da-

Judul SOP
PENYUSUNAN PROGRAMA PENDAITIPINg PERIKANAN LAI5ANGAN

1. Memaham peraturan perundang-urdangan yang terkait dergan Penyusunan Programa Pendamping Perikenan Lapangan

2. Mengetah(li tugas dan fungsi Sistern dan Prosedur Psnyulunan

3. Mengetahui tugee dan fungsi mekanisme pembuatan laporan

Kuallllkasl Pelaksana

1. Perangkat Komputer

2 Jaringan lr{emet

3 Alat Tulis l:lantor

PeralatanPerleng kapen___

Pencatatan ditn Pendataan

- Disimpan s,ebagai data
'l . Apabila tidak d laksanakan akan meng( anggu 1 elaksar aan prcgram p,myuluh



A.LUII P[NYUSIJNI\N I)RC)GRAMA F EN )AI/IPING PERIKANI.N LAPAN(;AN

PELP KSA|,lA

PPL Ke pala ieksi-.,]
NO Aktifitas

(elornpok Peril(anar

1

Memfasilitasi penggalian

data dan informasi
mengenai potensi

kelurahan, monografi
kelurahan dan masalah di
tingkat kelurahan

Merekapitulasi hasil

identifikasi wilayah

Menyusun rencana kegiatan
kelompok perikanan

II4

Mengadakan pertemuan
penyusunnan programa
pendamping perikanan

lapangan

5

Menyusunan programa
pendamping perikanan

lapangan

l__ relengkapz

lla "ntir 
mri potensi wi

lst,tu 

nr ter kelu rahan

lPotens 
i masalah dan I

Iasalz 
h di tingkat kel

MUTU BAKU
KET

n

ayah Data

remecahan

rrahan

V /aktu

2hari

2hari

c ut

Potensi lan
masalah ditingkat
kelurahi,n

Rekapitr rlasi

identifik asi wilayah

Rckapitulasi identifikasi wilayah 5 hari

Rcncar ra Definitif Kelcmpok (RDK)

Rrlncana Definitif Keb rtuhan

Kr:lomlrok (RDK)

Rr rkapitulasi Penyusur an

Pr ogra ma Pendampin 3 Perikanan

Li pan[;an

Rencani Definitif
Kelompok (RDK)

Rencani Definitif
Kebutul an

Kelompok (RDK)

Rekapitr rlasi

Penyusl nan

PrograrI a

Pendamping
Perikanr n Lapangan

Buku Pt,nyusunan

Progran a
Pendamping
Perikanr n Lapangan

t hari

l bu lan

2.

3.



PEIIERINTAH KOTA BATAM

DINAS PERIKANAN

Nomor SOP o ro /SoP/PMPP/DP-A'tMt03/2021

Tonggal Pembuatan Juni2021

Tanggal Revisi

TanggalEfektif 01 Julr 2021

0isahkan oleh KEPALA OINAS PERIKANAN ft' xora arrar,r

NIP 1 1S 199203 2 005

JudulSOP PENILAIAN KELAS KELOMPOK

Darar Hukum :

1.
Peraturan M€nteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012
tentang Pedoman Penyusunan Standar Oporasional prosedur Administrasi pemerintahsn;

2. PeEturan Ment€ri P6ndayogunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokra6i Nomor i9 Tahun 2018
tentang Ponyusunan P€ta Prosos Bisni6 lnstan3i p6merintah:

3. Poratur.n Menteri Dal€m Nogeri Nomor gO Tahun 2olg tentang Klsgiflkesi, Kodefikasi, dan
Nom6nklatur Perencanaan Pgmbangunan Dan Keuangan De€r6h;

4. Undsng-Undang No. 16 Tahun 2006 tentang Sistem penyuluh6n pertanian, periksnan dan
Kehutanan:

5. Keputusan Menteri Kelaulan dan Perikanan Nomor Kep. 14lMen/2012 Tentang pedoman Umum
Penumbuhan dan Pengembangan Kelembagaan pelaku Utama perikanan;

6 Peraluran Darektur Jenderal Psrikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan perikahan Rl Nomor
6/PER-DJPT/2019 tent6ng P6tunjuk Teknis penumbuhan dan pengembangan Kelompok Usaha
Bersama Direktorat Jendoral p6rikanan Tangkap;

7. Peraturan Walikota Batam Nomor 31 Tahun 2012 tsntahg pedoman penyusunan Stendar
Oporasional Pros€dur (SOP) Pohyelenggaraan pemsrintahan di Lingkungan pemerintah Kota
Batam.

1 Menguasai Peraturan Perundangan yang torkait

2. Memiliki kemampuan dan terampil mongoperasikan perangkat komputer

Keterkaitan : Peralalan/Pealengkapan

1. SOP Surat Masuk.

2. SOP Psndafraran dan Penumbuhan Ketompok KtJB, pokdakan dan poklahsar

3 SOP Pembinaan Kelompok.

4 SOP Pendamping Porikanan Lapangan.

1. Peraturan Perundang-Undangan yang terkait;

2. Komputer, Pinter, Scann€r;

Peringatan Pencatatan dan Pendataan I

1 Jika SOP ini tidak dilaksanakan, maka prosos penilaian Ketas Kotompok akan terkendata 'L Disimpan s€bagaid6ta manualdan dokumen

Kualifik.3i Pelak6ana :



PENILAIAN KELAS KELOMPOK

PELAKSANA MUTU BAKU

NO KEGIATAN
Kepala Seksi PPL

KET
Kabad. PMPP Sekretaris

Kepala
Dinas

Tim Penilai
Sekretaris
Tim Penilai

Pejabat
Penandatangan

Piagam
Pengukuhan

Pelaku Ulama
Perikanan

(KUB,
POKLAHSAR/
POKDAKAN)

Kelengkapan Outsut

1

Mengidentifi kasi dan mengevaluasi
kelompok pelaku utama perikanan
(KUB/POKLHSARY POKDAKAN)
yang aktif yang akan dinilaidan
membuat lime sct edule turun
lapargan r Daftar K€lompok Pelaku

Utama yang terdafta den
aktif sebagai calon

kelorhpok fang akan dinilai

t hari

Dallar Kelompok Peiaku
Utama yang akan dinilai
dan ttme schodul1 lutun

lapangan

2
Koordinasi dengan Penyuluh/ PPL
terkait kesiapan kelompok yang akan
dinilai

Ta
I

Oafrar Kdompok Pelaku
Utama yang akan dinilai
dan time scheduh lutun

lapangan

30 Menit

Nama Kelompok Pelaku
Ljlama yang akan dinilai

untrk selanjuhya
dibuatkan SPT

3 Membuat SPT dan diparat oleh Kasi r Nama Kelompok Pelaku
Utama yang akan dinilai

untuk selaniuhya
dibuatkan SPT

15 Menit
SPT yang sudah diparaf

Ka6i

.Y4
Membaca dan membubuhkan paraf
pada SPT dan meneruskan kepada
Seketa.is.

-

_l SPT yang sudah diparaf
Kasi untuk diteruskan ke

Kabid
10 Menit

SPT yang sudah dipsraf
Kasi dan Kabid

5
Membaca dan membubuhkan paraf
pada SPT dan meneruskan kepada
Kadis

't,I -l SPT yang sudah diparat
Kad dan Kabid untuk

diteruskan ke Sekretaris
10 Menit

SPT yang sudah diparaf
Kasi, Kabid dan
Sekrehris untuk

diteruskan ke Kadis

6 Memberikan Surat Perintah Tugas
pada Tim Penilai untuk dilaksanakan

SPT yang sudah diparal
Kasi, Kabid, Seketaris

dan Kadis untuk
dijalankan oleh tim penilai

* -l 10 Menit

I
I
I
I
T

I
L

TIDAK

L-

SPT yang sudah diparat
Kasi, Kabid dan
Sekretaris uotJk

diteruskan ke Kadb



7

Melakukan penilaian sesuai SpT
dengan uraian tugas : Mengisi daftar
hadh Tim Penilai, Membuat daftar
hadir anggota ketompok, Melakukan
wawancara dengan pengurus/
anggota kelompok, Membuat Berita

ra Penilaian Kelas Kelompok
untuk selanjutnya melakukan rapat tjm
penilai selanjuhya membuat Tabel
hasil penilaian sesuai Kep Men KKp
No. 14 tahun 2012 dan Tim penilai
menandalangani hasil penilaian.

TI
-l

SPT, Daftar hadir Tim
Penilai, Daltar Hadir
anggota Kelompok,
Berita Acara Hasil

Penilaian Kelas
Kelompok

2 hati

Tabel hagil penilaian

sesuai dengan KepMen
KKP No. 14 tahun 2012

yang sudah
ditandatangani oleh Tim

Penilai

Mencetak Piagam Pengukuhan Kelas
Kelompok berdasarkan hasil penilaian
sekaligus memberi nomor piagam
Pengukuhan sesuai dengan kode
wilayah, tanggal pembentukan dan
penilaian kelompok

JI
I

Tabel hasil penilaian
sesuai dengan KepMen
KKP No. 1,t tahun 20'12

yang sudah
ditandatangani oleh Tim

Penilai

30 Menit

Draft Piagam
Pengukuhan Kela6

Kelompok sesuai hasil
penilaian

I
Menandatangani skor hasil pehilaian
pada Piagam Pengukuhan sesuai
hasil penilaian oleh Koordinalor Tim
Penilai r Orafr Piagam

Pengukuhan Kelas
Kelompok sesuaihasil

penilaian

10 l\4enit

Piagam Pengukuhan
yang sudah

ditandatangani skor hasil
penilaian

10

Menandatangani Piagam pengukuhan
oleh Pejabat yang berwenang
(Kepala Dinas/ Lurahy'Camal) sesuai
dengan klasifikasi Pengukuhan Kelas
Kelompok

t_ E Piagam Pengukuhan
yang sudah

ditandatangani skor hasil
penilaian

t hari

Piagam Pengukuhan
yang sudah

ditandatangani oleh
Pejabat yang beMenang

I

11
Menerima Piagam Pengukuhan Kelas
Kelompok

Piagam Pengukuhan
yang sudah

dltandatangani oleh
Pejabat yang berwenang

5 Menit
Piagam Pengukuhan

Kelas Kelompok

L



Nomor SOP ],i /SOP/PMPP/DP-BTM/032021

Tanggal Pembuatan JlJni 2021

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif 0l Juli 202,|

Disahkan oleh KEPALA DINAS PERIKANAN

*- xoTA sarA,t

NIP, 1 19 199203 2 005

L$

Judul SOP PEMBINAAN KELOMPOK

Dasar Hukum: Xualifilasi Pelaksana

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformagi Biroka8i Nomor 35 Tahun 2Ol2
tentang Pedoman Penyusunan Standar Operaslonal prosedur Administrasi peme ntahan;

Peraturan Mer{eri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokra6i Nomor 19 Tahun 20,18
tentang Penyugunan Peta Pro66 Bbois lnstansi pemgrintah;
Peraturan Menteri Dalam Negerl Nomor gO Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefkasi, dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;

UndangtsUndang No. l6 Tahun 2006 tentang Sistem penyuluhan pertanian, perikanan dan Kehutanan;

Keputt6an Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Kep. i4lMen/20!2 Tentang pedoman Umum
Penumbuhan dan Penoembangan Kelembagaan pelaku Utama perikanani
Peraturan Direktr Jenderal Perikanan Tangkap Keme erian Kelautan dan perikanan Rl Nomor
6/PER-OJPTI2019 tentang Petunjuk Teknis penumbuhan dan pengembangan Kelompok Usaha
Bersama Direktorat Jenderal porikanan Tangkapi
Peraturan Walikota Batam Nomor 31 Tahun 2012 tentang pedoman penyusunan Standar Operasional7

nProsedur (SO Pemerintahan diLin Pemerintah Kota Batam

Keterlaitan Peralatan/Perlelgkapan :

3

1

SOP Surat Masuk.

SOP Pendaftsran dan Penumbuhan Kelompok KUB, pokdakan dan poklahsar

SOP Penilaian Ketas Kelompok.

SOP Pendamping Perikanan Lapangan

1. Peraturan Perundan$Undangan yang terkait;

2. Komputer, Printer, Scanner;

Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :

Jika SOP ini tidak dilaksanakan, maka proEes penitaian Kelas Kelompok akan terkendala 1 . Digimpan sebagai data manual dan dokumen

PEMERINTAH KOTA BATAM

DINAS PERIKANAN

1

2.

3.

4.

5.

r

1 . Menguasai Peraturan Perundangan yang terkait.

2. Memiliki kemampuan dan torampil mengoperasikan perangkat komputer.



PEMBINAAN KELOMPOK

PELAKSANA MUTU BAKU

NO KETKEGIATAN
Kepala Seksi PPL Kabid. PMPP Sekretaris Kepala Dinas

Tim PMPP/Tim
Pembinaan

Kelengkapan Output

1

Mengidenlifi kasi dan mengevaluasi kelompok
pelaku utama perikanan (KUB/POKLHSARI
POKDAKAN) yang ahit dan tidak aktif yang
akan dibina dan membuattim6 schedule
furun lapangan T

Daftar K6lompok Pelaku Utama
ysng terdaftar dan aktf /

bennasalah 6ebagai calon
kelonpok fang akan dibrna

t hari

Daftar Kelompok Pelaku
Utama yeng akan dibina
dan t|re s6hodul6 turun

lapangan

Koordinasi dengan Penyuluh/ PPL terkait
ke6iapan kelompok yang akan dibina

TIDA(

Oaftar K6lompok Pelaku Utama
yang akan dibina dan lim6
scl,oddg turun lapangan

30 Menit

Nama Kelompok Pelaku
Utama yang akan dibina

untuk selanjulnya
dibuatkan SPT

J+
I

3 Membuat SPT dan diparaf oleh Kasi r Nama Kelompok Pelaku
Utama yang akan dibina

untuk selanjuhya dibuatkan
SPT

15 Menit
SPT yang $dah diparaf

Ka6i

Y
4

Membaca dan membubuhkan para, pada
SPT dan meneruskan kepada Seketaris.

L- -l SPT yang sudah diparaf Kasi
untuk diteruskan ke Kabid

10 N,tenit
SPT yang sudah dipara,

Kasi dan Kabid

5
Membaca dan membubuhkan paraf pada
SPT dan meneruskan kepada Kadis *

SPT yang sudah diparaf Kasi
dan Kabid untuk diteruskan

ke Seketaris
10 l\4enit

SPT yang sudah diparal
Kasi. Kabld dan
Seketaris untuk

diteruskan ke Kadis

6 Memberikan Surat Perintah Tugas pada Tim
PMPP/Pembinaan untuk dilaksanaken *

- I
SPT yang sudah diparaf Kasi,
Kabid d6n Sekretaris untuk

diteruskan ke Kadis
10 Menit

SPT yang sudah diparat
Kasi, Kabid, Seketaris

dan Kadis untuk
dijalankan oleh tim

pembinaan kelompok

T

I
I
I
I

I

_l



?

lM"lakuk"n pembin"a

ldengan uraEn tugas :

lsosialisasidan pembi

n kelompok oesual SPT
: r, Melakukan
naan tentang

penumbuhan dan pengembangan kelompok.
Membuat Berita Acara Pembinaan
Kelompok untuk selanjubya membuat
laporan perjalanan dinas hasil pembinaan
kelompok dsn tim pembinaan
menandatangani laporan perjalanan dinas

?T t hari

Laporan perjalanan dinas
tentang hasil pembinaan

kelompok dan sudah
ditandatangani oleh tim
pembinaan kelompok

8
Menuliskan arahan pada lembar Laporan
perjalanan dinas kepada Bidang pftrMp
untuk ditindaklaniuti. ?-J

Laporan perjalanan dinas
tentang hasil pembinaan

kelompok dan sudah
ditandatangani oleh tim
pembinaan kelompok

't 5 Menit
Laporan perjalanan dinas

dengan arahan Kadis

Memberikan arahan pada Kepala Seksi
untuk ditindaklanjud/ SPJ/dia.6ipkan ? I Laporan per.ialanan dinas

dengan arahan Kadis
10 i,,lenit

Laporan perjalanan dinas
dengan arahan Kadis dan

Kabid

10
Menerima laporan perjalanan dinas yang
sudah didisposisi untuk diarsipkan / di SpJ
kan

I _i Laporan perjalanan dinas
dengan arahan Kadia dan

Kebid
5 irenit

SPT dan Berita Acara Hasil
Pembinaan Kelompok

Laporan perjalan dinas
untuk diarsipkan/ di SPJ

kan



PROSES I(OORDINASI PETAKSANAAN KEGIATAN PENDAMPINGAN LAPANG

PEMERINTAH KOTA BATAM
DINAS PERIKANAN

Nomor SOP 0l 2/soP/Pt\,lPP/DP-BTt4/2021

Tanggal Pembuatan I Matel2021

TanggalRevisi

Tanggal Efektif

Disahkan oleh

BATAM +

H

1/ Nte t 0819 199203 2 005

JudulSOP Proses Koordinasi Pelaksanaanlkegiatan Pendampingan Lapangan

Dasar Ilukum

Permenpan RB No 35 tahun 2012 tontang Perat!ran Monteri P€ndayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Pros6dur Administaasi Pemerintahan

2.

3.

4

Permenpan RB No.'19 tahun 2018 tentang Poraturan Montei Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
tontang Penyusunan Peta Proses Bisnis lnstansi pemerlntah

p€rmendagri N0.90 tahun 2019 tentang Poraturan Kemcnterian Dal€m Negeri (Permendagri) tentrng Klasifikasi,
Kodefikasi, Dan Nomrnklatur Perencanaan Pembangunan Dan K€uangan Dferah
Undang-undang No. 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyutuhan p6rt!nian, p6 kanan dan Kehutanan:

Undang-Undang No. 7 Tahun 20'16 tentang Portindungan dan Perhberdayaan Netayan pembudi doya ikan dan
Pertambak garam

K€putusan Menteri Kqlautan dan Periksnan Rl NOmor KEP.14lMEN/2012 tentahg Pedoman umum Penumbuhan dan
Pengombangen Kelembagaan Pelaku Usahs perjkanan

6

Kualifikasi Pelaksena

1. Memahami poraturan perudang-undangan yang torkait Sisl€m Penyuluhen Perikanan

2 Memahami pcraturan perudang-undangan yang terkait tentang Perlindungan dan
Pemberdayaen Nelayan Pembudi daya ikan dan Pertambak garam

Keterkaitan Peralalan/Perlengkepan

1. SOP Pelaksanaan Pendamping porikanan Lapangan (ppL)

2.

3

4

SOP Pendaftaran dan Penumbuhan Kelompok UBaha Bersam. (KUB)

SOP Pendetaran dan Penumbuhan Kelompok Pengolah dan Pemasar (POKLAHSAR)

SOP Pendafraran dan Penumbuhan Kelompok Pembudldaya lkan (POKDAKAN)

1
Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana tersebut Sistem Penyuluhan Pgrtanian, Perikanan dtn
Kohutenan;

Kelompok Usaha Bersama (KUB), Kdompok Pembudidaya ikan (PoKDAKAN) dan Kelompok
Pengolah dan pemasar lkan (POKLAHSASR)

Peringatan

1. Banyak kelompok perlkanan yang pertu dilakukan pendampingan dan pembrnaan

Pencatatan dan Ptndataan

1. Data KUB. PoKDAKAN. dan PoKLAHSAR

KEPALA DINAS PERIKANAN

1

2.

t



50P PROSES KOORDINASI PETAKSANAAN KEGIATAN PENDAMPINGAN LAPANG

NO AKTIVITAS

PETAKSANA MUTU BAKU

Kepala Dinas Kepala Bidang Camat Lurah
Persyaratan/
Kelengkapan

Waktu Output Ket

1
Memberikan arahan tentang pelaksanaan kegiatan
pendampingan lapangan ? 60 Menit Perintah

2
Menyusun jadwal koordinasi pelaksanaan kegiatan
pengampingan lapang + Perintah 1 Hari ladwal koordinasi

3
Melakukan koordinasi kepada Camat tentang pelaksanaan
pendampingan lapang

Jadwal koordinasi 6 Hari Pelaksanaan koordinasi

Melakukan koordinasi kepada Lurah tentang pelaksanaan
pendampingan lapang

Pelaksanaan koordinasi 72 hari Pelaksanaan koordinasi

5
Membuat laporan hasil koordinasi pelaksanaan
pendampingan lapanB kepada Kepala Dinas + Pelaksanaan koordinasi t hari Hasil Koordinasi

6
Menerima laporan hasil koordinasi pelaksanaan
pendampingan lapang kepada Kepala Dinas $ Hasil Koordinasi t hari Laporan diterima

Arahan

4



L$

Nomor SOP OO1/SOP/UPT-DP/BTM/201 9

Tanggal Pembuatan Seplember 20'19

Tanggal Revisi 04 Jantai 2021

Tanggal Efektif 04 Januati 2021

Disahkan oleh

PEMERINTAH KOTA BATAM

DINAS PERIKANAN lr. HUSNAINI

19 199203 2 005

Judul SoP
SOP Pelayanan Penerbltan Surat
Rekomendasi Pembelian BBM Bersubsidi

Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana :

1. Undang-Undang Nomor 3'l Tahun 2OO4 tontang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 45 Tahun 2009;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 lentang Pemerinlah Daerah sebagaimana telah beberapa kali
diubah lerakhir dengan Undang-Und€ng Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua elas undang-
3. Undanq Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemorintah Daerahi

3. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 20'15 tentang Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pembudidaya
lkan Kecil:

4. Peraluran Presiden Nomor 191 Tehun 2014 tentang Penyediaan, Pendislribusian dan Harga Jual
Eceran Bahan Bakar Minyaki

6. Permen PAN Nomor: PER/21lM.PAN/1 1/2008 tentang Pedoman Penyusunan Slandar Operasional
ProsedurAdminislrasi Pemerinlahani

7 Peraturan Mentori Dalam Negeri Nomor : 52 Tahun 2011 lentang Standar Operasional Prosedur di
Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota;

8 Peraturan Menteri Kelaulan dan Perikanan Rl Nomor 3O/MEN/2012 tahun 2012 t€nlang Usaha
Perikanan Tangkap diwilayah Pengelolaan Perikanan negara Republik lndonesia;

I Kepulusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.47lMEN/2009 tentang Pedoman Penyusunan
Prosedur Operasional Standar (POS) di Lingkungan D€partemen Kelautan dan Perikanan;

10 Peraluran Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor: 06 Tahun 2014
tentang Perubahan Atas Peraluran Menteri Energi Dan Sumber Daya Miniral Nomor 18 Tahun 2013

11 Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Republik lndonesia Nomor 17 Tahun 2019
lentang Penerbilan Sural Rekomendasi Perangkat Daerah Untuk Pembelian Jenis Bahan Bakar Minyak

12 Peraturan Walikota Batam Nomor: 3'l Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar
Operasional Prosedur (SOP) Penyelenggaraan Pemerintah di Lingkungan Pemerinteh Kota Batam;

1. Memiliki Kemampuan dan Terampil Mengoperasikan Komputer

3. Monguasi/ memahami kegaitan usaha penangkapan ikan

KEPALA DINAS PERIKANAN

KOTA BATAM r

[ *,t

2. Menguasaitata naskah yang berlaku.



Keterkaitan: Peralatan/Perlengkapan :

1. SoP Pengaduan Pelayanan Bidang Perikanan;

2. SoP Tim Pengelola Pelayanan pada UPTD Pelayanan Bidang Perikanan

'1. Peraluran Perundang-Undangan tentang Tata Naskah Dinas;

2. Peraturan tentang penyaluran BBM Bersubsidi untuk nelayan

2. Kompuler, Printer, kalkulator, Scanner;

3. Kertas, Buku Agenda dan lMap Gungyu (ATK yang mendukung)

Peringatan: Pencatatan dan Pendataan :

Apa bila SOP ini tidak dilaksanakan, maka pembeilan BBM bersubsidi oleh nelayan akan terganggu
1. Disimpan sebagai catatan pada Buku Agenda dan Manual



SOP PELAYANAN PENERBITAN SURAT REKOMENDASI PEMBELIAN BBM BERSUBSIDI UNTUK NELAYAN

No Kegiatan
Pemohon
(Nelayan)

PELAKSANA Mutu Baku
KetStaf Pelayanan

(Adm)
Staf Teknis
dan Subbag

Kepala UPT Sekretaris
Kepala
Dinas

Kelengkapan Waktu Output

1
lvlenga.iukan Permohonan kepada Dinas
Perikanan (dapat dilakukan Via WA,/email) O*

-1
Tidak
lenqkar

Berkas
permohonan

1 Menit
Berkas

Permohonan
Kelengkapan ADM
Surat permohonan,

Photo Copy KTP,
TDKP, Surat
Pernyataan

Pemanfaatan BBlil.
Surat Kuasa dan
Photo Copy KTP
Penerima Kuasa

2

Mendaftarkan dan memeriksa kelengkapan
dokumen sesuai peryaratan yang ditentukan.
Apabila lengkap diteruskan diproses, apabila
tidak lengkap dikembalikan kepada Pemohon
untuk dilengkapi

L-
Lengka

Tidak reSUal

Berkas
Permohonan

1 Menit
Berkas

Permohonan
lengkap

Menerima berkas permohonan, memverfikasi
kelengkapan berkas, jika bngkap permohonan
diproses lebih lanjut (menetapkan kuota BBM
dan mencetak surat rekomendasi) dan jika
tidak lsnokao dikembalikan untuk dilanokaoi.

Sesua -l Berkas
Permohonan

lengkap
10 Monit

Surat
Rekomendasi yang

sudah di cetak

4

Menandatangani berkas persetujuan dan
memaraf surat rekomendasi pembe ian BBM
bersubsidi yang telah dicetak, selanjutnya di
teruskan kepada Sekretaris Dinas

I *t Surat
Rekomendasi
yang sudah di

cetak

1 menit

Surat
Rekomendasi telah

di paraf dan
disetujui

5
Membubuhi paraf pada surat rekomendasi
pembelian BBM bersubsidi +

Surat
Rekomendasi

telah di paraf dan
disetujui

l lvlenit

Surat rekomendasi
telah diparaf Ka.

UPT dan
Sekretaris

6

Menandatangani surat rekomendasi pembelian
BBM bersubsidi untuk nelayan dan di teruskan
ke staf pelayanan untuk diregistrasi dan di
stempel

Surat
rekomendasi lelah
diparaf Ka. UPT
dan Sekretaris

l menit

Surat rekomendasi
pembelian BBM

Bersubsidi sudah
ditandatangani.

7

Staf Pelayanan (Adm) memberikan surat
rekomendasi pembelian BBM bersubsidi
kspada Pemohon tanpa dipungut biaya dan
mencatatkan ke dalam buku surat keluar dan
computer.

I J Surat
rekomendasi

pembelian BBM
Bersubsidi sudah
ditandatangani.

'1 menit

Surat rekomendasi
pembelian BBM

bersubsidi sudah
diregister.

I'

I
Pemohon menerima surat rekomendasi
pembelian BBM Bersubsidi yang sudah selesai
(Dengan membawa berkas permohondn
Asli)

5 Surat rekomendasi
pembelian BBM
bersubsidi sudah

diregister.

l menit
Waktu penyelesain

17 Menit



L$

Nomor SOP /soP/DP-BTM/03/2021

Tanggal Pembuatan \t Marct 2021

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif I April 2021

Disahkan oleh KEPALA DINAS PERIKANAN

KOTA BATAM

PEMERINTAH KOTA BATAM

DINAS PERIKANAN

A
Ir. HUSNAINI

NIP. 1 19 199203 2 005

Judul SOP
Pelayanan PerpanJangan Surat Rekomendasi
Pembellan BBM Bersubsidi Untuk Nolayan

Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana :

1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah denoan Undang-
Undang Nomor 45 Tahun 2009;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah Daerah sebagaimana lelah beberapa kali
diubah terakhir dengan undang-undang Nomor g rahun 2015 lentang perubahan Kedua atgs undang-
3. Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2015 tent6ng pemberdsyaan Nelayan Kocil dan pembudidaya
lkan Kecil;
Peraluran Prasiden Nomor 191 Tahun 20l4lentang Penyediaan, pendistribusian dan Harga Jual
Eceran Bahan Bakar Minyak;
Permon PAN Nomor: PEFy2'l/M. PAN/11/2008 tenlang pedoman penyusunan Standar Operasional
Prosedur Administrasi P6m6rintahan;
Peraluran Menteri Oalam Nogeri Nomor : 52 Tahun 20 l l tentang Standar Operasional prosedur di
Lingkungen Pemerintah Provinsi d8n Kabupaten/Kota;
Peraturan Menteri Ensrgi Dan Sumber Daya Min€ral Republik lndonesia Nomor:06 Tahun 2014
tentang Perubahan Alas Peraluran Nrenteri En6rgi Dan Sumb6r Daya Mineral Nomor 1g Tahun 2013
Tentang Harga Jual Eceran Jenis bahan Bakar Minyak rertentu untuk Konsumen pengguna Tertentu;
Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Republik lndonesia Nomor 17 Tahun 2019
tentang Penerbitan Surat Rekomondasi Perangkat Daerah Untuk pembelian Jenis Bahan Bakar
Minyak Tertentu;
Peraturan Walikota Batam Nomor : 31 Tahun 2012 tentang pedoman penyusunan Standar

2

3

1

6.

7

8

I
sional Prosedur o Pe araan Pemerintah di L n Pemerintah Kola Batam

'1. M€miliki Kemampuen dan Terampil l\,lengoperasikan Komputer

2 lvlenguasai tala naskah yang berlaku

3. Menguasai/ memahami kegiatan usaha penangkapan ikan

r



SOP PELAYANAN PERPANJANGAN SUR.AT REKOMENDASI PEMBELIAN BBM BERSUBSDI UNTUK NELAYAN

No Kegiatan Pemohon
(Nelayan)

PELAKSANA Mutu Baku

Ket
Stat Pelayanan

(Adm)
StaI Teknis dan

Subbag TU
Kepala UPT

Sekretaris
Dinas

Kelengkapan Output

1
Mengajukan Permohonan Perpanjangan kepada
Dinas Pedkanan (dapat dilakukan Via M,/email) + Berkas permohonan '1 lilenit Berkas Permohonan

Kelengkepan ADM I

Surat Permohonan,
Surat Rekom Yang

Lama dan Kartu Ksndali

2

Mengrima berkas permohonan, memverfikasi
kel€ngkapan berkas, jika lengkap permohonan
diproses lebih lanjut (menetapkan kuota BBM dan
mencelak surat rekomondasi) dan jika tidak lengkap
dikembalikan untuk dilengkapi.

lengka

Berkas Permohonan 5 Menit
Surat Rekomendasi

Pembelian BBM yang

sudah dicetak

Mgnandatangani barkas persetujuan dan memaraf
sural rskomendasi pombolian BBM bersubsidi yang
telah dicatak, selanjutnya diteruskan kepada
S€kretaris Dinas

t* Surat Rekomendasi
Pembelian BBM yang

sudah dicetak

Surat Rokomendasi
Pembelian BBM yang

telah di paral dan
disetu.iui

Membubuhi paraf pada surat rekomendasi pembolian
BBM beEubsidi

L Surat Rekomendasi
Pembelian BBM yang

telah di paraf dan
disetujui

Surat rekomendasi
pembelian BBM

Bersubsidiyang telah
diparsf Ka. UPT dan

Sekretaris

Menandatangani aurat rekomendasi p€mbelian BBM
bersubsidi untuk nelayan dan diteruskan ke staf
pelayanan untuk diregistrasi dan di stempel

l_.
Surat rekomendesi

pembelian BBM
B€rsubskliyang telah
diparaf Ka. UPT dan

Sekretaris

1 menit

Surat rskomendasi
pemb€lian BBM

Bersubsidi yang sudah
ditandatangani

Stra, Pelayanan (Adm) memborikan surat
rekomendasi pembelian BBM bersubsidi kepada
Pgmohon tanpa dipungut biaya dan mencatatkan ke
dalEm buku surat keluar dan computer.

I
-]

Surat rekomendasi
pembelian BBM

Bersubsidiyang sudah
ditandatangani

l menit

Surat rekomendasi
pembelian BBM

bersubsidiyang sudah
selesai

7
Pgmohon menerima surat rekomendasi p€mbslian
BBM Bersubsidiyang sudah selesai (Dongan
mo,rfiewa barkas permohonan Asfi)

I
Seles.i

Surat rekomondasi
pembelian BBM

beEubsidiyang sudah
selesai

l menit
Waklu Penyelessian l1

ilenit

Kspala
Dinas

Waktu

Lengkep

l msnit

1l'4enit4.

6.



L$

o5r /soP/DP-BTM/03/2021

Tanggal Pembuaian \, Maret 2021

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif Ap 2021

Disahkan oleh KEPALA DINAS PERIKANAN

TA BATAM

PEMERINTAH KOTA BATAM

DINAS PERIKANAN . HUSNAINI

l,
NIP. 1 19199203 2 005

Judul SOP
Monitoring dan Evaluasi Pemanfaat Surat Rekomendasi
Pembelian BBM Bersubsidi

Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana :

'1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana t6lah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 45 Tahun 2009;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 20'14 tantang Pemerinteh Daerah sebagaimana t€lah beberapa kali
diubah lerakhir dengen Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan K6dua atas undang-
3. Undang Nomor 23 Tahun 2014 tenlang Pomerintah Daerah;

3. Peraluran Pemerintah Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pemberdayaan Nelayan Kecil dan P6mbudidaya
lkan Kecil;

4. Peraluran Presiden Nomor 19'l Tahun 2014 tentang Penyediean, Pendistribusian dan Harga Jual
Eceran Bahan Bakar Minyak;

5. Permen PAN Nomor PER/21lM. PAN/1'112OOB tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional
Prosedur Adminislrasi Pemerintahan;

6 Peraluran Menteri Dalam Negeri Nomor : 52 Tahun 20'1 1 tentang Standar Operasional Prosedur di
Lingkungan Pomerinlah Provinsi dan Kabupaten/Kota;

7 Peraluran Menteri Energi Oan Sumber Daya Mineral Republik lndonesia Nomor: 06 Tahun
20'14 tentang Perubahan Alas Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Miniral Nomor 18

Tahun 2013 Tentang Harga Jual Eceran Jenis bahan Bakar Minyak Tertentu Untuk Konsumen
Pengguna Tarl6nlu;

8 Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan ces Bumi Republik lndonesia Nomor 17 Tahun 2019
tonlang Pen€rbitan Sural Rekomendasi Perangkat Daerah Unluk Pembelian Jenis Bahan Bakar
Minyak Tertentui

s Peraturan Walikota Batam Nomor: 31 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar
sional Prosedur (SOP) Penyelenggaraan Pemerintah di Lingkungan Pem€rintah Kota Batam;

J. Memiliki Kemampuan dan Terampil Mengoperasikan Kompuler

2. Menguasai tata naskah yang berlaku

3. Menguasi/ memahami kegaitan usaha penengkapan ikan

Nomor SOP

r



Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan :

1. SOP Pengaduan Pelayanan Bidang Perikanan;

2. SOP Tim Pengelola Pelayanan pada UPTD Pelayanan Bidang Perikanan

'1. Peraluran Perundang-Undangan tenlang Tata Naskah Dinas;

2. Peraluran tentang penyaluran BBM Bersubsidi unluk nelayan

2. Kenderaan daraulaut dan camera

3. Buku catatan dan quisioner

Peringatan: Pencatatan dan Pendataan :

Apa bila SOP ini tidak dilaksanakan, maka dikawatirkan akan teriadi penyalahgunean BBM bersubsidi
dan tidak lapat sasaran

1. Disimpan sebagai calatan pada Buku Agenda dan Manual



SOP MONITORING DAN EVALUASI PEMANFAATAN SURAT REKOMENDASIPEMBELIAN BBM BERSUBSIDI

No Kegiatan

PETAKSANA Mutu Baku

Sekretaris Dinas Kepala Dinas
Sub Bagian Umum
dan Kepegawaian

Kel€ngkapan Wa ktu Output

1

Membual jadwal dan rencana kegiatan monitoring
dan evaluasi serta membuat usulan Surat p€rintah
Tugas I -t Jadwal, rencana dan

SPT
60 Menit

Jadwal, rencana dan
SPT

2 Membubuhi paral pada surat p€rintah Tugas

vI-
-]

Jadwal. rencana dan
SPT

5 Menit
SPT yang sudah di

paraf

3

Memproses dan menandatangani Surat perintah
Monitoring dan Evaluasi. jika tidak disetujui
dikembalikan untuk dijadwalkan ulang, jika disetujui
diserahkan ke UMPEG Dinas ? SPT yang sudeh di

Pa.al
60 menit

SPT yang sudah di
tandatanganiTidak

4
Sub Bagian Umum dan Kepagawaian Dinas
m€registrasidan mengarsipkan, serta menyerahkan
SPT tersebut ke Ka, UPT untuk dilaksanakan

t_*I
I

SPT yang sudah di
tandatangani

'10 Menit
SPT yang sudah di

registrasi

Ka UPT Melakukan Monev Sesuaid€ngan SpT yang
sudah diterbitkan dan membuat laporan hasildarj
lapangan kepada Kepala Dinas I* SPT yang sudah di

registrasi
'l Hari Ker.ia lvlenjalankan SPT

Menerima laporan hasil SPT yang dikeluarkan dan
hal-hal yang perlu ditindaklanjuti langsung di
selssaikan

*I Menjalankan SPT 60 menit
Laporan Perjalanan

Dinas (Selesai)

Ket

Kepala UPT

6.
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Judul SOP
Revisi SOP Pengaduan Pelayanan Pada UPTD
Pelayanan Bidang Perikanan

Hukum Kualifikasi Pelaksana

1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2OO4 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 45 Tahun 2009;

2 Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual
Eceran Bahan Bakar Minyak;

3 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012
tentang Pedomaman Penyususnan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahaan;

4 Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik lndonesia Nomor:06 Tahun 2014

tentang Perubahan Atas Peraturan Menterr Energi Dan Sumber Daya Miniral Nomor 18 Tahun 2013

Tentang Harga Jual Eceran Jenis bahan Bakar Minyak Tertentu Untuk Konsumen Pengguna Tertentu;
5. Peraturan Walikota Batam Nomor : 31 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional

Prosedur (SOP) Penyelenggaraan Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kota Batam;
6 Peraturan Walikota Batam Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan

Pemerintah Kota Batam
7 Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Republik lndonesia Nomor 17 Tahun 2019

tentang Penerbitan Surat Rekomendasi Perangkat Daerah Untuk Pembelian Jenis Bahan Bakar Minyak
Tertentu:

1. Memiliki Kemampuan dan Terampil Mengoperasikan Komputer

2. Menguasai tata naskah yang berlaku.

Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan

1. SOP Pelayanan Bidang Perikanan;

2. SOP Tim Pengelola Pelayanan pada UPTD Pelayanan Bidang Perikanan

1. Peraturan Perundang-Undangan tentang Tata Naskah Dinas;

2. Komputer, Printer, Scanner;

3. Buku Agenda dan Map Gungyu

Peringatan : Pencatatan dan Pendataan

Apa bila SOP ini tidak dilaksanakan, maka penyelesaian permasalahan yang di adukan atau yang di
hadapi oleh nelayan tidak akan dapat terselesaikan dengan baik.

1. Disimpan sebagai catatan pada Buku Agenda dan Manual.



REVISI SOP PENGELOAAN PENGADUAN PELAYAN PADA UPTD BIDANG PERIKANAN

No Kegiatan

PELAKSANA Mutu Baku

Ket
Pemohon
(Nelayan)

Ka. Sub TU
UPTD

Tim Pengelola
Pengaduan

Ka. UPT Kepala Dinas Kelengkapan Waktu Output

1
Menyampaikan aduan melalui kotak surat, WA
dan surat tertulis ry -t Berkas

pengaduan
2 Menit

Berkas
pengaduan

2
Mencatat dan mebukukan pengaduan yang
disampaikan oleh nelayan dan diteruskan kepada
Tim untuk di tindak lanjuti Selesai I Berkas

pengaduan
2 Menit

Rangkuman
permaslahan

Mempelajari, membahas dan memutuskan atas
pengaduan yang disampaikan selanjutnya yang

bisa diselesaikan oleh tim diserahkan langsung
nelayan

-L Rangkuman
permaslahan

120 Menit

Permasalahan
masalah selesai

dan belum
selesaiw

I
4

Pengaduan yang belum terselesaikan diteruskan
ke Kepala Dinas untuk di bahas lebih lanjut

Permasalahan
masalah selesai

dan belum
selesai

10 Menit

Masalah yang
akan

didiskusikan
dengan Kadis

E
Aduan yang perlu pembahasann lebih lanjut
diteruskan ke Kepala Dinas untuk mempetoleh
solusi

rba hasan
h laniut

Masalah yang
akan

didiskusikan
dengan Kadis

2 hari Kerja
Solusi

pemecahan
masalah

6.
Solusi yang perlu ditindaklanjuti dan diselesaikan
oleh UPTD Pelayanan Bidang Perikanan

.{-J
Solusi

pemecahan
masalah

60 Menit
Masalah ditindak
lanjuti oleh UPT

7
Dinas menyampaikan keputusan dan perbaikan
kepada masyarakat nelayan di Kota Batam
(melalui media WA, email, pengumuman dll) -J Masalah ditindak

lanjuti oleh UPT
30 Menit

Permasalahan
selesai

a Menerima penyelesai masalah yang di adukan 3r -Jelesai

Permasalahan
selesai

2 Menit Selesai
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